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ABSTRAKS

Investasi/Penanaman Modal, baik itu oleh pemodaheddik maupun
asing, memiliki peran yang cukup besar dalam medpr peningkatan
pertumbuhan ekonomi suatu Negara, lebih-lebih ki Negara berkembang
seperti Indonesia. Apalagi Indonesia di era tah®®711970, Indonesia saat itu
sangat membutuhkan investasi dari perusahaan asing mengatasi minimnya
dana dan sumberdaya manusia serta tekhnologi yamgpomi. Oleh karena itu
Pemerintah Orde Baru kemudian melakuBgateral Investement Treaty dengan
Negara-Negara lainnya, tujuannya agar banyak maglaf yang berinvestasi di
Indonesia. Langkah ini ternyata efektif, terbukéndan banyaknya perusahaan
modal asing yang didirikan.

Kondisi ini saat ini, tentu sudah jauh berbeda dengondisi Indonesia
pada masa awal-awal Pemerintahab Orde Baru. Saatmber daya manusia dan
juga tekhnologi Indonesia tidak begitu tertinggalll) dengan Negara-Negara
lainnya. Untuk itu kebijakan terkait investasi daerusahaan modal asing perlu
dikaji kembali. Pengkajiaan terhadap kebijakan stasi yang dibuat berdasarkan
BIT atau P4M sangat perlu dilakukan, mengingat gmgign tersebut hanya
digunakan oleh pemodal asing untuk melancarkan amyah di Indonesia,
sementara pemodal dari Indonesia sendiri belumreagoptimalkan BIT ini di
Negara lain, karena masih disibukkan dengan ekaglquasar dalam negeri.
Belum lagi ulah perusahaan modal asing yang tidakumjukan i'tikad baik
untuk mentaati dan menghormati Pemerintah dan hukwonesia. Langkah
kebijakan yang harus diambil Pemerintah adalah mjgni kembali BIT dan
melakukan nasionalisai terhadap perusahaan moidgl yang dianggap memiliki
peran yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia

Nasionalisasi, adalah proses pengambil alihan kiigam perusahaan
swasta, khususnya perusahaan modal asing, yangnpagliikuti dengan ganti
rugi atau kompensasi yang diberikan oleh Pemerikeplada pemilik modal. Ada
banyak istilah lain dari nasionalisasi, sepertigadgtan hak kepemilikan asing,
pengambil alihantéking), ekpropriasi éxpropriation), dan penyitaan/konfiskasi
(confiscation).

Dalam nasionalisasi ini Pemerintah harus mempé@mapg\rgumen yang
bisa diajukan ketika hendak menasionalisasi PM#grariain, kedaulatan Negara,
necessity of state, keadaan memaksa, ketertibamudaun kepentingan umum.
Hukum nasional dan internasional yang bisa digumaebagai Landasan hukum
yang bisa digunakan Pemerintah dalam melakukanomagsasi ini adalah
undang-undang nomor 25 tahun 2007, resolusi PBB3 180VIl) tentang
Permanent Sovereignty over Natural Resources (19B2) resolusi tentang The
Charter of Economic Rights and Duties of Stateg4)9
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu NegatagpsNegara
pasti memiliki sumber daya masing-masing yang dapkémbangkan oleh
Pemerintah dan pelaku utama ekonomi yang ada dafdetersebut. Namun
adakalanya kemampuan untuk membangun dan mengekalbaggonomi suatu
Negara, Pemerintah terkendala oleh minimnya permstadan kemampuan SDM,
serta tekhnologi yang ada. sehingga, mau tidak Peuerintah harus mencari
solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Salamygatadalah dengan mengambil
kebijakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak #au Negara lain.
Kerjasama tersebut dapat berupa Investasi ataun&mam Modal, maupun

kerjasama dalam pengembangan Sumber Daya Mahusia.

Investasi/Penanaman Modal, baik oleh Investor daknesaupun asing,
memang sangat dibutuhkan untuk mendorong perturmbekanomi Nasional
suatu Negara, lebih-lebih lagi bagi Negara berkemglseperti Indonesia. Karena
dengan Investasi/Penanaman Modal, selain akan oprkgkurangan dana, juga
akan terbentuk badan-badan usaha yang menciptak@amdan kerja sehingga
masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya dardareng peningkatan
standar hidupnya menjadi layak dan lebih baik. iBeltu, dengan adanya

Investasi/Penanaman Modal Asing, kurangnya SDM dakhnologi yang

! Erman Rajagukguk, Hukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta: Universitas Al-Azhar
Indonesia, 2007), him 27.



mumpuni, dapat diatasi dengan cara alih tekhnottzgn pengetahuan, dengan
harapan nantinya akan lahirk tenaga-tenaga alpebgalaman dari Sumber Daya
Manusia pribumi Indonesia. Dengan demikian cita-gembangunan ekonomi

Nasional yang mandiri akan mudah terwufud.

Pada dasarnya Negara merupakan fasilitator bagi pamilik modal
untuk mengembangkan modalnya, sedangkan para kemddal merupakan
salah satu mesin penggerak perekonomian Negaralig{an menjadikan kaitan
antara Negara dengan para pemilik modal menjadjadakuat, karena adanya
ikatan saling membutuhkan. Negara sebagai fasititatharus mampu
memfasilitasi para pemilik modal. Salah satunyaladalengan memberikan
akses bagi mereka untuk dapat mengembangkan mad#kges tersebut dapat
diperoleh dengan cara membuat perjanjian kerjasdengan Negara lain, baik
bilateral maupun multilateral, dibidang investa@ndpengembangan modal.
Adapun tujuan utamanya adalah mendorong terjadiiberalisasi Investasi/
Penanaman Modal. Termasuk didalamnya liberalBasanaman Modal Asing

secara langsung at&oreign Direct InvestemerEDI).>

Seorang Investor, sebelum melakukan Investasi/Remam Modal di
suatu Negara, tentu akan melakukan study kelaysdasilility sudy terlebih
dahulu, guna mengetahui prospek bisnis yang akgalaakan. Apakah akan
menguntungkan atau merugikan mereka. Dalam stullyyddean tersebut, salah

satu poin penting yang pasti dijadikan pertimbanadalah, peraturan Perundang-

2 Supariji, Investasi/Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif Versus Pembatasan,
(Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2008), him 1.

* Erman Rajagukguk, Butir-Butir Hukum Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Dan
Ekonomi Fakultas Hukum Ul, 2011), him 381.



undangan atau hukum yang berlaku di Negara penenatial. Khususnya aturan
yang berkaitan dengan Investasi/Penanaman Modglalean dilakukannya. Bagi
Investor, tentu akan menjadi masalah serius bikerdudian hari mengalami
kerugian bukan karena kesalahan dalam manajememmefainkan karena tidak
adanya kepastian hukum dan perlindungan atas asiegd’ Karena itu
permasalahan hukum di bidang Investasi/PenanamadalMai menjadi hal

penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintahngasasing Negara.

Pemerintahan Orde Baru, dibawah kepemimpinan Rnessdbeharto pada
1967-1970, banyak memberikan fasilitas bagi Inwve8ging. Tujuan pemberian
fasilitas tersebut adalah untuk mengundang agayabapemodal asing yang
melakukan investasinya di Indonesia. Karena padtiga Modal Dalam Negeri
dan Sumber Daya Manusia serta tekhnologi yang aflarbdapat diandalkan
untuk mencapai target Pemerintah dalam memajukambg@egunan dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salaéh santuk fasilitas yang
diberikan oleh Pemerintah kepada Investor, khusudnyestor asing, adalah
penghindaran Pajak Berganddekx Treaty bagi Investor asing. Pemberian
tersebut berdasarkan perjanjian bilateral yanditdllkukan, antara Pemerintah
Indonesia dengan Pemerintah Negara lainnya. Pemaperjanjian bidan
investasi ini kemudian disebut dengBiateral Investement Treat{BIT) atau
P4AM (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan PemamaModal). Tujuannya
adalah untuk meningkatkan kepercayaan InvestorgASielain itu, salah satu inti

dari perjanjian ini adalah, Pemerintah Indoneslzagai Pemerintahost country

* Sentosa Sembiring, Hukum Investasi/Penanaman Modal, (Bandung: CV Nuansa Aulia,
2010), him 170.



tidak akan melakukan Nasioalisasi terhadap Perasalodal Asing, dan

Pemerintah juga tidak akan membatasi pemindahantlkegan dari perusahaan
modal asing ke Negara asal modal. Dalam BIT/P4M jdigtur tentang tata cara
penyelesaian sengketa bila dikemudian hari tergehgketa antara Investor
dengan Pemerintalindonesia bila ada suatu aturan yang menurut laovest

merugikan pihak Investar.

Langkah kebijakan untuk memberikan fasilitas, sepenghindaran pajak
berganda diatas, tentu akan selalu mendapat rggsaif dan akan dinilai sangat
baik oleh para Investor, terlebih bagi Investor figsidengan Multi National
Corporationnya. Sejak saat itulah, tahun 1967-19@0dal asing banyak yang
masuk lalu mendirikan perusahaannya di Indonesia,hdl ini terus berlangsung

hingga sekarang.

Berkenaan dengan dampak pembangunan dengan baviagai Asing,
setidaknya terdapat dua aliran besar dalam memgnunan Penanaman Modal
Asing dalam pembangunan ekonomi suatu Negara.mAljleng pertama adalah
aliran yang berpendapat bahwa PMA akan membawa aatitfan memberi
dampak positif bagi perkembangan perekonomian damakmuran Negara
penerima modalhpst country. Pendapat ini digunakan oleh para ahli ekonomi
beraliran liberal. Adapun aliran yang kedua berpgad, bahwa PMA akan
melahirkan dominasi dan ketergantungan Negara peaemodal kepada
Perusahaan Modal Asing, hal tersebut tentu tidalk teahkan cenderung

merugikan masyarakdtost country pendapat ini digunakan oleh ahli ekonom

> Hikmahanto Juwana, Wajarkah Indonesia Keluar Dari ICSID?, Artikel, (tanpa tahun),
him 1.



penganut Teori Ketergantungan (Depedencia/Deped&hepry)’ Tentu kedua
pendapat ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sépga salah, karena

relevansinya tergantung dari kondisi yang adalssduia pendapat ini digunakan.

Kondisi Indonesia di awal Pemerintahan Orde Baelpagaimana telah
disampaikan sebelumnya, memang mengalami banyaki dedkurangan baik
dari dana, SDM, maupun tekhnologi. Kondisi ini temerupakan hal yang wajar
mengingat kondisi Indonesia saat itu masih sebldggara baru, sehingga dana,
SDM, dan tekhnologi belum seperti saat ini. Pendgpag mengatakan bahwa
Modal Asing membawa dampak positif bagi Negara peree modal sangat
relevan dengan kondisi Indonesia kala itu yang nmgmsangat membutuhkan
Modal Asing, dan sangat membutuhkan alih tekhnottagi Perusahaan Modal
Asing. Namun pendapat tersebut tentu sudah tidéwvae dengan kondisi
Indonesia saat ini. Sumber Daya Manusia Indonesad iei makin berkualitas,
tekhnologi terus bergerak maju, ditambah lagi junmpenduduk terus meningkat
disertai dengan meningkatnya pula penduduk kelasengah. Hal-hal tersebut
dapat dijadikan indikator bahwa sebenarnya bukdonasia yang membutuhkan
Investor, tapi Investor yang membutuhkan Indoneskarena Indonesia
merupakan tempat produksi dan pasar yang sanggamjikan bagi mereka.
Belum lagi kekayaan alam Indonesia yang memangnmmpalh ruah, sudah pasti
hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Investeanapun untuk beinvestasi di
Indonesia. kondisi yang sudah lebih baik ini temanjadikan pendapat yang

kedua lebih relevan bagi Indone$iKetergantungan Indonesia akan modal asing

6 Rustanto, Hukum Nasionalisasi Modal Asing, (Jakarta: Kuwais, 2012), him 4.
’ Hikmahanato Juwana, Perlukah... Op. Cit, him 5



saat ini sangat jelas terlihat, karena hampir tilgéidang usaha dapat dipastikan

ada perusahaan modal asing yang ikut serta didglamn

Disamping itu, terkait perjanjian bilateral dan tilateral tentang investasi
yang sudah ditanda tangani oleh Pemerintah Inderden Pemerintah Negara
lain, para Pemodal Asing, sudah menggunakannyayaeakat untuk mendukung
usaha mereka. Bila ada suatu kebijakan yang tidakgomtukan mereka, maka
berdasarkan BIT/P4AM tersebut mereka akan melayangkatutan terhadap
Pemerintah Indonesia. Hal sebaliknya terjadi kepsta pemodal dalam negeri,
kebanyakan pemodal dalam negeri masih belum dapageptimalkan BIT ini,
karena masih disibukkan dengan ekplorasi dalamrnggeg belum begitu baik.

Sehingga BIT yang ada sebenarnya cenderung merufgidanesid.

Penanaman Modal Asing, memang dibutuhkan untuk pee
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Nasional. Btasghng timbul
kemudian adalah perkembangan Perusahaan Modal Aaimg demikian pesat
hingga dapat mempengaruhi produksi dan pemasarandyasehingga memiliki
dampak yang cukup serius terhadap perekonomianoiasi Ambil contoh
Perusahaan Modal Asing bidang tambang Newmont.a Badt Pemerintah akan
melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaaasaika, Newmont dan
Freeport, dan akan memberlakukan Undang-undang Nérathun 2009. Dengan
alasaan keadaan terpaksa perusahaan Newmont midifkarasebagian besar
pegawainya, konsekuensinya para pekerja mengalambtpngan gajl. Tentu

hal ini berdampak cukup besar bagi pendapatan trakyalum lagi bila

& Hikmahanto Juwana, Perlukah... /bid.
° Mukhlison S Widodo et. al, Renegosiasi Saling Untung, Majalah Gatra, edisi 33 XX, 19-
25 Juni 2014, him12.



dikemudian hari Perusahaan Modal Asing menarik laimgeluruh modal dan
keuntungan yang diperoleh ke Negara asalnya. Dpastikan dampaknya akan

sangat signifikan bagi perekonomian nasional.

Meskipun hal-hal tadi bukan merupakan tindakamesitor yang dilarang
oleh UUPM, bukan berarti Pemerintah tidak dapatakgétan apa-apa untuk
mengantisipasi kondisi tersebut. Tentu ada landgg&agkah untuk mengantisipasi
Perusahaan Modal Asing yang terlalu berpengarupersePMA di bidang
tambang MINERBA, yang dapat dilakukan Pemerintatpgaharus keluar dari
koridor hukum yang ada. Salah satunya adalah deteyanmengambil kebijakan

untuk menasionalisasi Perusahaan Modal Asing.

Nasionalisasi, bila merujuk kepada Kamus Besar &alh@donesia artinya
adalah proses, cara, perbuatan menjadikan seseaitama milik asing menjadi
milik bangsa atau Negara, biasanya diikuti dengamtigugi atau kompensasi.
Dengan kata lain Nasionalisasi adalah proses pdnfatihan kepemilikan
perusahaan swasta, baik modal domestik maupun nasilad, yang biasanya
diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi yangrikbe oleh Pemerintah kepada

pemilik modal.

Dalam praktek ada banyak istilah atau ungkapanylairg dikenal terkait
tindakan Nasionalisasi ini. Istilah lain tersebwtalah istilah-istilah seperti,
pencabutan hak kepemilikan asing, pengambil aliliaking), ekpropriasi

(expropriation), dan penyitaan/konfiskascgnfiscation. Semua istilah tersebut

% http://kbbi.web.id/Nasionalisasi, diakses tanggal 8 Januari 2015




merupakan hal yang lumrah di dengar dan dikendh dlenia, karena selalu

berkaitan dengan Penanaman Modal dan/atau perms&haa

Permasalahan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asngangy menuai pro
dan kontra, namun hal ini pernah dilakukan oleh &erah Republik Indonesia
kepada perusahaan-perusahaan Belanda yang perngjatméndonesia. Wacana
Nasionalisasi kembali menguat setelah berakhirngsamPemerintahan Orde
Baru. Kembali menguatnya dorongan untuk melakukasidhalisasi Perusahaan
Modal Asing ini memang bukan tanpa sebab, hal iehgmgat SDM Indonesia
saat ini tidak dapatdikatakan sebagai SDM yangktideau mumpuni lagi.
Indonesia dewasa ini sudah banyak memiliki tenagaga ahli di segala bidang
termasuk bidang pengolahan SDA yang memang melimpahyak pendapat
yang mendukung Pemerintah untuk melakukan NasgasliPerusahaan Modal
Asing, khususnya yang berkaitan dengan hajat doangak, meskipun disisi lain

tidak sedikit pula yang menentang.

Terlepas dari pro dan kontra, yang perlu di ingitiah amanat Konstitusi
yang tercantum pada Preambule paragraf ke empag telah di singgung
sebelumnya, dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dalambpkaan dan batang
tubuh UUD 1945, telah mengamanatkan bahwa segalsatse yang berkaitan
dengan sektor produksi, dan yang menyangkut hajafphorang banyak harus
dikuasai oleh Negara untuk kemudian dikelola damadfaatkan sebesar-

besarnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraantselkyat Indonesia.

1 Rustanto, Hukum Nasionalisasi..., Op.Cit, him 165



Konstitusi yang mengamanatkan campur tangan Petaleratas sektor-
sektor yang menguasai hajat hidup orang banyakunpekkan bahwa sejatinya
Indonesia merupakan Negara yang menganut konsegakesraan walfare
statg. Campur tangan Pemerintah ini dapat berupa hukamg dibentuk maupun
kebijakan kebijakan yang oreintasinya adalah késejaan rakyat banyak.
Amanat konstitusi, ditambah dengan kondisi kekaydam yang melimpah ruah,
dan juga Sumber Daya Manusia Indonesia semakinubktks. hal tentu dapat
menjadi salah satu pijakan bagi Pemerintah untybatdanelakukan tindakan
Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. ebiérl lagi terhadap
perusahaan modal asing yang mengelola SDA danfgtag menguasai hajat
hidup orang banyak. Tentu ada proses dan prosexhg karus dijalani ketika
Pemerintah hendak melakukan Nasionalisai terhadgipsBhaan Modal Asing.
Namun yang paling diperlukan adalah keberanianRaditical will yang kuat dari

Pemerintah sendiri untuk melakukan Nasionalisasi in

Selain itu dibutuhkan rasa nasionalisme yang tinggiuk dapat
mengambil kebijakan ini. Nasionalisme menjadi fakfmenting yang dapat
mempengaruhi kebijakan politik-ekonomi Negara manafermasuk Indonesia.
Telah menjadi asumsi umum, bahwa Setelah menjaglafdemerdeka, Indonesia
hingga saat ini belum menjadi Negara yang merde&ara sempurna. Dikatakan
demikian, karena masih banyaknya aset dan sumkealagn yang dikuasai oleh
perusahaan-perusahaan modal asing. Tindakan nbsa@nani perlu diambil

untuk merubah kekuatan ekonomi yang bergantung pami#al asing, menjadi

2 Budi Riyanto, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Dan Kegiatan Pertambangan, Jurnal
Hukum Bisnis, vol. 22, (2003), him 22.



kekuatan ekonomi yang mandiri dan dapat membenkanfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu langhkiajuga dapat menjadi alat
untuk menghancurkan dominasi PMA yang telah lamaikngati SDA Indonesia,

tapi hanya sedikit manfaat yang dirasakan olehatkyonesia®

Selain fakta bahwa sumber daya dalam negeri telatakin baik. Fakta
bahwa sektor-sektor penting perekonomian yang déuanodal asing tidak
banyak membantu Pemerintah mengatasi kesulitaritieesuekonomi dalam
negeri. Kedua hal ini dapat menjadi dasar pertighanpemikiran bahwa
kedaulatan ekonomi Indonesia sulit untuk ditegakkeampa melakukan
nasionalisasi. Maka, langkah nasionalisasi harusngmdapat dukungan dari

seluruh lapisan rakyat Indonesfa.

Nasionalisasi sebenarnya merupakan praktek yamgaltu terjadi dan
dilakukan di berbagai Negara, baik itu di Negarajumamaupun Negara
berkembang. Selain lumrah dilakukan oleh berbagagaxh, langkah ini juga
dapat menjadi media bagi Negara-Negara berkembaigk wapat memiliki
perekonomian yang berdaulat dan tidak bergantuma pdegara lain. Karena
tidak dapat dipungkiri bahwa Negara-Negara berkempaangat jauh tertingal
dari Negara-Negara maju. Baik itu secara ekonowiitilp tekhnologi dan lain

sebagainya. Oleh karena itu, tidak perlu merasgiaierhadap isu Nasionalisasi

© Ibid, hal 8

¥ Budiman Ginting, Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia: Suatu
Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi Di Indonesia, Jurnal Equality PDF,
Vol 12 No. 2 Agustus 2007, him 108. Diunduh tgl 4 April 2015
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ini, apalagi menjadikan isu Nasionalisasi ini sebdgal yang menakutkan dan

harus dihindart?

Pada Era Pemerintahan Orde Lama, langkah NasiasialPerusahaan
Modal Asing ini pernah dilakukan oleh Pemerintatidnesia. Pemerintah kala itu
melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan peraebumilik Belanda,
tepatnya pada tahun 1958. Dari kebijakan inilahmigian timbul kasus
Tembakau BremenThe Bremen Tobacco Casgang cukup terkenal. Kasus itu
sendiri terjadi saat Pemerintah Indonesia akan umaénjtembakau hasil
perkebunan yang ada di Sumatera Utara, setelalkukela Nasionalisi terhadap
perusahaan perkebunan milik Belanda. Pemerintdbnisia saat itu hendak
mengalihkan penjualan tembakau dari hasil perkabweng ada di sumatera
utara ke wilayah Bremen, Jerman.Tembakau yang dkaal tersebut diklaim
oleh pihak NV Verenigde Deli-Maatshappijen dan N¥n8mbahmaatschappi
sebagai milik mereka, karena itu mereka kemudialayaagkan tuntutan kepada
Pemerintah Indonesia di Pengadilan Negeri Bremem dalam kasus ini

Pengadilan Negeri Bremen memenangkan Pemerintaindsia®

Selain nasionalisasi oleh Pemerintah Orde Lamaasliahda banyak
Negara lain yang juga telah melakukan nasionalteskadap Perusahaan Modal
Asing yang ada di wilayah yurisdiksinya. Sebut ddggara Bolivia dibawah

Pemerintahan Evo Morales, yang pada tiga bularapertsemenjak ia terpilih

1 Nandang Sutrisno, Nasionalisasi Perusahaan Asing, dikutip dari artikel untuk Koran
Kedaulatan Rakyat, (2014), him 1.
16 Edy Ikhsan, Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Sumatera Utara, Diantara Inkonsis-

tensi Dan Stigmatisasi, Doc. Artikel, Diunduh pada tanggal 31 Desember 2014

11



melakukan Nasionalisasi terhadap Perusahaan-paarsdiambang Modal Asing
yang ada di Negaranya. Kemudian Negara Kuba, dibakepemimpinan
Presiden Videl Castro yang melakukan Nasionaligabadap Perusahaan Modal
Asing asal Amerika. Ada juga Negara VenezuellawdtaPemerintahan Presiden
Hugo Chavez, yang melakuakn Nasionalisasi terhgoqusahaan tambang
minyak Exxon Mobil yang ada diNegaranyaKetiga Negara tersebut juga
melakukan nasionaliasi terhadap Perusahaan ModahgAyang ada di
wilayahnya. Dan hal itu terjadi karena Pemerint@hnypemang memiliki

keinginan untuk melepaskan diri dari keterganturnggoha modal asing.

Memang akan timbul banyak perdebatan dikalangan laltum dan
ekonomi baik di tingkat Nasional maupun InternaglonPermasalahan
Nasionalisasi ini. Pasti akan ada konsekuensi-kamesesi yang akan dihadapi
oleh Negara yang melakukan Nasionalisasi terhadgapsphaan modal asing.
Salah satunya adalah tuntutan dari pemilik modalgahaan modal asing
tersebut. Pemerintah akan dihadapkan ke Mahkamdilitr#ge Internasional,
seperti ICSID, ICC, atau UNCITRAL, dengan segalautan yang diajukan oleh
pemegang saham dari Perusahaan Modal Asing ters&inbil contoh Pemerin-
tah Venezuella yang melakukan Nasionalisai terh&pidahaan Modal Asing
Exxon Mobil yang ada di Negaranya. Pemerintah Veeka digugat oleh
pemilik modal Exxon Mobil dengan tuntutan gantiirsgbesar USD 12 miliar ke

ICSID, meskipun kemudian yang dikabulkan oleh IC&HNya sebesar USD 900

7 1shak Junaidi, Sang Pemberani Dari Seberang,http://aurapena.com/, diakses tanggal 6
Januari 2015
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juta’® Contoh lainnya adalah Pemerintah Kuba yang mekmkukasionalisasi
atas perusahaan milik Amerika Serikat yang kemudidnntut oleh perintah
amerika di Badan Penyelesaian Sengketa WT@tinya Pemerintah akan
dihadapkan pada banyak tekanan dan konsekuensini@lagambil langkah

Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing.

Namun menurut penulis, tidak ada salahnya NasgasiliPerusahaan
Modal Asing dilakukan Pemerintah, bila memang dikdran hari akan
dapatmembawa dampak yang lebih baik bagi perek@roiasional Indonesia.
Bila memang dilakukan dengan tujuan agar Indondafat lebih mandiri dan
lebih maju, sebagaimana yang dialami oleh Boliteafu hal ini perlu mendapat
dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indoneklatuk itu kajian
konfrehensip terkait Nasionalisasi Perusahaanalldding sangat dibutuhkan.
Hal ini lah yang menjadi dorongan dilakukannya pigaa terhadap Nasionalisasi
Perusahaan Modal Asing oleh penulis. Dalam peaglitini, penulis akan
mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi perihal iblaisasi ini, seperti apa
saja kondisi yang dapat dijadikan argumen oleh Petaé agar dapat melakukan
Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing, #@mulandasan-landasan
hukum nasional dan internasional yang ada, dan fpafp@pan-tahapan dan
langkah yang harus ditempuh dalam melakukan NassasaPerusahaan Modal

Asing.

¥ Abdul Kadir Jailani, Perjanjian Peningkatan Dan Perlindungan Investasi/Penanaman
Modal Indonesia(P4M), disampaikan dalam Seminar Nasional: Penyelesaian Sengketa
Investasi/Penanaman Modal: Indonesia, ASEAN Dan Internasional, Universitas Indonesia 5 Juni
2014

¥ Andreas F. Lowenfeld, Internastional Economic Law, New York, OXPORD University
Press, him 387.
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulisumgskan bahwa
fokus penelitian tentang Nasionalisasi Perusahdadal Asing ini adalah

sebagai berikut:

1. Apa saja kondisi yang dapatdiajukan sebagai arguaten alasan oleh
Pemerintah Indonesia untuk melakukan Nasionaltsasadap Perusahaan
Modal Asing yang ada di Indonesia?

2. Apa landasan hukum yang dimiliki oleh Pemerintakolmesia dalam
melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asingy tma@nurut Hukum
Indonesia maupun Hukum Internasional?

3. Bagaimana prosedur dan langkah-langkah yang haitesnglh oleh
Pemerintah Indonesia dalam melakukan NasionalResisahaan Modal

Asing?

C. TujuanPendlitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari pemrelitentang

Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing ini, tujugunatol itu antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana argumen-argumen yangtdibpangun
untuk kemudian digunakan sebagai alasan untuk mohebatukan
Nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asingddinesia;

2. Untuk mengetahui landasan hukum yang dapatdijaditeln Pemerintah
Indonesia sebagai pijakan dalam melakukan nasgaalPerusahaan

Modal Asing;

14



3. Untuk mengetahui prosedur dan langkah-langkah yeargs dilakukan
dan dipenuhi oleh Pemerintah bila ingin mengamiabijakan untuk

melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing

D. Kerangka Teori
Teori yang akan digunakan dalam melakukan untukgeneslisa rumusan
masalah dari penelitian Nasionalisasi PerusahaadaMAsing ini adalah, Teori
Critical Legal StudiegCLS), Kedaulatan Negar&ftate Sovereigniylean Bodin,
dan Doktrin Perilaku NegaraA¢t of State Doctrine Hakim Marshall, serta

Depedency Theory (Teori Ketergantungan).

Teori Critical Legal Studiesadalah teori yang esensi pemikirannya adalah
kenyataan bahwa hukum adalah politik, dan doktukum yang terbentuk selama
ini lebih berpihak kepada para pemilik kekuatan/pikekuasaan). Dalam teori
ini, metodeTrashing metode untuk menolak suatu pemikiran hukum, neetod
Deconstructingmetode untuk membongkar pemikiran hukum yandntatia, dan

metodeGenealogyadalah metode interpretasi sejafah.

Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan mebmd®nstructingdari
teori CLS. Penulis akan menmencoba untuk membangang pemikiran-
pemikiran yang ada tentang prinsip Hukum Internasioyang ada, untuk

kemudian digunakan dalam menyusun argumen-arguraeg wantinya dapat

° Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi

Negara Berkembang Dan Negara Majul, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap
dalam ilmu Hukum Internasional pada fakultas hukum universitas Indonesia, depok, 10
November 2001
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digunakan Pemerintah dalam melakukan Nasionalisadiadap perusahaan

modal asing

Adapun dalam Teori Kedaulatan NegaBa\yereigntyof state theqryang
ditekankan adalah kedaulatan Negara, bahwa suaar&lgang berdaulat berhak
dan memiliki kekusasaan penuh untuk menjalankandkphn berNegaranya,
maka Negara lain harus menghormati kekuasaan kedaulersebut, karena hal
serupa juga dimiliki oleh Negara lainnya. Kedaulatai merupakan salah satu
hak dasar Negara, hak ini menandakan adanya kekaamledan kebebasan
dalam menjalankan hak kedaulatannya untuk melakaarfangsi-fungsi Negara

tanpa campur tangan Negara I&in.

Ketika bicara Nasionalisasi Perusahaan Modal Adiraganya akan selalu
dikaitkan dengan Kedaulatan Negara. Kedaulatan fdeggjatinya telah menjadi
suatu asas yang diterima oleh setiap bangsa d& diam Hukum Internasional.
Selain itu kedaulatan dari suatu Negara besertakatn tindakan Negara, dapat
dijadikan dalil bagi Negara manapununtuk membela dii Pengadilan asing
maupun Internasional atas tindakan-tindakan yaladp téilakukannya. Tindakan
disini tentu meliputi segala macam bentuk tindakang memiliki dampak baik
langsung maupun tidak langsung terhadap kedaul&tegara itu sendiri.
Sekalipun tindakan yang dilakukan Negara adalatudiradakan perdata, namun
apabila tindakan Negara tersebut dalam rangka taekgn perannya sebagai
Negara, maka Negara berhak mendapatkan Imunitaaukaen ini. Yang perlu

di perhatikan terkait Imunitas Kedaulatan Negaraadalah, bahwa Imunitas

*! Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum PengadilanAsing,
Bandung, PT Alumni, 1999him 14-15
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Kedaulatan Negara ini akan dengan sendirinya gagabila Negara bertindak
sebagai pedagang yang melakukan suatu perbuatan bhemsifat komersigf

Namun meskipun demikian Perlindungan terhadap kemtiindakan Negara yang
dilakukan di dalam wilayahnya sendiri adalah suzl yang dapat dimengerti,
oleh karena itu campur tangan pihak lain/asingagap masalah ini tentu dapatdi
anggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketaMNagaraasas persamaan
hak dan kedudukan, dan juga kebebasan untuk meémentasib Negara itu

sendiri.

Dengan teori ini peneiliti mencoba meneliti sebardgesar sebenarnya
peran dari kedaulatan yang dimiliki suatu Negarkimelakukan Nasionalisasi
terhadap Perusahaan Modal Asing yang ada di wildygfuasaannya. Dan
dengan teori ini pula nanti akan dimencoba membagalsaja bentuk kedaulatan

Negara yang dapat digunakan Pemerintah untuk nmicdakiasionalisasi.

Doktrin Perilaku NegaraAct Of State Doctrine memiliki kaitan yang
erat dengan Kedaulatan Negara. Doktrin ini diproséis dikembangkan oleh
yurisprudensi, yang bertujuan untuk mencegah adaeyauatan atau tindakan
hakim dalam mencampuri urusan eksekutif yang karsegnsitif. Dan doktrin ini
sebenarnya merupakan suatu prinsip hukum terkeibptasan kekuasaan dalam
sistem hukum. Doktrin dikenalkan dan dikembangkaelafai yurisprudensi

peradilan di Amerika Serikat.

*2 Ibid, him 21-22
% Ibid, hlm 19-20
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Dengan doktrin ini, penulis nanti akan mencoba ragngentuk-bentuk
perbuatan atau perlakuan Negara, yang memang didihgnarkan, dan biasa
dilakukan oleh Negara manapun di dunia Internasiddan dengan doktrin ini,
peneliti akan mencoba mengkaji lebih lanjut tentapg saja perilaku Negara

yang dapatdijadikan dalil pembenar untuk melakukasionalisasi.

Adapun Teori Ketergantungarbé¢pedency Theoyy adalah teori yang
mengatakan bahwa dengan adanya Investasi/ PenarModal Asing, Negara
akan bergantung kepada devisa yang didapat datidiaport ke Negara maju
pemilik modal, sehingga ada ketergantungan padarpdari Negara maju
tersebut. Sehingga akibatnya, apabila perekonom#ain Negara maju tersebut
mengalami penurunan atau memburuk, maka hal tersddam berdampak pula
pada Perekonomiahlost Countrypenerima Modal Asing. Hal serupa berlaku
juga di bidang tekhnologi, ketergantungan akan rieldgi yang dibawa oleh
Investor akan menyebabkan keengganan S$idkt countryuntuk berinovasi dan
berusaha menciptakan dan megembangkan sendiri dieighnsesuai dengan
kebutuhannya. Dengan kata lain, menurut pandangam ihi pembangunan di
Negara berkembang, khusus pembangunan yang sifatagdiri, tidak mungkin
akan terwujud. Selain itu aliran modal asing ke &ag\Negara berkembang,
sebenarnya hanya diterima dan dinikmati oleh kalite gang ada di Negara

tersebut, dan tidak menyentuh rakyat kalangan ngstreke bawah?

Memang ada teori lain yang mengatakan bahwa PMA baema dampak

positif bagi Host Country teori ini adalah Teori Pembangunadegelopment

** Ibid, him 403
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Theory. Menurut teori ini, Investasi/penanaman modahg@snemberi banyak
manfaat bagi Negara tuan rumahogt country, yang mayoritasnya adalah
Negara-Negara berkembang, karena dengan adanyd asmd@ ini Pemerintah
dapat mengalokasikan dananya yang minim untuk kblant dan keperluan
lainnya. Selain itu modal asing juga akan mencgmakapangan pekerjaan
sehingga dapat meminimalisir pengangguran, memgerivdrastruktur/sarana
dan prasarana publik, dan yang terpenting adalgdieya alih tekhnologi dan
alih kemampuan. Intinya dengan adanya Investasfman-an modal modal asing
memang harus diakui adanya perbaikan dan peningkaigihost countryhampir

disemua sektor

Hukum Internasional merupakan suatu produk hukungyaemberikan
aturan kepada publik Internasional sebagai subyelkukh Internasional.
Meskipun ada perdebatan tentang apakah hukum asiemal itu adalah hukum
yang sesungguhnya atau hanya sekedar norma. Mss/opakar hukum
internasional modern menganggap hukum internasgetalgai hukum yang yang
sesungguhnya. hal ini didasarkan pada kenyataawabamayoritas masyarakat

internasional mengakui adanya aturan hukum yangyikenmerek&?®

Hukum Internasional yang masih berlaku dan memaerijalan bagi
Pemerintahan suatu Negara adalah Resolusi PetseriBangsa-Bangsa 1803
(XV1) tentang Kedaulatan Permanent Atas SDA tahf62, dan The Charter of

Economic Rights and Duties of States tahun ¥dTalam salah satu Pasal dari

> Erman Rajagukguk, Butir-Butir... Op.Cit, him 401-402

% Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010),
him 26.

i Nandang Sutrisna, Perusahaan... Loc.Cit
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resolusi ini, secara eksplilit menyatakan tentaotehnya Pemerintahan suatu
Negara melakukan Nasionalisasi Perusahaan ModahgAsmeskipun tetap

mengharuskan adanya penggantian secara layak.

Kedua resolusi diatas merupakan bukti bahwa P&etan Bangsa Bangsa
mengakui hak Negara tuan rumah penerima penanamdal sing, untuk dapat
melakukan nasionalisasi dengan persyaratan tertBetigakuan secara eksplisit
yang terdapat pada Resolusi Majelis Umum PBB tertsainerupakan bentuk
penghormatan terhadap kedaulatan Negara yang fgkrgan. Selain sebagai
suatu bentuk penghormatan resolusi ini juga meigadiasan hukum bagi Negara

manapun untuk dapat menegakkan kedaulatafinya.

Bila membahas Hukum Internasional, maka perlu dibafuga hukum
nasional yang berlaku. Hukum Nasional adalah sekilemphukum yang dibuat
oleh Pemerintah, dan sebagian besar terdiri atasigprinsip dan peraturan-
peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalatu Negara, dan oleh karena
itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubunganrantaereka satu dengan
lainnya®® Hukum yang berlaku di suatu Negara, sebagaimawartein dalam
kebijakan dan peraturan Perundang-undangannya, mgemerupakan produk
politik. Oleh karena itu, merupakan hal yang normphbila perubahan haluan
politik Negara, juga mengakibatkan perubahan dataimjakan dan peraturan
Perundang-undangan. Perkembangan tersebut memdukidahwa politik,

ekonomi, dan hukum memang memiliki keterkaitan sama lairf°

28 Rustanto, Nasionalisasi Dan Kompensasi, Artikel, PDF, Diunduh tgl 4 April 2015, him 2
*° Riza Mj, Hubungan Hukum Nasional Dan Internasional, Makalah Doc., him 4
30 Rustanto,Nasionalisasi Dan ...., Op. Cit, him 4.
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Aturan hukum yang membahas tentang Penanaman Mesadwj, mulanya
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tgngenanaman Modal
Asing yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 19@fanjutnya undang-undang
ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 mMmali970 tentang
perubahan dan tambahan. Selanjutnya diperbahajiudésngan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yamngpalean aturan hukum
terbaru dibidang ini. Ada beberapa Peraturan Reasihng diterbitkan terkait
undang-undang ini antara lain Peraturan PresideryNtahun 2007 sebagai
aturan lanjutan tentang bidang usaha yang tertdéupterbuka bagi penanaman
modal. Perpres ini diperbaharui lagi dengan Pematéresiden Nomor 111 tahun
2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutuprdbldang usaha yang terbuka
dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal. Kemutlperbaharui lagi
dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010ntemaftar bidang usaha
tertutup dan terbuka tentang pasar mdUdPeraturan Presiden yang terbaru

adalah peraturan Presiden Peraturan Presiden N2gnbethun 2014.

Ditetapkannya aturan tentang penanaman modal mélaldang-undang
tentang penanaman modal Nomor 25 Tahun 2007, sepaggganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman MosiaigAdan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Mod@anDNegeri, telah
mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanamaalm®elain itu, kehadiran
undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegiasreemperjelas kebijakan

pengaturan penanaman modal di Indonesia. Patuk dipperhatikan juga, bahwa

*Sri Yuliati, Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman

Modal Asing, Artikel PDF, him 6-9, Diunduh tgl 4 April 2015
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanafodal memberikan
ketentuan terhadap Investor asing yang akan meramamodalnya (melakukan
kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badsiha yang berbentuk
perseroan terbatas (P¥)Artinya setiap modal asing yang masuk ke Indonesia

dan mendirikan usaha, bentuknya harus berupa Bars&erbatas.

Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, jugamberikan
aturan tentang nasionalisasi, tepatnya Pasal 7(&yaampai ayat (3), meskipun
belum mengatur secara ekspliitNamun yang perlu digaris bawahi adalah fakta
bahwa Pemerintah, sebenarnya telah memiliki lamdas&um bila dikemudian
hari hendak mengambil langkah kebijakan melakukasidhalisasi terhadap
Perusahaan Modal Asing. Pemerintah menerbitkan tiptdendang Nomor 25
Tahun 2007 untuk dapat mengakomodasi berbagai egan yang ada di
masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semuestor tanpa mengorbankan

kepentingan Nasionaf.

E. Metode Pendlitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawabmpealahan yang
dibahas dalam tulisan ini adalah metode penelitiardis normatif yang bersifat
kualitatif. Sebagai sebuah penelitian hukum norinmataka penelitian ini

menjadikan norma-norma hukum, baik norma yang lzepgraturan Perundang-

* Ibid, him 7

* salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi Indonesia, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2013), him 25.

** Jonker Sihombing, dalam Sri Yuliati, Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham Pada
Perusahaan Penanaman Modal Asing, Artikel PDF, Diunduhtgl 4 April 2015, him 9
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undangan, peraturan Pemerintah dan peraturan-panatterkait Investasi/
Penanaman Modal lainnya, maupun perjanjian-peganjiternasional lainnya di

bidang Investasi/Penanaman Modal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian inlahdhahan-bahan
hukum yang berlaku secara Nasional dan InterndsiBa&an hukum ini terdiri
dari, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentangai®nan Modal dan
Resolusi PBB 1803 (XVII) tentang Permanent Sovertgigover Natural
Resources (1962) dan The Charter of Economic Rights Duties of States
(1974). Selain itu akan ditambahkan juga data-data sumber lainnya sebagai
tambahan. Sumber data ini terdiri dari buku-bukerditur, makalah, artikel, hasil

penelitian, dan karya ilmiah yang isinya berkad@ngan penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dan diperoleh dengan cara sdo#umen atau studi
pustaka. Studi dokumen dipergunakan untuk mengumputdan memperoleh
data-data, yang berupa perjanjian-perjanjian lagonal yang relevan dengan
fokus penelitian, dan juga peraturan Perundangngata serta kebijakan

Pemerintah dibidang Investasi/Penanaman Modal Asing

4. Analisis Data

Metode analisis data adalah metode Deskriftif, dgaég diperoleh

dideskrifsikan setelah terlebih dahulu dilakukamgialisifikasian, kemudian
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disistemisasikan, lalu dianalisis untuk kemudianadikan dasar dalam

pengambilan kesimpulan penelitian.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesi®anikut dipaparkan
tentang sistematika penulisannya. Tesis ini terlmagnjadi beberapa bab, dan
masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapabsith adapun uranian dari

masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Pada bab satu dari tulisan ini akan diuraikan teptitar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dajauéin pustaka yang
merupakan dasar-dasar bagi penulis dalam menyesisihi. Selanjutnya pada
bab ini juga diuraikan tentang metode penelitiangyaeliputi jenis penelitian,
sumber data, tehnik pengumpulan data, dan analsia. Dan pada bagian

akhirnya disampaikan tentang sistematika penutissis ini.

Pada bab dua dari tulisan ini, akan diuraikan déalés beberapa hal
yang berkaitan dengan Investasi/Penanaman ModalHi&oum Internasional.
Uraian pada bab ini diantaranya meliputi, Invedg®enanaman Modal Asing
Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia, $tasi/Penanaman Modal
Asing Di Indonesia, Bidang-bidang Usaha Yang Meuagikertakan Investor
Asing, Fasilitas-Fasilitas Dari Pemerintah IndoaeBagi Investor Asing dan

Hak-Kewajiban Investor Asing Di Indonesia.

Dalam bab selanjutnya, yaitu bab tiga, akan diami#tan dianalisis hasil

penelitian terkait NasionalisasiPerusahaan ModaingAsPada bab ini akan
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dibahas tentang apa sajahal-halyang dapat menjegal | standing bagi
Pemerintahuntuk melakukan Nasionalisasi terhadapsBleaan Modal Asing,
kemudian akan dibahas juga tentang prosedur dajkdardangkah yang harus
ditempuh Pemerintah dalam melakukan Nasionaligasebut, dan yang terahir
akan diuraikan pula tentang hal-hal yang dapattinalitbat Nasionalisasi yang

dilakukan Pemerintah terhadap Perusahaan ModagAsin

Sedangkan pada bab empat, akan dipaparkan kesmpelaulis dari
pembahasan masalah dalam tesis ini, yang sekahwgeigadi jawaban dari
rumusan masalah, dan sumbangan pemikiran penuliange Nasionalisasi
Perusahaan Modal Asing. Dan akan dipaparkan jugk b ini, apa yang

menjadi rekomendasi penulis terkait Nasionalisasu®ahaan Modal Asing.
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BAB |1

INVESTASI, KEDAULATAN NEGARA, DAN NASIONALISASI

Sebagaimana telah di singgung diawal, seorang tmvesebelum
melakukan penanaman modal saham pada suatu peruseatia yang domestik
maupun transnasional, sudah barang tentu akan ukelakStudy Kelayakan
(feasibility sudy terlebih dahulu tentang prospek bisnis yang akajalankan.
Dalam study kelayakan tersebut, tentu salah saton penting yang dijadikan
pertimbangan adalah tetang peraturan Perundangigadayang berlaku terkait
penanaman modal yang akan dilakukannya. Tentu at@madi masalah bagi
Investor bila kemudian ia mengalami kerugian kargsak adanya perlindungan
dan kepastian hukum yang berlaku atas modal ydab thikeluarkannya, dan

bukan karena kesalahan dalam manajemen saham ijavesthsikart>

M. Sornarajah menjelaskan bahwa terminologi untekgmaman modal

adalah sebagai berikut:

The transfer of tangible or intangible asset fromecacountry to another
country for the purpose of use in that country éngrate wealth under the
total or partial control of the owner of ass&t.

Dalam perkembangan ekonomi Indonesia, Pemerint&h tberusaha
mendorong seluruh lapisan rakyat, khususnya paregysaha, untuk ikut
berperan serta aktif dalam mendukung ekonomi Neggaa menuju pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik. Sebagai bukti dukungammabentuk tindakan nyata,

* Sentosa sembiring, Hukum Penanaman Modal, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010),
him 170.

* M. Sornarajah, Dalam Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum
Dagang Internasional, PDF, him 1.
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Pemerintah menerbitkan UUPM. Inti dari UUPM adataémberikan aturan main
yang jelas bagi penanaman modal di Indonesia. Ddlamdang-Undang ini,
Investor diklasifikasikan menjadi Investor asinghdavestor domestik. Investor
domestik adalah pemodal yang berkedudukan dan dbedasi dalam Negeri,
sementara Investor asing adalah orang atau badamhdari Negara asing yang
menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman Mailad) Axang diatur dalam

UUPM adalah penanaman modal langsufmyéign Direct Investement’

Penanaman modal pada umumnya dikategorikan medjedienis yaitu
penanaman modal aseill dan penanaman modalon riil atau keuangan.
Perbedaan yang paling mendasar antara kedua beetuknaman modal ini
adalah perbedaan yang terletak pada hal apa yamyeéstasikan atau ditanaman
sebagai modal. Penanaman mod#l meliputi segala jenis penanaman modal
dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergeraploya gedung, kendaraan,
dan lain sebagainya. Artinya segala bentuk invesfas berwujud barang,
merupakan bentuk penanaman modal dengarridsesedangkan investaston-
ril atau keuangan adalah penanaman modal yang beatadalah dokumen-
dokumen berharga, dan ada klaim tidak langsung marnegangnya atas aktiva
riill pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Karemaegala macam bentuk

investasi yang berupa dokumen termasuk kedalanydaiavestashon-rill.3®

Dalam melakukan penanaman modal tentu ada makskskchalan/atau

hal-hal tertentu yang ingin dicapai. Karena sudatumakan sebuah kelaziman

* H budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), him 71-
72.

*® Kamarudin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Penanaman modal, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1996), him 2.
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bila seseorang melakukan sesuatu, apalagi seorangugaha yang memiliki
modal besar, maka sesuatu hal tersebut harus jegghasilkan sesuatu. Terkait
alasan-alasan yang melatar belakangi seseorang namkan modalnya,
Kamarudin Ahmad berpendapat bahwa ada tiga aldsamaumengapa seseorang

melakukan penanaman modaketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan tingkat kelayakan hidup Invest@rena siapapun
pasti ingin untuk memiliki kemapanan dan peningkagkonomi yang
berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapatditengudilah dengan
mengpenanaman modalkan harta yang dimilikinya;

2. Menghindari dan/atau meminimalisir tekanan inflagiaksudnya, bila
seseorang melakukan penanaman modal, baik dalaosghean atau
objek lainnya, maka secara tidak langsung, Investersebut
dapatmemperkecil dampak yang dapattimbul akibatnyalatekanan
inflasi. Contoh akibat tekanan tersebut adalah swnya nilai harta yang
dimiliki oleh Investor, sebagai akibat dari adamgieanan dari inflasi;

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Dengan melakukaanaenan modal
seseorang dapatlebih menghemat pengeluarannya onetrbayar pajak.
Karena beberapa Negara di dunia, khususnya Negarkerhbang
termasuk Indonesia, terus mendorong tumbuh kemlyangenanaman
modal dalam negeri, dan agar hal tersebut terwgalhh satu cara yang

ditempuh adalah dengan memberikan fasilitas seg@itiganan pajak.

Demikian alasan-alasan yang biasa dan umum diganaleh para Investor

ketika hendak melakukan investasi.

* Ibid, him 3-4.
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A. Penanaman Modal Dalam Tatanan Hukum Internasional Dan

Hukum Indonesia

Hukum dan Ekonomi telah berkembang dan memiliki eletitan
sedemikian rupa. Hukum dan ekonomi kontemporer paan perpaduan dua
aspek keilmuan yang berbeda, yaitu ilmu tentanguhuldan ilmu tentang
ekonomi. Benih kontemporer dari hukum dan ekonorebesarnya telah
berkembang setidaknya sejak satu abad yang latnumdaru beberapa dekade
terakhir hukum dan ekonomi kemudian muncul sebsgi bagian yang penting
bagi satu sama lainnya. Pada dekade tersebut Hudkam Ekonomi terus
berkembang dalam kurun waktu yang tidak menentwy flega menjadi
yurisprudensi yang belum terselesaikan yang kemudiisebut dengan
lingkungan ambigu dari hukum. Hal ini terjadi kasesebelumnya bila bicara
tentang hukum dan ekonomi, itu artinya membicarattaa bidang yang sama
sekali tidak berkaitan, karena pada masa itu fagang dianut menganggap
bahwa hukum itu bersifat ekslusif. Hukum harus bdyemar terbebas dari unsur-
unsur lain, seperti politik, ekonomi, sosial damnl&ebagainya. Selanjutnya
hukum mengalami perkembangan sedemikian rupa sghinfpham tentang
keterkaitan hukum dengan bidang lainnya mulai daji&rima. Sebagaimana
dikatakan oleh Packer dan Elrich dalam buku NichdWercuro dan Steven G.
Medema:

“law is now recognized by most techers of law ta baultidmensional

phenomena-historical, philoshopie, psychologicabcia, political,
economic and relegitis®

* Nicholas Mercuro dan Steven G. Medentzgonomics And The LawUnited
Kingdom: Princenton University Press, 1999), hifs.4-
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Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa, hukarmetonomi memang
memiliki keterkaitan yang sangat kuat, karena dpabukum disuatu Negara
baik, sementara perekonomiannya buruk, tentu a&gadt ketimpangan sosial
yang tidak dapat dihindarkan. Begitu juga sebabknlyila ekonomi baik
sementara hukum buruk tentu akan terjadi klasifika®mpok masyarakat yang
juga akan menciptakan jurang pemisah. Karena imarp Pemerintah sangat

dibutuhkan agar tercipta keselarasan antara Hulkamit#onomi.

Hukum merupakan sarana pembangun masyarakat. Halidasarkan
pada asumsi bahwa adanya keteraturan atau ketertibanerupakan suatu hal
yang diinginkan, bahkan sangat fundamental. Setaikkonsep hukum sebagai
media pembaharu dalam masyarakat, memiliki artiwaahukum dapat berfungsi
sebagai media yang mengatur dan/atau membanguinyaarmengarahkan
kegiatan yang dilakukan manusia (masyarakat Insgsnal), kepada arah yang

memang dikehendaki oleh pembangunan dan pembati&ruan

Sementara Ekonomi memang merupakan sektor pentamgy yharus
mendapat porsi perhatian cukup besar dari Pemeri8@bab ekonomi biasanya
berkaitan langsung dengan kesejahteraan Warga &leggmtu bangsa. Dalam
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang posgiftu Pemerintah akan
melakukan segala cara, apalagi bagi Negara-Negakarbang, salah satu cara

yang dapat dilakukan adalah dengan cara menaréstarasing.

Hukum dan ekonomi memang tidak dapat dipisahkangnka untuk terus

berkembang dan tumbuh, perekonomian membutuhkaanatmain yang jelas,

* Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional,
(Bandung: Bina Cipta, 1976), Him 4.
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dan hal tersebut dapat diakomodir dalam hukum ysertaku dan diberlakukan.
Tatanan hukum dibidang ekonomi ini mencakup belzer@gpek, aspek-aspek

tersebut antara lain:

1. Ketentuan hukum yang mengatur perilaku pengusaglgismis dan/atau
pemilik saham,;

2. Ketentuan hak mengatur pihak yang melakukan transhisnis atau
pelaku bisnis;

3. Ketentuan hukum yang mengatur bidang atau lapangaia sesuai

pembidangan di sektor-sektor perekononian.

Dengan kata lain ketentuan-ketentuan diatas meaumpaspek hukum yang
mengatur perlindungan kepada masyarakat, baik aedamnsumen maupun

sebagai produsen ataupun sebagai pemegang satamsigltu bidang usaha.

1. Penanaman Modal Dalam Hukum Internasional

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Hukum Intemakidikenal ada
sumber-sumber yang biasa dijadikan acuan dalam tgmae Hukum
Internasional. Menurut Pasal 38 Paragraf 1 Stailalakamah Internasional yang
biasa dijadikan rujukan bagi pembahasan sumber-suidbkum Internasional.
Hakim Mahkamah Internasional dalam memutus perkatarnasional dapat

menggunakan:

a. Perjanjian Internasional,

b. Kebiasaan Internasional;

*2 syahmin AK, Hukum Dagang...Loc. cit.
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c. Prinsip-prinsip umum dari hukum yang memang darmaludiakui oleh
bangsa-bangsa di dunia;
d. Sumber hukum tambahan yang berupa putusan, doktam karya

hukum®

Indonesia sebagai suatu Negara hukum dan merugm@an dari dunia
yang sama-sama menjalankan Hukum Internasional, iltkemkonsep
perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi ekogang tentu saja
merupakan penjabaran dari Konstitusi dan Pancgailg merupakaRule Based
Economylndonesia. Tatanan hukum dibidang ekonomi ini mkmgabeberapa

aspek, aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan hukum yang mengatur perilaku pengusahiaisius dan/atau
pemilik saham,;

b. Ketentuan hak mengatur pihak yang melakukan transhisnis atau
pelaku bisnis;

c. Ketentuan hukum yang mengatur bidang atau lapangama sesuai
pembidangan di sektor-sektor perekonomian;

d. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kepaasyanakat, baik
sebagai konsumen maupun sebagai produsen ataupagas@emegang

saham dalam suatu bidang us&ha.

Tatanan hukum diatas harus mampu memberikan jankepastian hukum bagi

semua pihak, baik pelaku usaha dan/atau pemilikarsghkonsumen, dan

3 Sefriani, Hukum Internasional......, Op. Cit, him 26.
“ Syahmin AK, Hukum Dagang ....., Loc. Cit., hlm 7.
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Pemerintah, sehingga memberikan sualle yang jelas bagi semua pihak dan

tidak menyebakan tumpang tindihnya kepentingan.

Selain itu, tatanan hukum yang baik akan turut nmakan iklim yang
sehat bagi penanaman modal di Negara manapun tgtmais Indonesia.
Berkenaan dengan penciptaan iklim penanaman meaag kondusif ini, hampir
semua Negara berkembang melakukan hal ini untuldareng pembangunan di
wilayahnya, karena itu dibutuhkan suatu standar uhukyang fair dan
memberikan keadilan serta kepastian kepada Invéstiér perorangan maupun

badan hukum, domestik maupun asthg.

Kaidah-kaidah Hukum Internasional, khususnya dimdhukum dagang
Internasional, seyogyanya harus dapat memiliki &&ku hukum yang dapat
berlaku secara otonom, karena itu pada dasarngaupan hukum dalam Hukum

Dagang Internasional dapat dikategorikan kedalgekategori, yaitu:

a. Peraturan yang mengatur perdagangan Internasioaay \berfungsi
sebagai peraturan hukum yang mengikat subyek-subkelkum
Internasional, yang kemudian diratifikasi menjadikdm Nasional suatu
Negara sehingga mengikat warga Negaranya untuk ksslakan
peraturan terkait perdagangan Internasionalnyaed$at peraturan ini
biasanya diperoleh dari hasil konvensi-konvensiateial maupun
multilateral;

b. Peraturan yang mencakup asas-asas dan aturan-gtutam yang

dianggap memiliki kekuatan mengikat para pihak, kiskuatan mengikat

> Sudargo gautama, Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1991), him 223.
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ini hanya ada bila memang para pihak memilih untugmberlakukan
asas-asas dan aturan hukum perdagangan Interria=is®but. Kategori
peraturan-peraturan seperti ini dikenal denganalstsoft laws dan
sumbernya adalah kompilasi Internasional yang digpkan oleh
organisasi Internasional yang non-publik;

c. Peraturan yang berada antara peraturan yang meénmgka Negara dan
tidak mengikat, namun kategori peraturan ketigguni sifatnya sama
dengan kategori yang kedua, tidak mengikat dannaiedikan kepada
badan peradilan atau pihak yang bersangkutan apakahn diatur atau

tidak oleh aturan inf®

Ada banyak aturan didunia Internasional terkaitgo@man modal ini.
Bentuk dari aturan tersebut adalah perjanjianapggn yang kemudian
diratifikasi oleh Negara-Negara yang melakukan grgigdn atauagreement
Kemudian Negara yang bersangkutan menjadikan penamersebut sebagai
acuan dalam membuat Perundang-undangan tentanggmeaia modal. Undang-
Undang disetiap Negara yang menyetujui dan ikutaserenjadi anggota dari
perjanjian harus meratifikasi apa-apa yang teladeplkati dalam perjanjian-
perjanjian itu. Ada banyak perjanjian multilatesang diikuti banyak Negara,
diantaranya, General Agreement on Trade and Tariffari perjanjian ini
melahirkan Lembaga Perdagangan Internasiovarld Trade Organisation
(WTO). Pada lembaga ini ada satu perjanjian khtstait penanaman modal,

yaitu TRIMs, yang fokus tujuannyanya adalah untukniadakan rintangan

a6 Bayu Seto Hardjowahono, Asas-Asas Hukum Perdagangan Internasional Dan Uaya
Unifikasi Dan Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional Di Kawasan Asean, disampaikan dalam
Dies Natalis Ke 49 Fakultas Hukum UNPAR, him 3-5.
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penanaman modal dalam hal perdagangan barangn 8alada jugaConvention
On The Settlement Of Investement Between StateNAmonal Of Other State
yang melahirkan Lembaga ICSID, sebagai LembagadPamnalinternasional yang

fokus menangani sengketa perdagangan dan penamaoaiaf'’
2. Penanaman Modal Dalam Hukum Indonesia

Dalam meratifikasi dan menjalankan suatu Hukum riha@gsional tentu
akan ada benturan kepentingan antara Hukum Inferredsilan Hukum Nasional,
dari benturan ini akan ada dua kemungkinan yangcollkepermukaan. Pertama,
bila Hukum Internasional tersebut sejalan dengamstiuisi suatu Negara. Bila
kondisi ini yang terjadi, maka realisasi dari pddiakum Internasional dalam
negeri tentu tidak akan mengalami kendala yang rtberdedua, Hukum
Internasional yang diratifikasi, dan telah melatahapan peng-kajian yang
mendalam, ternyata dikemudian hari Hukum Intermedidersebut bertentangan
dengan kepentingan nasional, dan/atau Undang-Undaagjonal maupun
konstitui Negara yang bersangkutan. Bila kondispesg ini tentu akan
menimbulkan kesulitan dalam realisasi Hukum Intsiorzal tersebut. karena
otomatis Pemerintah Negara yang bersangkutan akadapkan kepada pilihan
yang sulit, antara mengedepankan Hukum Internastetepi dampaknya akan
timbul gejolak dalam negeri, atau mengedepankanubiuklasional akan tetapi
akibatnya hubungan Internasional dengan Negaraalkém memburuf® Tentu
ini merupakan suatu hal yang dilematis bagi Pertadrjnnamun harus ada

keberanian untuk mengambil sikap terhadap kondisgydemikian itu.

* Hikmahanto Juwana, Wajarkah Indonesia... Loc.Cit
2 Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, (Bandung: Penerbit Mandar Maju,
2005), him 275.
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Menurut penulis, meskipun pada dasarnya Hukumndagonal itu harus
lebih dikedepankan dari Hukum Nasional guna merdgrinterjadinya konflik
Internasional yang luas, namun tetap perlu meméerigerhatian yang lebih
terhadap Hukum Nasional. karena masyarakat swatgsha tidak tahu menahu
tentang Hukum Internasional, yang mereka tahu ypaling dekat dengan
kehidupan mereka sehari-hari adalah Hukum Nasidaghra mereka. Maka dari
itu sangat perlu bagi Pemerintah suatu Negara webeleratifikasi suatu Hukum
Internasional untuk terlebih dahulu melakukan pafigk mendalam kemudian
mempertimbangkan dampak jangka pendek, menengah paajang terhadap

kondisi nasional dalam negeri dan luar negeri.

Dalam hukum Indonesia, sebagaimana Negara-Negamadiadunia,
Undang-Undang yang dibuat khusus guna mengaturlaseggsuatu terkait
penanaman modal yang ada di Indonesia, adalah grAdadang penanaman
modal. Undang-Undang ini mengalami pasang surudpasekebutuhan dan
kondisi perekonomian politik Indonesia. Penanamasdal Asing di Indonesia
diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 78ufal958, kemudian
dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Pahun 1960, yang
kemudian dicabut dan diganti kembali dengan Undandang Nomor 16 Tahun
1965. setelah Undang-Undang ini, Pemerintah duatintakemudian lahirlah
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanavtadal Asing atau
dapatdisingkat dengan UUPMA. Sebagai pasangand#MA ini, pada tahun
1968 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomtan&ng penanaman
modal dalam negeri, atau yang biasa disebut der®sliDN. selanjutnya

dilakukan perubahan dan penambahan kembali ataangrAdndang Nomor 1
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tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun.1A@@pun Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1958 diubah dan ditambah kkndeagan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1970. Kemudian pada padanta@Q7 kedua Undang-
Undang, UUPMA dan UUPMDN, disatukan dalam satu uagdandang saja,

yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentanganan Modal®

Di Era Orde Baru, tahun 1967-1970, ekonomi Indaneseolah akan
mengalami keruntuhan. Pada saat itu, Indonesi& tidampu membayar utang
luar negeri dan laju inflasi sangat tinggi. Dendatar belakang hal inilah,
Pemerintah Orde Baru kemudian melakukan pendekgag berbeda dengan
Pemerintah Orde Lama terkait kebijakan ekonomi ydiambilnya. Kebijakan itu
antara lain, mengundang kembali investasi modahgasie Indonesia, dan
berusaha memberikan kepastian hukum bagi paratbrvdengan mengesahkan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang PenanamaalMasing>°

Untuk mengundang kembali modal asing Pemerintahyatkakan insentif

baru bagi modal asing, diantaranya :

a. Penanaman Modal Asing menjadi penanaman modal da&geri dan
perpanjangan jangka waktu Penanaman Modal AsingintHdilakukan
dengan beberapa langkah berikut. Pertama, Pentenmgagizinkan para
Investor asing memiliki saham sampai 95% dari @éraan-perusahaan
yang berorientasi ekspor. Kedua, akses yang lebds Idi bidang

keuangan untuk perusahaan patungan. Perusahaaggatwiarus diperla-

49 Rustanto, Hukum Nasionalisasi.... Op.Cit, him 52.
> Hulman Pandjaitan, dan Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing,
(Jakarta: IHC, 2008), him. 7
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kukan sama seperti perusahaan domestik dan dirzinkeuk meminjam-

kan dari bank-bank Negara dan berpartisipasi datantana kredit

dengan syarat bahwa mitra asing paling sedikihtet@ndivestasi 75%
sahamnya untuk di jual di bursa saham. Ketiga, pgagzhan pembayaran
PPN (maksimal 5 tahun) sejak perusahaan dapat doerksi secara
komersial atas impor. Keempat, terbukanya kesemgadgi pengusaha
kecil untuk meminta dan memperoleh fasilitas permara modal

meskipun mereka melakukan proyek non-Penanaman|Msday.

. Peningkatan kepemilikan saham perusahaan modg. d$imiuk menarik

modal asing, Pemerintah memberikan insentif kepzetasahaan Modal
Asing berupa peningkatan kepemilikan saham. Haliatur dalam PP
No. 17 Tahun 1992. Untuk mendirikan suatu perusah@@nanaman
Modal Asing baru, sumber dana yang dapat digunakiahah laba yang
ditanam kembali dan/atau sumber dana lain. Sedangktuk membeli

saham perusahaan yang sudah beroperasi, hanyaadidendengan
menggunakan laba yang dimilikinya. Semua penyeraaa perusahaan
Penanaman Modal Asing itu akan tetap dianggap sel@enyertaan

asing yang tunduk pada peraturan perundangan-uadasmmg berlaku di
Indonesia.

. Perpanjangan dan pembaruan Hak atas Tanah. Dalamgkara
meningkatkan gairah dan iklim investasi. Pemerintaemberikan

fasilitas Hak Atas Tanah kepada pemodal. Hal iafutidalam Keputusan

Presiden No. 23 Tahun 1980 tentang PemanfaatarhTamaa Usaha dan
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Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam raagkanaman

Modal Asing®*

Menurut Erman Raja Gukguk, dalam UUPM yang digunakaat ini,
setidaknya ada 3 Ketentuan Umum yang terkadang agiepersoalan dalam
praktek penanaman modal selama iRertama Ketentuan Umum tentang
Penanaman Modal Asing, Pasal 1 ayat (3) UUPM mekgat Penanaman Modal
Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukaha di wilayah Negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam mading, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yangatipegan dengan
penanam modal dalam negeri. Ketentuan tersebuttibtlak penting prosentase
pemilikan saham asing dalam sebuah perseroan. O@ansahaan joint venture
misalnya, Perusahaan asing yang menjadi pemegargsahninoritas dalam
perusahaan joint venture tersebut tetap diklasiilea sebagai PMA, meskipun

hanya memiliki saham sebesar 5% saja, misalnya.

Keduag sebuah perusahaan yang saham asingnya sampai #if4,
dasarnya tetapperusahaan Indonesia. Sebab pemisdbesebut berbentuk
Perseroan Terbatas, atau badan hukum yang didiniearurut hukum Indonesia,
dan tentu saja harus tunduk dan patuh pada hukdonésia, dalam hal ini UU
Perseroan Terbatas dan Undang-Undang lainkgéiga, Pasal 2 mengatakan,
bahwa ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku paganaman modal di
semua sektor di wilayah Negara Republik Indond3gmjelasan Pasal ini, dengan

tegas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan peaanaodal di semua

> Hulman Pandjaitan, dan Anner Mangatur Sianipar, Hukum ...., Ibid
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sektor di wilayah Negara Republik Indonesia, adglahanaman modal langsung
dan tidak termasuk penanaman modal tidak langstzg ortofolio. Artinya
segala bentuk penanaman modal yang ada diwilayaisdiksi Indonesia

sejatinya harus benar tunduk dan patuh pada UURMegaturan yang berlaRé.

B. Penanaman Modal Modal Asing Di Indonesia Dalam Praktek

Banyak studi yang telah dilakukan terkait PenanaMadal Asing, salah
satunya adalah tentang alasan datang dan masulodal asing kesuatu Negara.
Tentu ada berbagai macam alasan dan pertimbang#a keemodal asing
memutuskan utnuk melakakukan Investasi kesuaturdegdéasan tersebut sudah
pasti mengacu kepada faktor-faktor pendukung lagestang ada dan disediakan
oleh Pemerintah, namun yang menjadi intinya adiktor-faktor pendukung ini
berguna untuk meningkatkan keuntungan yang damatdeh. Untuk
mendapatkan peningkatan keuntungan tentu pengasatgpemodal asing akan

sangat memperhatikan hal-hal berikut:

1. Upah buruh yang murah;

2. Dekat dengan sumber bahan mentah;

3. Luasnya pasar yang baru

4. Keuntungan dan royalti dari alih tehnologi;
5. Penjualan bahan baku dan suku cadang;

6. Insentif-insentif;

> Erman Rajagukguk, Hukum Penanaman Modal... Op.Cit, PDF, him 1-2
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7. Status khusus Negara-Negara tertentu dalam hubunganasionaf®®

Terkait praktek investasi yang ada di Indonesiajupe berpendapat,
bahwa Indonesia sebagai Negara berkembang, mesknaumbutuhkan modal
asing untuk mendukung pembangunan dalam negeap teemiliki wewenang
penuh, melalui pemerintah, untuk menerima atau ta&nmodal asing yang
datang kedalam wilayah Indonesia. Hal ini tentu dsukanpa alasan, karena
sejatinya setiap Negara pasti memiliki kedaulatamgy harus dipertahankan.
Kedaulatan ini tentu menjadi poin penting yang setraya menjadi fokus dan
perhatian Pemerintah. Karena kedaulatan berkar@ndengan marwah sebuah
Negara. Kedaulatan menjadikan Negara yang sangat &ekalipun, dapat
memposisikan diri secara sejajar dengan Negararbldgmnya. Apalagi bila
mengkaji alasan-alasan pemodal asing datang ke r&ldgggara berkembang
diatas, tentu dapat dikatakan bahwa ada keterkg#ag saling membutuhkan
antara pemodal asing dengan Negara penerima mddealnya, saling
ketergantungan ini harus dapatmenguntungkan masasijng pihak. Pemodal
mendapat keuntungan dan Negara penerima modal dap&inajukan
pembangunan disegala bidang tanpa harus mengorbatda mencampakkan

kedaulatannya sendiri.

1. Bidang-Bidang Usaha Di Indonesia Yang Terbuka Dan Tertutup Bagi

I nvestor

Bila merujuk kepada UUPM 25 tahun 2007, menurutdtriRajagukguk

Pasal yang membicarakan tentang bidang apa sag dapat dimasuki oleh

> Erman Rajagukguk, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, (Jakarta: Universitas Al-
Azhar Indonesia, 2007), him 1-11.
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Investor baik asing maupun domestik, adalah Pa&ayht (1). Pada Pasal ini
dinyatakan, bahwa semua bidang usaha pada dastmika untuk kegiatan

penanaman modal atau penanaman modal. Pengechalmya diberikan atas
bidang-bidang usaha yang memang dinyatakan tertatap, yang terbuka namun
dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentdka ditetapkan. Dalam
penjelasan Pasal ini dikatakan, bahwa usaha yayatdkan tertutup atau terbuka
dengan syarat tertentu, itu ditetapkan melalui tdema Presiden. Peraturan
Presiden tersebut disusun dalam bentuk suatu dBtdtar ini dibuat berdasarkan
standar klasifikasi tentang bidang-bidang dan jessha yang ada dan berlaku di
Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usahalohesia (KBLI) dan

Internasionaktandard for industrial clasificatioQiSIC).

Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat (2), ditetaplania sektor usaha yang
dinyatakan tertutup bagi pemodal asing adalah lgidasaha terkait produksi
senjata, alat peledak, dan peralatan perang, dgn gaktor-sektor usaha yang
memang dinyatakan tertutup oleh Undang-Undang yenigku. Dan dalam pen-
jelasan ayat tersebut dikatakan bahwa yang dimaftsndan alat peledak adalah
alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan k#gmmanan Nasional.
Sedangkan pada ayat (3) dari Pasal ini menyatdlednwa dasar yang digunakan
oleh Pemerintah untuk menentukan suatu bidang usah@rtutup, baik bagi
Investor domestik maupun asing, adalah dengan ParaPresiden, yang dasar
kriteria pertimbangannya adalah terkait kesehatemmal, kebudayaan, lingkungan
hidup, pertahanan dan keamanan Nasional, sertdasegacam kepentinga-

kepentingan Nasional lainnya. Selanjutnya pada @)atdiatur bahwa kriteria-

>* Erman Rajagukguk, Hukum Penanaman...., Ibid, him 51-56
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kriteria dan/atau syarat suatu bidang usaha itbhuker atau tertutup beserta
daftarnya masing-masing, akan diatur dengan pematBresiden. Dan pada ayat
terakhir, ayat (5) dari Pasal ini menyatakan bal®emerintah menetapkan suatu
bidang usaha itu terbuka atau tertutup dengan tsparas memiliki pertimbangan

yang mengedepankan kepentingan Nasional, sepetithpangan untuk menjaga

dan melindungi sumber daya alam, memberikan pentigdn dan pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, terknpsngawasan produksi dan
distribusi, juga meningkatkan kapasistas penggundan pengembangan
tekhnologi, menimbang pula partisipasi modal dalaegeri, serta kerjasama

dengan badan usaha yang ditunjuk langsung oleh riteaie

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai Undadgagn
Penanaman Modal terbaru, kemudian diatur lebihutamjengan Peraturan
Presiden No.77 tahun 2007. Didalamnya dibahasngrdaftar bidang usaha yang
tertutup dan bidang usaha yang terbuka. Kemudenkebaan dengan persyaratan
dibidang Penanaman Modal diatur lebih lanjut daRenaturan Presiden Nomor
111 tahun 2007 sebagai perubahan peraturan atasiRer Presiden Nomor 77
tahun 2007. Perubahan ini berkaitan dengan Perakepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Peddaratata cara permo-
honan Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden N8@ribahun 2010 tentang
Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentasgrpaodal. Peraturan Presiden
terbaru adalah peraturan Pemerintah Nomor 39 tabad tentang bidang usaha

yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan digipananaman modl.

55 .
Ibid
*® Jonker Sihombing, dalam Sri Yuliati, Analisis Hukum Tentang...., Loc. Cit
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Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentan Bidaaha yang terbuka

bagi penanaman modal adalah sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan abdmlahg usaha
tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiataanperan modal
dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yangddiggkan untuk
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidasghai yang
dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha ggegsyaratkan
kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyanatdengan
lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyamatkengan izin
khusus.

(2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyasshagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercafaiam lampiran
|l Peraturan Presiden inf.

Berdasarkan peraturan Presiden diatas dapat dikedahgan jelas apa-apa saja
bidang usaha yang terbuka dan tertutup yang dindakislam undang-undang

Nomor 25 tahun 2007 Pasal 12.

Secara garis besar bidang usaha yang terbukad#lahas pada ayat (1)
dari Pasal 2 ini. Sedangkan untuk bidang usaha gangtakan tertutup belum
dibahas oleh Pasal ini. Pada lampiran Il dari peaat Presiden terbaru, dirinci
lebih lanjut tentang bidang usaha yang dinyatakemtup bagi penanaman modal

oleh Pemerintah. Bidang-bidang usaha tersebut;zalatia :

Tabel 1. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagiadhaman Modal

No. Bidang Bidang Usaha
1 | Pertanian Budidaya ganja
2 | Kehutanan 1.Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam

Appendix | Convention On International Trade [n
Endangered Species Of Wild Fauna And Flpra

> Anonimous, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Bidang Usaha Yang
Tertutup Dan Terbuka Dengan Persayaratan Dibidang Penanaman Modal, PDF, Diunduh tgl 4
April 2015.
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(CITES)

2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari 3
untuk bahan bangunan/kapur/kalsium (
souvenir/perhiasan. Serta koral hidup atau koral
(Recent Death Corgabari alam.

lam
dan
ma

3 | Perindustrian

1.Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkung
2. Industri bahan kimia daftar | Konvensi Senjata Kan
sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Und
Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggur
Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
3. Industri minuman yang mengandung alkohol

an
ni
ang-
naan

4 | Perhubungan

1Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terrn
Penumpang Angkutan Darat

2. Penyelenggaraan da Pengoperasian Penimba
Kendaraan Bermotor

3. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelaya
Dan Vessel Traffic Information System (VTIS)

ninal

ingan

aran

4. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan
5. Penyelenggaraan  Pengujian  Tipe Kendaraan
Bermotor
5 | Komunikasi Manajemen Dan Penyelenggaraan Stasiun Monitgring
Dan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
Informatika
6 | Pendidikan 1. Museum Pemerintah
Dan 2. Peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton,
Kebudayaan prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)
7 | Pariwisata Dan3. Perjudian dan kasino
Ekonomi
Kreatif

Sumber : Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 3@manl14

Demikianlah daftar bidang usaha yang dinyatakanttgy bagi penanaman modal

oleh Pemerintah. Adapun selain bidang-bidang tetsefaka dinyatakan terbuka

bagi penanaman modal.

2. Fadlitas-Fasilitas Bagi I nvestor Domestik Dan Asing Di Indonesia

Tentang fasilitas-fasilitas yang akan diberikanhofemerintah kepada

para pemilik modal yang melakukan penanaman madah tdijabarkan dalam
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UUPM.>® Pada Pasal 18 ayat (1) UUPM dinyatakan bahwa Retaerakan
memberikan fasilitas-fasilitas kepada para penamaadal yang melakukan
penanaman modal di Indonesia. Adapun ayat (2) mielabih lanjut, bahwa
fasilitas-fasilitas tersebut akan diberikan keppdea pemodal yang melakukan

Perluasan usaha, atauPenanaman modal baru.

Namun kedua hal diatas belum dapatserta merta aticap oleh para
penanam modal, karena pada ayat (3) dari Pasdingatakan, bahwa fasilitas
tersebut akan diberikan oleh Pemerintah kepadanpemanodal bila memenuhi

salah satu dari kriteria-kriteria berikut:

1. Menyerap banyak tenaga kerja;

2. Termasuk bidang usaha yang skala prioritas tinggi;

3. Melakukan pembangunan infrastuktur;

4. Melakukan alih tekhnologi

5. Merupakan bidang usaha atau perusahaan yang pionir

6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, allagrerbatasan, atau
daerah-daerah lain yang dianggap memerlukannya;

7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup melakukan &agi penlitian,
pengembangan, dan inovasi;

8. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atgerasi, atau

9. Industri yang menggunakan barang modal atau mésinpgeralatan yang

diproduksi di dalam negeri.

> Anonimous, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, PDF.
Diunduh tgl 2 Januari 2015
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Pemilik modal harus bisa memenuhi kriteria diaBita salah satu dari
poin diatas dapat dipenuhi, selanjutnya dalam #&atdari Pasal ini, yang
merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat (2) (Bn fasilitas-fasilitas yang

akan didapatkan oleh penanam modal, diantaranygper

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasdesihbsampai jumlah
tertentu;

2. Pembebasan bea masuk atau pengurangan bea maskilsegela sesuatu
yang di impor karena belum diproduksi atau tidakedia dalam negeri;

3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan bakwahta penunjang
untuk keperluan produksi dalam jangka waktu teuten

4. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahaatadampor barang
modal atau alat yang digunakan untuk produksi ylaglgm ada dalam
negeri dalam jangka waktu tertentu;

5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;

6. Keringanan pajak bumi dan bangunan untuk wilaydbayah tertentu.

Itulah fasilitas-fasilitas yang dapatdidapatkan holpara penanam modal,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007.

3. Hak Dan Kewajiban Investor Asing Di Indonesia

Bicara tentang hak dan kewaiban Investor asingndonesia, secara
umum, tidak ada perlakuan khusus atau pembedadakpan bagi Investor,
artinya baik Investor asing maupun domestik, sele@maenjalankan usahanya di
wilayah Republik Indonesia maka keseluruhan hak H®awajibannya telah

ditentukan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang rRenan Modal.
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Sebagaimana di ketahui bersama, bahwa poin tengedtari hukum, termasuk
bidang investasi, adalah kepastian hukum itu seri{i@pastian hukum itu tentu

dibutuhkan, karena dengan kepastian hukum akart ddqgdahui secara jelas apa
saja yang menjadi hak dan apa saja yang menjadijikem dari penanam modal
(Investor), bila hukum tidak dapat mewujudkan reabeébut dipastikan batasan-
batasan antara hak dan kewajiban Investor akanaaiekfbur atau tidak jelas.
Hak dan kewajiban adalah dua hal yang bersifatairbhalik, dengan memenuhi
kewajibanya, seseorang tentu memiliki hak-hak terkawajiban yang telah

dilaksanakannya, dan begitu juga sebaliknya.

Terkait hak-hak Investor, Pasal 14 UUPNnenyatakan bahwa seorang

Investor berhak untuk mendapatkan hal-hal sebaaydiui:

1. Kepastian hak, kepastian hukum dan kepastiampleriigan

2. Informasi yang transparan dan terbuka tentang bigsaha yang akan
dan/atau sudah dijalankannya

3. Hak mendapat pelayanan, sudah barang tentu pelaysamy dimaksud
adalah pelayanan yang exelent

4. Mendapat fasilitas dan kemudahan sesuai denganuperaPerundang-

undangan yang berlaku

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwgamedanya hak
maka otomatis akan menimbulkan pula kewajiban-kéanj dalam UUPM, pada

Pasal 15 dipaparkan bahwa kewajiban-kewajiban Ipaestor itu antaralain:

1. Investor harus dapat menerapkan tata kelola pesiasayang baik;

> Ibid
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2. Investor, melalui perusahaannya juga harus dapaksehakan tanggung
jawab sosial perusahaan, artinya perusahaan Imveasteebut harus
mampu melaksanakan tanggung jawab sosial untub tet@nciptakan
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai demgkurgan, nilai-
nilai, norma-norma, serta budaya setempat;

3. Investor harus membuat laporan tentang kegiataarn@@nan modal yang
dilakukannya, kemudian melaporkannya kepada badandinasi pena-
naman modal secara berkala. Dalam laporan terdedruts dipaparkan
perkembangan dan kendala-kendala penanaman maouapdyedapi;

4. Investor dan perusahaannya harus menghormati itraidis budaya
masyarakat yang ada disedir lokasi kegiatan usah@ gilakukannya;

5. Investor jugga harus mematuhi semua ketentuan @angrundangan.

Demikianlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yangiliki oleh para Investor

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007ngfananaman Modal.
C. Hak Dan Kewajiban Negara

Dalam Hukum Internasional , telah diakui bahwaagetNegara didunia
memiliki hak-hak dasar yang sama. Dan setiap Nedpkewajiban untuk
menghormati dan menghargai hak-hak dasar tersetbah menurut Malcolm,
setidaknya ada tiga hak dasar Negara menurut Hukuernasional, yaitu
Kemerdekaan, Kesetaraagg(ality), dan hidup berdampingan secara darkai (

eksistendi®® Setiap Negara di dunia memiliki kewajiban untukrspmenghor-

® Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, terjemahan Derta Sri Widowatie et. al,
(Bandung: Nusa media, 2013), him 203-206.
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mati hak masing-masing, dan penghormatan ini mé&amppengejawantahan dari

salah satu kewajiban yang dimiliki Negara.

Penjelasan dari ketiga hak dasar yang dimilki delgara adalah sebagai

berikut:

1. Kemerdekaan sebuah Negara merupakan konsep hukom diakui.
Tunduknya Negara pada Hukum Internasional, adargtardgantungan
dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya, tidak akemgganggu atau
menghilangkan kemerdekaan suatu Negara. Namunkbitaudian ada
ketergantungan Negara yang menimbulkan keharusark aanduk dan
dan mengikuti kehendak dari Negara lain, maka lsinthi dapat
dikategorikan sebagai hilangnya kemerdekaan suaggamfd. Dengan
demikian salah satu hak dasar Negara telah hilengddanggar. Menurut
pehaman Penulis, bahwa yang dimaksud dengan Nkgamisini adalah
segala sesuatu yang mengandung unsur Negara laik. i unsur
Pemerintahannya, warga Negaranya, ataupun badamimyl. Pemodal
asing merupakan bagian dari unsur-unsur ini. Keeladn ini diakui
dalam deklarasi prinsip Hukum Internasional 197@gyaliadopsi oleh
Majelis Umum PBB, dan mendapat penekanan bahw& tda Negara
atau kelompok Negara yang berhak untuk melakukgamvensi kedalam
urusan internal dan eksternal suatu Negara. Segwaam bentuk
gangguan dan ancaman terhadap kepribadian Negawpuat terhadap
unsur-unsur dari Negara, seperti politik, ekonoamn @hudaya, merupakan

pelanggaran terhadap Hukum Internasional.
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2. Kesetaraan, ini juga merupakan salah satu hak ,dsskaligus prinsip
Hukum Internasional, yang dimiliki oleh Negara. K&saaan yang
dimaksud disini adalah kesetaraan hukdegdl equality dari Negara-
Negara dunia. Jadi setiap Negara memiliki hak damaban yang sama
dalam hukum. Prinsip ini merupakan doktrin yang jaéinpayung bagi
Negara untuk dapat melindungi dan melaksanakarhhkldan kewajiban
Negara yang diakui oleh semua Negara. Hal ini pmantum dalam
deklarasi prinsip Hukum Internasional 1970 yang yagéskan bahwa
setiap Negara memiliki kesetaraan kedaulatan.

3. Ko-eksistensi damai, artinya Negara hidup berdaggmnsecara damai.
Selain itu, ko-eksistensi damai ini merupakan susakap yang saling
menghormati intergritas wilayah dan kedaulatan ingasiasing, dan
tidak melakukan agresi atau intervensi dalam urusasing-masing

Negara, serta melakukan kewajiban Internasionajatgttikad baik®*

Adapun menurut Sugeng Istanto, hak dan kewajibagaieitu dibagi
menjadi tujuh, dan ketujuh hak dan kewajiban irdalsemelekat pada Negara
manapun. Ketujuh hak dan kewajiban itu antara léémkait hubungan dan
kedudukannya terhadap Negara lain, hak dan keavajMegara atas wilayah
teritoroalnyaa, hak dan kewajiban Negara atas omag individu, hak dan

kewajiban Negara atas barang, hak dan kewajibanafdegtas kepentingan

* bid
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ekonominya, hak dan kewajiban Negara atas lingkumgm serta hak dan

kewajian Negara atas yurisdiksin¥a.

D. Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan poin penting dari eksistamsiusNegara, karena
hanya Negara yang berdaulat yang akan mau dan marepyosisikan dirinya
sejajar dengan Negara-Negara lain di dunia. Setigalada dua ciri khas dari
kedaulatan yang sangat penting di perhatilertama kedaulatan merupakan
suatu prasyarat hukum yang harus ada untuk ad&systentsi dari suatu Negara.
Kedua kedaulatan merupakan tanda bukti dan jaminany#auatu Negara itu

merdeka, sekaligus merupakan peran dan fungsiryafekat pada Negafa.
1. Pengertian Kedaulatan Negara

Dalam melakukan studi terhadap hukunengetengahkan dan
menjelaskan pengertian atau mendefiniskan bahaaagatlah penting. Kejelasan
dari definisi atau pengertian perlu diperhatikanfuls kemudian dipergunakan
sebagai pedoman, agar ada kebersinambungan dalarahaeni kata-kata dalam
membahas suatu hal, dan menghindari kesimpangsnaapun kesalah pahaman
dalam melakukan studi terhadap hukum. Terkait Kieda Negara, kata imunitas,
dalam Teori Imunitas Kedaulatan Negara, secaraokignmerupakan tejemahan

dari katdimmunity”, bahasa Inggris yang berarti kekebalKekebalan sendiri

6 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya,
2006), him 43-66.

® Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Interansional, (Jakarta, Raja Grafindo,
1996), him 99.
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berasal dari kata kebal, yang bila di terapkanrdab&dang hukum, maka artinya

akan menjadi kebal hukum, atau dengan kata laik tidpat dituntift’

Sementara itu dalam Hukum Internasional istilahnitas ataummunity
dikenal sebagai aturan-aturan dan prinsip-prinsikum mengenai hak-hak yang
dimiliki oleh kategori orang-orang atau badan-batltentu, yang berdasarkan
Hukum Internasional memperoleh kekebalan atau dédé@an dari yurisdiksi
Negara lain. Menurut James R. Fox dalam bbDiationary Of International And
Comparative Lawimunitas adalah kebebasan dari kontrol luar, Jzadg telah ada
dan dimiliki oleh setiap Negara berdaulat untulkbédas dari proses hukum

atau aspek-aspédinnya dari yurisdiksi teritorial Negara Idin.

Padanan kata yang sesuai untuk kedaulatan adalaherdekaan
(Independent Dengan kemerdekaan Negara menunjukkan bahwa emiliki
personalitas dalam Hukum Internasional atau meireldsistensi sebagai bagian
dari subjek Hukum Internasional. Kemerdekaan, sabgmpdanan dari kedaulatan,
adalah suatu kondisi yang menjadikan Negara berd2enzerintahannya berada
dalam kedudukan dan posisi yang sejajar denganralégggara lain di dunia.
Dengan adanya kedaulatan (kemerdekaan) yang dirolik Negara, berarti ia
menyatakan bahwa ia tidak akan tunduk pada suagardlggang memposisikan diri
lebih tinggi dalam lingkup dunia Internasional. lolkarena itulah pada dasarnya

sebuah Negara tidak dapat diajukan ke Mahkamaméag®nal® Tanpa adanya

WS, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-5., (Jakarta: PT. Balai
Pustaka, 1976),him 455

% peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Intrductionto International Law, 7 rev. ed.,
(London: Rout ledge, 1997), him 119.

® Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press,
1997), him 245.
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atribut kedaulatan ini, memiliki Negara itu tidalemiliki kemampuan dan masih
bergantung pada Negara lain. Ketidak mampuan dmipiidnya adalah adanya
penjajahan oleh Negara lain atas Negara tersetau, Megara tersebut berada
dibawah pengawasan Negara lain, atau Negara témseimdapatkan perlindungan

dan dilindungi oleh Negara laff.
2. Konsep Kedaulatan Negara

Konsep Kedaulatan Negara pertama kali lahir damdpagan akan
teritorialitas Negara dengan kekuas&iNegara memiliki kewenangan hukum
terhadap setiap permasalahan pemidanaamifial mattery dan keperdataan

(civil matterg yang meliputi seluruh wilayahnya.

Konsep Kedaulatan Negara juga muncul dari adanyagmgan bahwa
setiap Negara adalah sama dan tidak ada yang nsmgeshadap Negara lain
yang berkaitan dengan adanya prinsip persamaagaelagara yang berdaulat
(sovereign equality of Stadesselain daripada adanya pringgr in parem non

habet imperiunyang mendasari lahirnya konsep Kedaulatan Né§ara.

Selain dari kedua pandangan tersebut, terdapat patalangan yang
mengatakan bahwa Kedaulatan Negara muncul karenanyad sikap
penghormatancpmity) terhadap kedaulatan Negara lain. Menurut pendapat

dengan alasan untuk menghormati kedaulatan Negarariaka jika Penguasa

% Ibid

% Helmut Steinberger, “State Immunity”, dalam: Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of
Public International Law, Vol. 4, (Amsterdam-London-New York-Oxford-Paris-Shannon-Tokyo:
North-Holland Elsevier, 2000), , him. 616.

% John O Brien, International Law, (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited,
2001), him. 263.

" Ibid.
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Negara B memasuki wilayah Negara A, maka Peng(rassr) dari Negara B

memiliki kekebalan, dan begitu juga sebalikiya.

Menurut lan Browlie, lahirnya Konsep Imunitas Keldd@an Negara ini

pertama kalinya, adalah dikarenakan oleh hal-halkine

a. Adanya alasan bahwa setiap Negara memiliki persarkadudukannya
sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka darineeagan pengadilan
suatu Negara terhadap tindakan Negara maupun peyab&ermasuk pula

Undang-Undanglégislation) Negara,

b. Berkaitan dengan adanya hak istimeweeyilagg dari Negara, termasuk
pula dalam ha ini adalah penghormata@onfity) terhadap kedaulatan
Negara, sehingga Negara tidak dapat dijadikan selpaigak yang harus

bertanggung jawab di muka pengadilan Negara fain.

Pada alasan pertama, setiap setiap pengadilan dNefara pada
umumnya menolak untuk melaksanakan kewenanganhwediction) terhadap
tindakan Negara, dengan alasan bahwa jika pengadiia suatu Negara
melaksanakan kewenangannya untuk mengadili tinddkegara lain, maka
tindakan tersebut akan mempermalukan pejabat ekBglu dalam hal

penyelesaian sengketa melalui jalur diplom&tik.

Sedangkan pada alasan yang kedua, hak istimBwevilage Negara,

Kedaulatan Negara diberlakukan untuk menghinddakgsanaan penghukuman

" 1bid.

72 Jan Brownlie, Principle of Public International Law, (USA: Oxford University Press,
1998), him. 321-322.

”lan Brownlie,loc.cit, him.321.
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(Non-penal Enforcementatau ganti rugi dan penolakan dalam suatu seagket
dimana saat itu Negara berposisi sebagai tergiiain(iff) di muka pengadilan

Negara lain forum Of Statg’

Pada awalnya, Kedaulatan Negara dikonsepkan dgrajatangan bahwa
seorang Raja tidak dapat diadili atas setiap p¢sbuga, baik oleh pengadilan di
Negaranya maupun pengadilan di Negara lain karertauptan tersebut dianggap
sebagai permusuhan maupun sebagai menguasai kaaublegara tersebut,
sebagaimana dalam kasWdsctory Transport Inc v. Comisaria General De

Abastecimientos Y Transport@d®964) mengenai pandangan tersebut menyatakan:

“The doctrine originated in era of personal sovenely, when kings could
theoritically do no wrong and when the exercisawhority by one sovereign

over another indicated hostility or superiority®.

Dengan katalain, pada masa itu seorang Raja memianggap tidak pernah
berbuat salah dalam setiap perbuatan dan tindakaatguKing can do no wrong

(Princes legibus solutyig®

Dalam paham Kedaulatan Negara yang mutlak, makek tadla batasan
terhadap tindakan-tindakan Negara. Seperti apafatrtindakan Negara tersebut,
apakah termasuk tindak&omersial atau publik, tidak dapat digugat dihadapa
forum pengadilan Negara laiMenurut teori ini, apabila pihak eksekutif

suatu Negara mangaktgdaulatan Negara lain, maka hakim-hakimnya puashar

" lan Brownlie,op.cit., him.322.
> William W. Bishop, Jr., International Law: Cases and Materials, edisi ketiga (Boston

And Toronto: Little, Brown And Company, 1971), him. 674.
’® Helmut Steinberger, “State Immunity”, Op. Cit., him. 617.
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mengakuinya pula. Oleh sebab itu, di Negara yanggemeut teori Imunitas
Kedaulatan Negara absolut ini, apabila mereka tetemgakui suatu Negara,

maka hakim-hakimnya tidak akan mengadili tindakadakan Negara tersebiit.

Pada perkembangan selanjutnya, atas dasar ppasip parem non habet
imperium dunia mulai mengenal Kedaulatan Terbatas atau iteanitas terbatas
(the resxtrictive Theory immunityang membatasi berlakunya Imunitas Kedaulatan
Absolut Negara. Menurut paham ini, kekebalan Negdeklah tanpa batas. Sesuai
dengan artinya, terbatésstrictive),artinya Kedaulatan Negara, itu dibatasi oleh
beberapa kriteria. Batasan tersebut adalah penggunaan imunitas Neganga
dapat diberikanuntuk tindakan-tindakan Negara yang bersifat pulfjure
imperii) saja, sedangkadalam hal tindakan-tindakan Negara yang bersifat

komersialjure gestionis)imunitas Negara tidak dapat diberlakuk&n.
3. Kedaulatan Negara Dalam Bidang Ekonomi

Secara umum Hukum Internasional mengakui, bahwapsdilegara
memiliki kedaulatan untuk mengatur perekonomianssmdiri tanpa ada campur
tangan dan intervensi dari pihak Negara lain. Ke&dan merupakan bentuk
eksistensi dari suatu Negara. Karena itu dalam HuKknoternasional Negara
adalah subjek hukum yangar exellencedibandingkan dengan subjek-subjek

Hukum Internasional lainny3.

77 Sudargo Gautam&egi-segi Hukum Pada Nasionalisasi di Indonesit ke-5,
(Bandung: Penerbit Binacipta, 1987), him 192.

78 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press, 2010, him 240

" Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawali Press,
1997), him 243.
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Negara memilki kebebasan untuk menentukan dan meeraturan
sendiri tentang segala sesuatu yang berada dalkyaiwnya. Baik itu peraturan
hukum, sosial, budaya, termasuk ekonomi. Artinyagdda memiliki kekuasaan
tertinggi untuk mengatur dan menetapkan sendirijéedn ekonominya baik
dalam wilayah yurisdiksinya maupun dalam wilayahnidu Internasional.
kedaulatan Negara dalam menentukan kebijakan ekogandiakui oleh Hukum
Internasional dan tak ada satupun yang menyangkaistensi kedaulatan Negara

terkait pengaturan ekonomin§fa.

Secara umum kedaulatan Negara terkait ekonomimpagemenjadi dua
bagian, yaitu, kedaulatan ekonomi internal dan ékdan ekonomi eksternd.
Secara umum, yang dimaksud dengan kedaulatan yamigidoleh Negara untuk
melaksanakan kekuasaan monopolu dalam wilayah dyksiaya. Dan aspek
paling penting dalam hal ini adalah hak suatu Neegéas pembangunan, dan hak

ini merupakan prinsip yang diakui dalam Hukum Ingsionaf?

Indonesia sebagai Negara pun tentu memiliki kedamlai. Maka dari itu
Pemerintah harus memainkan perannya dalam kegdstarkehidupan pereko-
nomian bangsa. Karena ada keterikatan yang sangatktara Pemerintah deng-

an pilihan sistem ekonomi suatu Negara. Apakalushapara itu akan menganut

% Ibid, him 245

8 Ronald A. Brand, External Sovereignty And Internasional Law, dalam Huala Adolf, Ibid,
him 247.

8 Asif Qureshi, Internasional Economic Law, dalam Huala Adolf, Ibid
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sistem ekonomi liberal Ffee Entreprise Systegmsistem ekonomi terpimpin

(Guided Economic Syt§nsistem ekonomi campurakliked Systejt>

Indonesia sebagai Negara merdeka memiliki sisteanaki tersendiri,
yang didasarkan pada demokrasi dan Pancasila. ddtem ekonomi ini adalah
sistem demokrasi ekonomi yang telah dirumuskan diéthammad Hatta
kedalam UUD 1945, yaitu Pasal 33. Demokrasi ekonomdapat dilihat pada

penjelasan UUD 9145 Pasal 33. Sebagaimana dikleiipSri-Edi Swasorf:

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, keman bagi semua
orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang pgnbiagi Negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak harus diaualeh Negara. Kalau
tidak tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorayagg berkuasa dan
rakyat yang banyak ditindasnya
Dari penjelasan diatas dapat diketahui dengan bbahwa perekonomian
Indonesia seharusnya berdasarkan demokrasi, yamgsabe mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia taiepltcuali. Karena itu sangat

penting bagi Pemerintah untuk memperhatikan kem$iatem ekonomi yang

sedang diterapkan saat ini, dan kembali kepadarggahakonomi UUD 1945.
E. Nasionalisasi Dalam Teori Dan Praktek
1. Definisi Nasionalisasi

Nasionalisasi, bila merujuk kepada Kamus Besar &alhadonesia artinya
adalah proses, cara, perbuatan menjadikan seseaitama milik asing menjadi

milik bangsa atau Negara, biasanya diikuti denganggantian yg merupakan

8 Abdul Rachman Panetto, Peranan Pemerintah Dalam Kegiatan Dan Kehidupan
Ekonomi, dalam Abdul Madjid dan sri-Edi Swasono, Wawasan Ekonomi Pancasila, (Jakarta,
Penerbit Ul, 1981), him 30.

# Sri-Edi Swasono, Ekonomi Demokrasi Keterkaitan Usaha Partisifatif Vs Konsentrasi
Ekonomi, makalah disampaikan pada seminar Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang
Kehidupan Bermasyarakat, Jakarta, 24-26 Oktober 1989
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kompensasi® Dengan kata lain Nasionalisasi adalah proses ldegangambil

alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta asing. Kemudian terhadapa
perusahaan yang dinasionalisasi tersebut, Negamindak sebagai pembuat
keputusan terkait perusahaan tersebut. Selain status para pegawainya

menjadi Pegawai Negeri, lawan dari tindakan Nadisesi adalah Privatisa&i.

Dalam praktek ada banyak istilah atau ungkapantéakait Nasionalisasi
ini. Istilah seperti pencabutan hak kepemilikamgspengambil alihanT@king),
kemudian ekpropriasiExpropriation), dan penyitaan/konfiskasConfiscation,
merupakan hal yang lumrah di dengar oleh dunia rmeman modal atau
perusahaaffy Namun pada intinya Nasionalisasi ini adalah pefgian
kepemilikan modal dari suatu perusahaan yang awalnyilikidan dikelola oleh
privat, menjadi milik Negara dan nantinya akan Hilejuga oleh Pemerintah.
Pengambil alihan ini tujuannya tentu untuk mengedah satu sumber pendapatan
Negara, dan dari pendapatan tersebut nanti akamakgn untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, baik itu nantinya dalam benperluasan lapangan
pekerjaan diperusahaan yang dinasionalisasi, angath cara memberikan CSR

yang tujuannya adalah peningkatan mutu hidup makgar

Menurut Asif H Qureshi Dan Andreas R Zielger, Nasiisasi ini adalah
expropriasi. Dan tindakan expropriasi ini adaldd®e depriviation by the state of
foreign right to property or its enjoymernitindakan expropriasi dibagi menjadi
dua bentuk tindakan. Tindakan ekpropriasi secargslang direct expropriation

dan expropriasi tidak langsungndirect expropriatior). Dan Nasionalisasi,

® http://kbbi.web.id/Nasionalisasi, diakses tanggal 8 Januari 2015
8 http://id.wikipedia.org/Nasionalisasi, diakses tanggal 8 januari 2015
87 Rustanto, Hukum Nasionalisasi.... Op.Cit, 2012, him 165
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merupakan bagian dari ekpropriasi langsung, sebvegei halnya konfiska&f.
Dalam wacana tentang penanaman modal asing kontempasionalisasi dan
konsekuensi-konsekuensi hukum, ekonomi dan pojistkrmemang bukan

merupakan masalah utarffa.

2. Nasionalisas Dalam Praktek

a. Praktek Nasionalisasi Di Indonesia

Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, NasasnlPerusahaan
Modal Asing sebenarnya bukanlah hal yang barueri@arsemenjak zaman
kemerdekaan hingga saat ini, Pemerintah Indonesesaah beberapa Kkali
melakukan Nasionalisasi. Nasionalisasi yang palmgtama dilakukan oleh
Pemerintah Republikindonesia adalah pada masa ie¢am@an Orde Lama atau
Era Presiden Soekarno. Pada saat tahun 1958 P&hannPresiden Soekarno

mengeluarkan UUNasionalisasi N0.86 tahun 1958.
Pasal 1 dari UU Nasionalisasi N0.86 tahun 1958gyaenyatakan

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada wilayah

Republikindonesia yang akan ditetapkan dengan Beaat Pemerintah
dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadiknyidng penuh dan
bebas NegaraRepublikindonesia.

sebetulnya dapat disebut sebagai inti dari apa gangui oleh Pemerintah pada
masa itu, yang berbuat atas dan untuk nama Negdamdmelakukan “balas

dendam politik” terhadap Beland.

8 Asif H Qureshi Dan Andreas R Zileger, International Economic Law, (london: Sweet &
Maxwell, 2007), him 403.

89 Rustanto,Nasionalisasi Dan ...., Op. Cit, him 1.

% Edy Ikhsan, Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Sumatera Utara: Diantara Inkon-
sistensi dan Stigmatisasi, artikel Doc., Diunduh, pada tanggal 31 Desember 2014, him 12-20

61



Secara tegas juga, UU ini menyatakan bal@vdeigenings ordonantie
(Stb.1920. No0.574). Ordonansi Pencabutan Hak, tioa#aku dalam konteks
Nasionalisasi ini. Ordonansi ini memberikan jamifehwa tiap orang tidak bo-
leh dicabut atau diambil kekayaan, milik atau haktgnpa proses hukum di de-
pan pengadilan. Menurut Negara, Ordonansi ini hamgdaku untuk urusan-
urusan pribadi iQdividual expropiriationy sementara UU Nasionalisasi ini
mempunya sifatnya yang umungeferal charactens Alasan lainnya adalah
bahwa Ordonansi Pencabutan Hak dibentuk dalam Betiseem hukum yang
berbasis pada supremasi hak-hak individual, semeehtdl Nasionalisasi dikem-
bangkan dalam sebuah sistem hukum yang berorigpgalsi fungsi sosial dari

kepemilikan privat (individu).

Untuk melaksanakan UU ini, Pemerintah kemudian rakm@gkan
sejumlah Peraturan Pemerintah. Setidaknya ada Meratuan Pemerintah, dari
beberapa Peraturan Pemerintah terkait pembahasaonalgsasi ini. Peratura-
pertauran tersebut antara lain Peraturan PemeriNtaB tahun 1959 tentang
Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang NasionalRagisahaan Belanda,
PP No.3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Néisesi Perusahaan
Belanda, PP No.4 tahun 1959 tentang Penentuan dPa@as Pertanian/
Perkebunan Tembakau Milik Belanda, PP No.19 tatip tentang Penentuan
Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda {xkenakan Nasionalisasi,

dan PP No.9 tahun 1959 tentang Tugas KewajibantiaRenetapan Ganti
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Kerugian Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakarsidvelisasi dengan

Mengajukan Permintaan Ganti Kerugfin.

Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959 tentang PBk&kk Pelaksanaan
Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belandaasgkliurangnya mengatur
dua hal penting. Pertama, tentang Sifat dan isiudadaan Belanda yang
dinasionalisasi. Keuda, tentang Badan/Panitia Ppuag Perusahaan, Badan
Nasionalisasi Perusahaan Belanda, dan Badan Pandg&smti Kerugian (Pasal 4
s/d Pasal 6). Badan Penampung Perusahaan yangsdidnaklalah Badan yang
sudah dibentuk berdasarkan PeraturanPemerintaB3Na@hun 1958. Badan
Nasionalisasi Perusahaan Belanda akan dibentuknghrs untuk menentukan
kesegaragaman dalam pelaksanan Nasionalisasi paamsaBelanda. Badan
Penetapan Ganti Kerugian sekurang-kurangnya tetdiii a. Wakil Kementrian
Kehakiman sebagai Ketua, b. Wakil Kementrian Keaangebagai Wakil Ketua

dan c. Wakil Kementrian Keuangan sebagai Anggfota.
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.2 tahb@ Bérbunyi:

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dapatkedakan
Nasionalisasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nadieasi Perusahaan
Belanda (UU No0.86/1958) adalah: a. Perusahaan yantuk seluruhnya
atau sebagian merupakan milik perseorangan warggike Belanda dan
bertempat-kedudukan dalam wilayah RepublikindonesidPerusahaan
milik sesuatu Badan Hukum yang seluruhnya atau gieabha modal

persoraannya atau modal pendiriannya berasal darseorangan warga
Negara Belanda dan Badan Hukum itu bertempat-kekadalam wilayah
Republik Indonesia. c. Perusahaan yang letaknyardalilayah Republik
Indonesia dan untuk seluruhnya atau sebagian méapa milik

perseorangan warga Negara Belanda yang bertempdtaknan di luar
wilayah Republik Indonesia. d. Perusahaan yangkiega dalam wilayah

pid
2 bid

63



Republik Indonesia dan merupakan milik sesuatu Baddlakum bertempat-
kedudukan dalam wilayah Kerajaan Belanda.”

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan HeatemMNo.3 tahun
1959 tentang Badan Nasionalisasi Perusahaan Bel@#IHAS). Tugas badan
ini adalah menetapkan keseragaman kebijakan daédakganaan Nasionalisasi
perusahaan-perusahaan milik Belanda dan mengawasinEBadan Penampung,
menentukan perusahaan milik Belanda yang dinassasableh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah/Provinsi, menyelesaikan plars@ersoalan yang timbul
sebagai akibat pemberlakuan UU Nasionalisasi, demlglegasian penyelesaian

persoalan-persoalan dimaksud kepada Pengurus Harian

Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1959 tentang RearerRerusahaan
Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda mertiabu adanya 38
perkebunan tembakau yang dinasionalisasi, dan€2f2atanya adalah perkebunan
tembakau yang berada di Sumatera Utara. Dalam gasambangan Peraturan
Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perusahaatanig@ perkebunan
tembakau adalah merupakan cabang produksi yangqh@drdgi masyarakat dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak sehindgmakan nasionalisasi. Ke

dua puluh dua perkebunan tembakau adalah sebadaitbe

Tabel 2. Daftar Perkebunan Yang Dinasionalisasi

No. Nama Perkebunan Lokasi Pemilik
1 Bandar Klipa Deli/Serdang] NV Vereenigde Deli Mij
2 Bulu Tjina Deli/Serdang Idem
3 Helvetia Deli/Serdang ldem
4 Klambir Lima Deli/Serdang Idem

% pasal 2 PP No.3 tahun 1959.
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5 Kloempang Deli/Serdang Idem
6 Kwala Begomit Langkat Idem

7 Kwala Bingei Langkat Idem

8 Mariendal Deli/Serdang ldem
9 Medan Estate Deli/Serdang Idem
10 Padang Brahrang Deli/Serdang Idem
11 Rotterdam AB Deli/Serdang Idem
12 Saentis Deli/Serdang Idem
13 Sampali Deli/Serdang Idem
14 Tandem Deli/Serdang Idem
15 Tandem llir Deli/Serdang ldem
16 Tandjung Djati Langkat ldem
17 Timbang Langkat Langkat NV. Sinembah Mij.
18 Batang Kwis Deli/Serdang Idem
19 Kwala Namoe Deli/Serdand ldem
20 Pagar Marbau Deli/Serdang Idem
21 Patoembah Deli/Serdang Idem
22 Tanjong Morawa Deli/Serdang ldem

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959

Nasionalisasi juga diberlakukan atas Perusaharsgleaan Amerika dan
Inggris, di era Presiden Soekarno. Nasionalisasi dilfekukan pada masa
Indonesia berkonfrontasi dengan Negara malaysiaa pathun 1962. Latar
belakangnya adalah perang terhadap kolonialismmaefetah Indonesia kala itu
mengganggap Pemerintah Amerika dan Inggris adakgaid yang memberikan
dukungan dan merupakan pendukung utama atas parkberitlegara Malaysia.
Pemerintah Indonesia memandangnya sebagai bentukatenialisme dan neo
imperialisme. Sebagai bentuk perlawanan terhaddptdraebut, Pemerintah

melakukan Nasionalisai atas PMA dari kedua Negasebut?

Nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah yang terbaadalah

Nasionalisasi PT Inalum (Indonesia Asahan AluminiuBilakukan dengan cara

** Erman Rajagukguk, Hukum Penanaman Modal.... Op. Cit, him 47-48
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melakukan akuisisi terhadap saham perusahaan serédngan melakukan hal
ini, nasionaliasi terhadap PT Inalum per 1 Noven#i3, Pemerintah Indonesia
sebenarnya telah mengambil suatu langkah besarutssgn Pemerintah ini
diambil setelah Pemerintah Indonesia memutuskak oielakukartermination
agreemen{pengakhiran kerjasama) selama 30 tahun antararifgah Indonesia
dengan Jepang. Pengelolaan Inalum yang berdasapejanjian antara
Pemerintah Indonesia dan Jepang daWsster Agreement for the Asahan
Hydroelectric and Aluminium Proje¢MA) dimulai pada 7 Juli 1975, dan kontrak

kerjasama tersebut telah berakhir pada 31 Ok@bE8 yang lald®

Nasionalisasi PT Inalum, setelah reformasi tentmjatk awal yang baik
Pemerintah untuk dapat melakukan Nasionalisasi jteyhadap perusahan-
perusahaan modal asing lainnya, misalnya kontrakl &P Indonesie di Blok
Mahakam yang akan habis pada tahun 2017. Akanit&tapionalisasi tentunya
harus juga dilakukan dengan pertimbangan yang matim dilakukan untuk

kepentingan bangsa dan Neg#ra.
b. Praktek Nasionalisai Di Negara Lain

Selain Indonesia, ada banyak juga Negara-Negamadiadunia yang
pernah melakukan praktek Nasionalisasi terhadapspeaan modal asing yang
ada diNegaranya. Meskipun terjadi banyak pro damtr&oatas tindakan yang
diambil oleh pemimpin-pemimpin dari Negara-Nega&amsebut. Apresiasi pantasn

diberikan atas keberanian para pemimpin Negaraelatsuntuk mengambil

% Nasionalisasi PT Inalum Oleh Pemerintah Indonesia, http://bem.feb.ugm.ac.id/,

diakses tgl 7 Januari 2015.
* Ibid
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keputusan melakukan Nasionalisasi Perusahaan Mwsilad). Langkah ini dapat

menjadi rujukan bagi Indonesia. Negara-Negara betsgiantaranya:
1. Venezuella

Negara Venezuela di bawah kepemimpinan Presidem igavez, telah
banyak melakukan revitalisasi dan Nasionalisasha@ap Perusahaan Modal
Asing, yang ada diwilayah Negaranya. Nasionalidakdkan terutama terhadap
perusahaan-perusahaan yang memegang kendali dtts-féktor produksi
Negara tersebut dan juga memberikan keuntungan lyas@r. Sebut saja sektor
minyak dan gas, perbankan, emas, baja. Perusahaaal Msing di sektor
tersebut mengalami Nasionalisasi sejak PresidenoH@davez berkuasa.
Nasionalisasi oleh Pemerintah Venezuella berlangsiari tahun 2007 hingga
tahun 2012. Berikut akan diuraikan Perusahaan-pbaasn Modal Asing yang

mengalami Nasionalisasi dalam rentang waktu tald@7 hingga 2012’
a. Tahun 2007

Di Tahun 2007, Pemerintah Venezuella mengambil ahhyoritas
kepemilikan perusahaan telekomunikasi CANTV yandpekennya dimiliki
Verizon dari Amerika Serikat (AS). Selain itu, Pem&h Venezuella juga
mengambil alih mayoritas saham pembangkit listriecEicidad De Caracas,
yang merupakan perusahaan modal asing dari AS, K&8udian Nasionalisasi
juga dilakukan oleh BUMN Venezuella di bidang permakan PDVSA, yang

membeli pembangkit listrik Electrica Seneca darupahaan AS, CMS Energy.

% perusahaan Asing Korban Nasionalisasi Hugo Chavez, http://www.liputan6.com/,
diakses 7 Januari 2015
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Tidak hanya di sektor telekomunikasi dan listriklasapada tahun ini
Pemerintahan Hugo Chavez juga memberlakukan prog¥asionalisasi atas
ladang minyak Orinoco Belt bernilai US$ 30 miliarang dioperasikan 13
perusahaan asing, perusahaan-perusahaan tersatarg &in: Exxon Mobil,
ConocoPhillips dari AS, Total SA dari Perancis daratoilHydro ASA dari
Norwegia, Inggris BP Plc dan Chevron Corp. Mayaritari perusahaan modal
asing mau menjual hak operasinya, sementara itusgleaan ExxonMobil dan
Conoco Phillips menolak, kemudian kedua perusah@asebut menggugat

Pemerintah Venezuella ke Arbitrase Internasional.

b. Tahun 2008

Ditahun ini, Pemerintah Venezuella melakukan Neaieasi terhadap
industri semen, Lafarge dan Holcim. Dari Nasioraaisni Pemerintah Venezuela
mendapatkan 89% saham unit usaha Lafarge senil& 263 juta, dan 85%
saham anak usaha Holcim senilai US$ 552 juta. Radan ini juga Pemerintah
Venezuella memberlakukanNasionalisasi atas perasabesi dan baja, Orinoco
Ternium-Sidor serta Amazon Consortium. Sektor Rddaa pun pada tahun ini
mengalami hal yang sama, Pemerintah Venezuella aneif alih Banco de

Venezuela, bank yang sebelumnya dikuasai perbaadarSpanyol Santander.

c. Tahun 2009

Pada tahun ini, Pemerintah Venezuella menasiosaltan mengambil
alih Perusahaan Modal Asing yang bergerak disekigas, dan tambang seperti
Proyek gas utama yang dimiliki oleh Williams Cosc.Jndan mengambil

alih perusahaan tambang emas Crystallex, yang ikirgitystallex International
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Corp dari KanadaSelain itu pada tahun ini juga, Pemerintah Venéauel
menasionalisasi perusahaan yang bergerak di bidangediaan pangan, salah
satunya adalah pabrik beras milik perusahaan maka& yakni Cargill Inc.,

yang merupakan salah satu perusahaan yang penpepdas bagi pasar yang ada

di Venezuella.

d. Tahun 2010

Pemerintah Venezuella di tahun 2010 menasionaligagisahaan yang
bergeraka dibidang pertaninan, seperti Fertinifrang merupakan salah satu
produsen pupuk nitrogen. Mereka juga melakukan &abglihan Agroislena,
yang merupakan perusahaan pemasok utama pertakinkemudian berlanjut
ke pengambialihan perusahaan daging Makanan agglisnVestey. Di tahun ini
juga, Pemerintah menasionalisasi perusahaan bastawerbesar di Negara itu,
Perusahaan yang secara resmi dikenal sebagai @jdariDe Venezuela SA,
memproduksi sendiri 40% dari batang baja yang @gan untuk konstruksi di
Venezuela. Dan Nasionalisasi terakhir di tahun adalah nasionalisasi

perusahaan pembuat botol Owens-lllinois Inc yanbdses di Amerika.

e. Tahun 2011

Pemerintah Venezuella di tahun 2011, menasionalgasisahaan yang
bergerak di sektor pertambangan emas. Perusahaabutadalah industri emas
Toronto, atau biasa disebut Rusoro Mining Ltd, ydngiliki keluarga Agapov
asal Rusia. Perusahaanini merupakan perusahaamipamg emas terbesar yang

ada di NegaraVenezuela.

69



f. Tahun 2012

Pada tahun ini, Pemerintah Venezuella menasiosalsatidaknya, 11
pengeboran minyak milik perusahaan AS, Helmeriath Rayne. DanPada tahun
ini pula, meskipun dengan kondisi sakit, Hugo Chatetap melontarkan
pernyataan akan melakukan Nasionalisasi atas pemsdainnya.Seperti
perusahaan yang beregerak dikomoditas emas, dananarakbila tidak

mendukung kebijakan Pemerintahnya.
2. Kuba

Negara Kuba dibawah Pemerintahan Presiden Videtr&;asiga telah
banyak melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaahal asing yang ada
diwilayahnya, terutama perusahaan-perusahaan masdi@g asal Amerika.
Meskipun sebagai akibatnya Kuba mengalami embakgoami oleh Amerika.
Pemerintah Kuba pada masa itu menerapkan kedaul@@¥ disemua bidang,
baik bidang ekonomi maupun bidang politik. Dan lsadatu langkah berani yang
diambil oleh Pemerintah Kuba, setelah videl castemjadi Presiden pada tahun
1959, adalah dengan mengeluarkan dekrit pada t@bdnintuk melakukan
nasionalisai atas Perusahaan Modal Asing yang adéedara ini. Meskipun
mengalami embargo akibat Nasionalisasi yang dilakola, berdasarkan laporan
dari CIA Worldbank Factbook, Pemerintah Kuba padaunh 2007 lalu memiliki
pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, yaitu 7,5 s@&ain itu tingkat
pengangurannya hanya 1,9% dari total 4853 angkaena®® Keberanian

Pemerintah Kuba untuk mewujudkan Negara Kuba yaagdm dengan cara

% Ishak junaedi, http://aurapena..com/, diakses pada tanggal 7 Januari 2015.
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melindungi aset-aset utama Negaranya, adalah lang&ag patut diapresiasi.
Karena terbukti dengan mengambil langkah Nasiomsilis?erusahaan Modal
Asing Tersebut, Pemerintah Kuba mampu mewujudk@ratuutamanya untuk

menjadi sebuah Negara yang mandiri.
3. Bolivia

Bolivia, sebuah Negara kecil yang nyaris punya lsegasuatu yang
berbau tambang, minyak, gas, emas, timah, hidrokardan lithium. Namun
selama lebih dari 400 tahun, kekayaan alam tersebkitdapatdinikmati oleh
rakyta Bolivia dan terus dikeruk tanpa henti oleingsa asing. Hingga, pada
tahun 2002, terjadi protes atas kepemilikan aserpadap gas Bolivia, dan

menyebabkan enam puluh orang rakyat Bolivia telias.

Setelah terjadi pergantian penguasa pada tahun, 2B06Evo Morales
menjadi ribumi pertama yang menjadi Presiden, iagambil keputusan berani
untuk melakukan Nasionalisasi perusahaan-perusa@asndan Minyak. Tiga
bulan setelah ia dilantik, Evo Morales mengeluarkekrit Presiden Nomor
28701 tentang Nasionalisasi Industri Migas. 5laltasn Pemerintah yang pernah
di privatisasi di lima perusahaan migas pada 19@@nkil alih kembali oleh
Pemerintah Bolivia. Kemudian Pemerintah mewajibkaluruh perusahaan asing
untuk menyetujui kontrak baru yang ditentukan o¥driementos Petroliferos
Fiscales Bolivianes (YPFB), sebuah perusahaan Idegalik Bolivia,dalam
tempo 180 hari. Selain itugabungan pajak dan royalti harus diserahkan

perusahaan gas Asing kepada Pemerintah Boliviah |80% dari semua

o Kusno, Pengalaman Nasionalisasi Di Bolivia, http://www.berdikarionline.com/,
diakses pada tanggal 7 januari 2015.
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keuntungan dari industri saat masuk ke Negara medalak, royalti, dan sarana-
sarana lainnyd®
Hanya dengan Bermodalkan kepercayaan rakyatnya, eftdahan

Presiden Evo Morales, dalam waktu 10 bulan berhashgakhiri dominasi
Perusahaan Modal Asing dalam melakukan pengelcdaamber daya alam di
Negaranya. Selain itu, Pemerintah, juga menunjukieerpihakannya kepada
rakyat dengan mengambil berbagai kebijakan yangilmypseperti melegalkan
koka, melakukan redistribusi lahan, melakukan pkamakebijakan sosial, baik
dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutualahék asasi manusia untuk
rakyat miskin lainnya®* Pada era Presiden Evo Morales ini Pemerintah Boliv
mencoba menunjukkan bahwa pemimpin sebuah Negamth jajarannya harus
berjuang dan mengabdi untuk kepentingan rakyatetiankang tunduk dan patuh
serta mengedepankan kepentingan pihak asing. Kebhrrdan konsistensi dalam
keinginan dan usaha untuk memajukan bangsa dengaramkpuan sendiri

menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh pepim Negara manapuf?

1% rederico Fuentes, Nasionalisasi Untuk menempatkan kekayaan Negara ditangan

rakyat, http://links.org.au/, diakses 7 Januari 2015

101 Anonimous, Evo morales, http://soulofbooks.wordpress.com/, diakses tanggal 7
Januari 2015.

1% Hendri Suyatna, Evo Morales Presiden Bolivia Penentang Arogansi Amerika, 2012,
Penertbit Hikmah, him 30
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BAB I11

PROSPEK NASIONALISASI PERUSAHAAN MODAL ASING DI

INDONESIA

Kepentingan ekonomi Negara adalah kepentingan ydingliki oleh
Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmanataky. Kepentingan ini
mencakup segala macam bentuk usaha, rencana, damgbgang dibutuhkan
guna terpenuhinya segala kebutuhan jasmani raRgat setiap Negara pasti akan
melakukan segala upaya untuk melindungi kepentirj@mominya®® Karena
dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi rakyat sNatyara, stabilitas akan

lebih mudah untuk diwujudkan dan dijaga serta dgiemkan.

Sebagaimana telah disinggung pada latar belakangalala bahwa
Konstitusi Indonesia mulai dari pembukaan/preamlbuhgga batang tubuhnya,
terkait ekonomi nasional, telah memberikan sebusirdan misi bagi Pemerintah
untuk mewujudkan perekonomian yang dapat mensegae seluruh rakyat
tanpa terkecuali, dengan cara yang sebaik-baik@ya sg¢adil-adilnya. Di awal
juga telah di bahas, sebagai sebuah Negara yangkrkedalam kategori Negara
berkembang, tentu Negara ini masih membutuhkansiase atau penanaman
modal guna mendorong laju kembang pertumbuhan e@kionasional. Namun
perlu mempersiapkan antisipasi, bila kemudian iasesyang ada, khususnya
investasi yang dilakukan oleh Investor asing, mangm kedaulatan Negara ini.
Karena sudah menjadi kesepatakan bersama, bahama da¢lakukan usaha dan

membentuk perusahaan/badan usaha, tujuan utamaalgh anencari keuntungan

103 Sugeng istanto, hukum.. Op.Cit, him61
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yang sebesar-besarnya dengan biaya yang semininmagkin. Bahkan untuk
menjaga hal itu, terkadang mereka mereka selaluyadi&an perjanjian yang
telah ada sebagai argumen dan tameng mereka uilak tmemperdulikan

aspirasi rakyat, pemerintah, dan aturan hukum walag

Ketika Pemodal Asing melalui modal yang ditanamk@mendominasi,
contohnya mendominasi mekanisme distribusi baranqmashr, tentu hal tersebut
dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi gesekan nasional. Bila
demikian maka Pemerintah selaku pemangku kekuasaantelah diberi amanat
oleh konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan #aadilan bagi seluruh
lapisan masyarakat, wajib untuk melakukan intervdas mengambil kebijakan

terkait kondisi tersebut.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Penagxintlalam rangka
menjalan fungsinya, adalah dengan melakukan Ndsasaterhadap Perusahaan
Modal Asing tersebut yang dominan. Bila kondisi-#fisn untuk mengambil
langkah ini telah terpenuhi, maka sangat perlu Bgmerintah untuk segera
melakukannya. Langkah ini perlu disegerakan, kasatain untuk menunjukkan
peran dan fungsi dari Pemerintah sebagai perpaajatangan dari kontstitusi,
langkah ini juga dapat menjadi bukti bahwa ada rperaNegara dalam

mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi lzangs

Langkah nasionalisasi ini merupakan langkah yarenurut penulis, sangat
diperlukan. Meskipun dalam melakukan suatu perlbuatrdata, apalagi yang
bersifat perjanjian, Negara harus memegang erasiprPacta Sunt Servangda

tapi Negara tetap dapat melakukan dan mengamigk#&mini demi kepentingan
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publik, dan sebagai salah satu jalan untuk mentkgkaperbaikan ekonomi

rakyat dan mewujudkan perekonomian nasional yantgioéat.

Dalam praktek, banyak fakta yang menunjukkan bakel@enarnya tidak
sedikit pemodal asing yang menunjukkan periladlakimenghargai Pemerintah
dan hukum Negara Indonesia, ambil contoh perusat@sar asal Amerika,
Freeport dan Newmont. Menurut penulis, kedua péama tambang emas dan
timah ini banyak sekali melakukan tindakan yanggsaartidak menghormati
Pemerintah dan hukum yang berlaku di Indobesiak&alpemilik dan pengelola
kedua perusahaan ini seolah ingin menunjukkan baheseka lebih berkuasa
dari Pemerintah Indonesia. Argumen yang seringek@ekemukakan adalah,
penghormatan atas kontrak karya yang telah dilmtataPemerintah dan pemilik
modal kedua perusahaan ini, dan kontrak terselmlélsdebih tinggi dari hukum
Indonesia. PT Freeport menyatakan hanya akan mangikiran Kontrak Karya
(KK) yang sudah dilakukan dua kali sejak tahun 1987adahal bila dikaji
kembali, isi perjanjian kontrak yang ada, itu tesola kategori perjanjian yang
Inkonstitusional. Meskipun ada peluang renegosiasitrak, namun dalam
renegosiasi tersebut selalu alot dan berbelit-biébindisi seperti ini tentu tidak
dapatdibiarkan begitu saja. Pemerintah harus mangamebil langkah yang berani
dan tegas. Dan langkah tersebut adalah dengan ukalakasionalisasi terhadap
perusahaan-Perusahaan Modal Asing yang, tidak mekkam i'tikad untuk

mematuhi dan menghormati Pemerintah dan hukum kxlan

194 Akbar Tri Kurniawan dan Aditya Budiman, http://www.tempo.co/bisnis/ diakses

tanggal 8 April 2015
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Dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan ModalgAisin sudah tentu
sangat penting bagi Pemerintah untuk memperhatikemimbang, dan mem-
perhitungkan, segala aspek serta kemungkinan yaafp dan yang akan ada.
Pemerintah juga harus melakukan berbagai kajiang yarendalam dan
konfrehensip. Agar ketika Negara melakukan nasisasil terhadap Perusahaan
Modal Asing tersebut, Negara tidak hanya menjagalikatannya, tapi juga dapat
menghindari timbulnya pandangan negatif di kalangesyarkat Internasional.
Bahkan idealnya, menurut penulis, pemerintah hdaymt memberikan win-win
solution bagi semua pihak. Negara dapat melakukasionalisasi dengan

kerugian seminimal mungkin bagi pemilik modal.

Berdasarkan hal itu, maka menurut penulis ada poin-penting yang
sangat perlu diperhatikan oleh Pemerintah ketikatimga memutuskan untuk
melakukan kebijakan nasionalisasi ini. Hal penyagg dimaksud penulis adalah
langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh Petaéripada masa sebelum,

saat, dan masa sesudah melakukan NasionalisasaRasn Modal Asing.

Langkah-langkah sebelum nasionalisasi, misalnyarapelakukan kajian-
kajian konfrehensip sebelum melakukan tindakanomadisasi, dan memper-
siapkan argumemndasor) dan landasan hukum nasionalisasi. Kemudian paaia s
melakukan nasionalisai, Negara harus siap dengdangat dan negosiator yang
akan menjelaskan tentang mengapa Pemerintah haglakukan tindakan
nasionalisasi tersebut. Dan juga mempersiapkarkédmtangkah antisipasi atas
dampak-dampak yang akan timbul sebagai akibatdilakukannya nasionalisasi
terhadap Perusahaan Modal Asing, serta mengeradtaruh sumber daya dan

kemampuan untuk mengatasi dan/atau menyelesaikampada yang timbul
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tersebut. sehingga setelah melakukan nasionalieasekonomian nasional akan

semakin membaik dan tidak semakin terpuruk dan meuwmib

A. Argumen-Argumen Yang Diajukan Dalam Melakukan Nasionalisas

Perusahaan Modal Asing

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa, hédndak
melakukan dan mengambil langkah nasionalsisasiadewh perusahaan yang
asing, Pemerintah haru memiliki dasar-dasar yarag kabelum melakukannya.
Harus disiapkan argumen-argumen yang tepat. Dars lparla dapatmenjelaskan
dan mempertahankan argumen-argumen tentang mengapeerintah perlu
melakukan nasionalisasi Perusahaan Modal AsingDiengan istilah lain, harus
ada persiapan yang matang agar langkah nasionafisdapatditerima dan dibe-
narkan oleh Hukum Internasional. Selanjutnya, ghanulis paparkan, apa saja
argumen dan argumen yang dapatdiambil untuk kesnudiigunakan oleh
Pemerintah dalam melakukan nasionalisasi Perusatadal Asing ini.

Argumen-argumen yang dapatdiajukan antara lain:
1. Menjaga Kedaulatan Negara (Sovereignty Of State)

Menurut Hukum Internasional setiap Negara mempuks@aulatan dan
persamaan kedudukan. Oleh karena itu adalah tielgknsasnya atau tidak benar
hakim-hakim satu Negara mengadili Negara lain s@b@ggugat® Kedaulatan
adalah salah satu argumen utama yang dapatdiajoiledn Pemerintah dalam
melakukan dan mengambil langkah nasionalisasi. iéapada dasarnya seluruh

Negara di dunia memiliki kedaulatan ini. Selain kedaulatan ini adalah atribut

105 peter Malanczuk, .....Op. Cit., hal 118
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yang juga melekat dan hidup bersama setiap Negarg merdeka. Negara yang
merdeka tentu akan sangat memperhatikan kedauwjaaeksistensi suatu Negara
akan dikaui ada bila Negara tersebut dapatmemlarktbedaulatannya dimata

Negara-Negara dunia.

Cakupan Kedaulatan Negara memang sangatlah luggu setidaknya
menurut penulis, dan ada begitu banyak opini-gpitilik yang menyatakan, baik
awam maupun ahli, bahwa sebuah Negara itu harugadlat secara politik,
ekonomi, militer, hukum dan lain sebagainya. Darskipun ada banyak tafsiran
tentang kedaulatan, tapi penulis disini memahardaktatan Negara itu sebagai
bentuk dari kekuasaan Negara untuk melakukan sgakan yang mandiri guna
menunjukkan eksistensi dan independensinya. limyartNegara itu memiliki
kekuasaan yang seluas-luasnya untuk dapatmelakskgala macam upaya

terkait kegiatan perekonomiannya, hukumnya, miligardan budayanya.

Yang perlu digaris tentang kedaulatan Negara iraladd Kedaulatan
Negara merupakan suatu hal pokok yang sangat gerdamn selalu memiliki
keterkaitan dengarequality (kesejajaran) suatu Negara dengan Negara-Negara
lainnya, dalam hal ini kesejajaran Indonesia derdagara lain di dunia. Karena
sebagai salah satu bagian dari tatanan masyarakéd, dnaka sejatinya posisi
Negara yang satu dengan Negara yang lainnya adsdahbang dan tidak
dibedakan, karena sama-sama merupakan objek d&amhunternasional.
Meskipun pada kenyataannya, memang ada perbedaiaseda kekuatan dan
kemampuan Negara, baik dalam sektor ekonomi, bkplitudaya, maupun
militernya, namun hal tersebut seharusnya tidakjadéan equality antar Negara

serta merta menjadi hilang.
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Memang ada dua paham tentang kedaulatan Negaradyamgt saat ini,
yang pertama adalah kedaulatan mutlak Negara, darg kedua adalah
kedaulatan terbatas. Kedaulatan mutlak didapatkéh d\egara, terkait
pelaksanaan kegiatan Pemerintah, artinya kegidtadilakukan dalam rangka
menjalankan perannya, dan tidak berperan sebagaigpag. Tindakan Negara
yang seperti ini disebut dengan tidakenperii jure. Sedangkan kedaulatan
terbatas diberlakukan atas Negara bila Negara tsrman melakukan kegiatan
perdagangan atau kegiatan swasta lainnya. Dantkaghegara yang seperti ini

disebut tindakan denggure gestionis-®®

Terkait tindakan nasionalisasi yang akan dilakuklegdaulatan dapat
dijadikan suatu argumen yang sangat baik dan éfdkéirena pada dasarnya
Negara yang berdaulat harus mampu mengoptimalkaarikg@uan sendiri, rakyat
dan semua sumber daya yang ada, untuk memajukaor ggkekonomiannya.
Dalam melakukan nasionalisasi dengan argumen kat@auNegara ini poin yang
harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia ngatadalah, seberapa besar
Perusahaan Modal Asing yang akan dinasionalisasigameam kedaulatan
perekonomian Indonesia. Bila sebuah Perusahaan IM@dang telah
mengindikasikan adanya dominasi, dan bila dibiardaminasi tersebut dapat
menyebabkan hilangnya kekuatan kontrol Pemerintadh @oduksi dan distribusi
barang dalam negeri. Maka Pemerintah engan mekibadlisi tersebut, dapat
menjadikan kedaulatan Negara sebagai argumen udaat melakukan
nasionalisasi, dan mengambil alih kontrol atas dasii yang dimiliki oleh

Perusahaan Modal Asing tersebut.

1% Malcolm N Shaw QC, hukum... Op.Cit, him 694
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Selain itu, mayoritas Perusahaan Modal Asing yaaguk ke Indonesia
adalah perusahaan yang bergerak di sektor tamBangber daya tambang adalah
sumber daya yang tak dapat diperharui. Untuk ihutdihkan kehati-hatian dan
ketelitian dalam pengelolaannya, agar dapat mekdrerimanfaat yang
berkeadilan bagi semua pihak. Harus ada instrummkarnh yang mampu memuat
dan memberikan serta menerapkan prinsip-priasipal-justice balances good
mining, practice equalitydansuistainablity yang muaranya adalah kesejaahtera-
an umum dan kemakmuran bagi raki4tSedangkan dilapangan masyarakat
pribumi yang ada di sekitar lahan perusahaan tari@ganenjadi tamu di rumah
sendiri. Dengan demikian kedaulatan negara ini tdagigunakan sebagai
argumentasi oleh pemerintah dalam melakukan NdsasaPerusahaan Modal
Asing yang menunjukkan perilaku tidak menghormatilaulatan Indonesia dan
kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia. Apalagi kedanl dalam menjaga

kekayaan Sumber Daya Alam dijamin oleh hukum Irgsional.

Kedaulatan Negara dalam menjaga sumber daya alanmgaupakan
salah satu Prinsip kedaulatan permanen yang diroiik Negara, dan prinsip ini
adalah prinsip dasar hukum Internasional kontempéinya prinsip ini adalah
prinsip yang dianut oleh dunia Internasional sat khususnya pasca tahun
1950an sebagai respon atas dekolonialisasi yangditerDan prinsip ini,

merupakan hak dasar konstituen yang dimiliki oledg&fa untuk dapatmenen-

97 Abrar Saleng, Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 22, (2003), him 5-6.
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tukan nasib sendiri, dan juga merupakan esensa &#rsur yang melekat atas

kedaulatan Negara-Negara di dutffa.

Bila mengacu kepada nasionalisasi yang dilakukam ®legara-Negara
Amerika Latin, yang berani menjaga kedaulatannydemhn perusahaan-
perusahaan multinasional yang ada di wilayahnyakamperu juga bagi
Pemerintah Republik Indonesia saat ini atau yamg @latang untuk benar-benar
berani keluar dari pakem yang mendiskreditkan kiedao sendiri didepan

perusahaan-Perusahaan Modal Asing yang ada diésdon

Renegosiasi yang selalu merugikan Indon&Sia, Berbelit-belitnya
Perusahaan Modal Asing seperti Newmont dan Freegetika diminta oleh
pemerintah untuk mendirikan smelté? perpanjangan kontrak yang sebenarnya
bertentangan dengan Undang-Und&HdPeraturan tentang divestasi yang tidak
dipatuhit*? bahkan dalam renegosiasi dengan Newmont, dengaruteyan yang
dimiliki Indonesia hanya menerima royalti yang &édiyakni emas sebesar 3,75
%, tembaga 4 %, dan perak 3,25"%Menurut penulis, hal-hal tadi merupakan
indikator bahwa pemerintah indonesia sebagai pemab@an negara yang
berdaulat tidak dihormati dan ditaati. Sementavakékayaan alam Indonesia

yang ada terus dikeruk.

Bila merujuk kepada konsep kedaulatan negara yelap dibahas pada

bab dua, bahwa Padanan kata yang sesuai untukl&tshaadalah kemerdekaan

1% Franz Xaver Perrez Il, The Relationship Between “Permanent Sovereignty” And The

Obligation Not To Cause Transboundary Environmental Damage, PDF, him 1
109 1y harningsih, http://www.aktual.co/, diakses tgl 9 April 2015
Ismed Eka Kusuma, http://www.aktual.co/, diakses tgl 9 April 2015
http://www.hukumonline.com/, diakses tgl 9 April 2015
http://www.cnnindonesia.com/, diakses tgl 9 April 2015
http://www.tempo.co/bisnis/, diakses tgl 9 April 2015
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(Independent). Artinya Dengan adanya kedaulatamékéekaan) yang dimiliki
oleh Negara, berarti ia menyatakan bahwa ia tittak &unduk pada suatu Negara
atau siapapun yang memposisikan diri lebih tinggilach lingkup dunia
Internasional. Konsep kedaulatan lainnya menyatdledmva Kedaulatan Negara
sebenarnya muncul karena adanya sikap penghorm@iamity) terhadap
kedaulatan Negara itu sendiri. Dengan demikiara pgmerintah membiarkan
Perusahaan Modal Asing tidak menghormati, dan ma@ntemerintah, serta
Hukum Indonesia, maka Pemerintah telah mendisknedikedaulatan Negara

sendiri. Padahal sejatinya kedaulatan itu harusrdihti dan dijunjung tinggi.
2. Untuk Kepentingan Umum (Public Purpose)

Selain argumen kedaulatan Negara, argumen lainayg glapat diajukan
oleh Pemerintah untuk dapatmelakukan Nasionaliates Perusahaan Modal
Asing adalah dengan megajukna argumen untuk ke@etinmum. Kepentingan
yang dimaksud adalah kepentingan ekonomi Indones@angkan Umum disini

tentunya adalah seluruh rakyat Indonesia dari gpbampai merauke.

Sugeng Istanto dalam bukunyeenuliskan, bahwa yang dimaksud dengan
nasionalisasi atau ekpropriasi adalah, sebuahkamd&legara yang melakukan
pencabutan hak milik perorangan atas naman dark egpentingan umunt**
Dan tindakan ekproriasi atas modal asing untuk kipgan umum, semenjak
memasuki abad ke 20, tidak lagi dianggap berteatangengan hukum
Internasional selama dilakukan sesuai dengan pemgam politik dan hukum

yang berlaku, meskipun dijelaskan juga bahwa tiadaki dapat dibenarkan

1 Sugeng Istanto, Hukum....., Op. Cit, hilm 108-109
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selama tidak ada diskriminasi dalam pemberlakuar®dgbagaimana disampaikan

oleh August Remisch:

“Legality of Expropriations - Custom In customargternational law,

there is authority for a number of limitations aralitions that relate to:

* the requirement of a public purpose for the tagkin

* the requirement that here should be no discrimam

* the requirement that the taking should be accargzhby payment of

compensation; and

sthe requirement of due process™

Berkaitan dengan kepentingan umum ini, Pemerintfushbenar-benar
mendata dan mengkaji terlebih dahulu kondisi ekanamkyat secara
keseluruhan. Karena dengan adanya data terselguthan untuk kepentingan
umum yang dibangun akan semakin kuat dan akurat.aBjumen yang dibangun
semakin kuat dan akurat maka, peluang keputusankuntengambil dan

melaksanakan nasionalisasi atas Perusahaan Mouta), Agnpa harus mendapat

perlawanan ataupun kecaman yang berarti akan sernalk dan semakin besar.

Argumen nasionalisasi untuk kepentingan umum imhale diajukan dan
digunakan oleh Pemerintah Libia dihadapan mahkatméérnasional ketika
melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusatiagak inggris yang ada di
wilayahnya. Dalam keputusannya the world court meskan bahwa argumen
yang diajukan oleh Pemerintah libia, dapatditeridaen dibenarkan. Meskipun
ukuran dari kepentingan umum itu sendiri belum bdtasan yang jelas, atau
belum ada kesepahaman yang sama antara para daujemna terkait batasan-
batasan Negara untuk dapatmengargumenkan kepantingam ini untuk

dapatmelakukan nasionalisasi atas Perusahaan Msda) yang ada di wilayah

1> August Remisch, Dalam Rustanto, Nasionalisasi... Op. Cit, him
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yurisdiksinya®®

Meskipun dalam pemahaman para ahli masih ada esbe
tentan deskrifsi yang valid terkait kepentingan omiai, keberanian Pemerintah
Libia untuk menggunakan kepentingan umum sebaganaen dalam melakukan

nasionalisasi tentu dapat di ikuti oleh Pemerintationesia nantinya ketika

hendak melakukan nasionalisasi terhadap perusahadal asing.

Dari kasus Libia diatas, dapat diketahui bahwa $oR@merintah untuk
memperhatikan kepentingan umum, dalam hal ini rakygg adalah suatu
tindakan yang benar menurut hukum Internasionath@iarenanya Pemerintah
Indonesia, dengan kondisi rakyat yang masih didagsiinleh rakyat miskin dan
kurang mampu, menurut penulis, akan memiliki pejugang lebih besar untuk

melakukan nasionalisasi dengan argumen untuk kieg@mt umum ini.

Meskipun dalam skala makro pertumbuhan ekonomi riad@a ada
dikisaran 5-6 %, namun tidak demikian halnya deng&ala mikro. Tidak
koherennya pertumbuhan ekonomi makro dan mikrdilmiktikan dengan masih
tingginya angka kemiskinan yang ada. Dalam sepubahun terahir angka
kemiskinan masih tetap tinggi. Bahkan pada 2013 dahsih ada 28,55 juta jiwa
atau 11.47%, dari jumlah rakyat Indonesia masitadeerdalam kategori rakyat
miskin dan kurang mampu, bahkan pada 204 penurjuratah masyarakat

miskin mengalami kelambata®’

Berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi makfmng

meningkat. Apalagi didaerah-daerah yang memilikiag@an sumber daya alam,

18 Huala Adolf, Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, cetakan kedua, Jakarta, PT

raja grafindo Indonesia, 1990, him 194.

w Sonny Harry Budiutomo Sarmadi, Tanggapan atas Rancangan Teknokratik RPJIMN
2015-2019 Bidang Sosial Budaya, Sarpras, dan Wilayah Tata Ruang, dengan Penekanan pada
Substansi Kemiskinan, PDF, Diunduh 20 januari 2015.
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seperti Papua, meskipun terdapat Perusahaan Mailag) Areeport yang besar
wilayahnya, namun tidak ada perubahan yang sigmifikatas kondisi
perekonomian masyarakat sekitar Perusahaan Modiad Asrsebut. Padahal PT.
Freeport, yang produksi utamanya adalah tembagg pasarnya 18 juta ton,
Perak 3400 ton, dan Kandungan emas yang terdapamtiang Grasberg Papua
yang mencapa 1600 Ton. Jumlah ini berasal dari e&iasi tambang, belum
termasuk area tambang Freeport di area lain di gpapuBayangkan bila
ditambahkan dari lokasi tambang yang lain. BilaQ&0n dikali dengan harga
emas Rp 400.000,-/gram saja, harga emas dikisapab(R.000,-/gram pada
kuartal April 2015, maka Penghasilan yang diperalah satu lokasi ini saja bisa
mencapai Rp 640 triliyun. Sedangkan menurut GulveRapua Lukas Enembe
tidak lah besar sehingga bila Freeport dihentikangpperasiannya pun tidak
akan mempegaruhi Pendapatan Daerah PHpuai mengindikasikan bahwa

pemasukan daerah dari perusahaan besar tersefatlaarminim.

Dengan kondisi diatas, maka menurut penulis, arguméuk kepentingan
umum ini, sangat relevan untuk digunakan oleh Pienadr Indonesia dalam
melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asingemaradanya Perusahaan
Modal Asing yang terus mengeruk kekayaan alam laedian ternyata tidak

memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisoeami rakyat Indonesia.
3. Keadaan Memaksa (Force Major)

Biasanya keadaan memaksa ini digunakan oleh sddeghra yang tidak

mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadapmhufternasional yang

18 http://www.theglobal-review.com/, diakses tanggal 9 April 2015

http://m.energitoday.com/, diakses tanggal 9 April 2015
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mengakibatkan kerugian pada pihak asing. Akan itgp@panggaran tersebut
terjadi diluar perhitungan, kehendak dan/atau tidakatdicegah oleh Negara
yang bersangkutan. Kondisi yang seperti ini dapahghindarkan Negara dari

pertanggung jawaban yang timbul akibat kerugiamyydialami pihak asin¢?®

Namun dalam konteks nasionalisasi ini, keadaan rkesei akan coba
penulis rekonstruksi dan kembangkan kembali, unkegknudian digunakan
sebagai argumen dalam melakukan nasionalisasi. Memenulis, keadaan
memaksa disini, dapat dipahami sebagai suatu komghasa yang ada dari realita
kehidupan politik dan ekonomi yang berkembang dyaeekat. Kondisi politik
yang dimaksud penulis adalah kondisi dimana selaletmen Pemerintahan, baik
eksekutif, legislatif dan yudikatif, sampai padéuditik sepakat yang mendorong
dan mengharuskan diambilnya tindakan nasionaliedsadap Perusahaan Modal
Asing. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi ekpnadalah kondisi
perekonomian masyarakat yang dominasi rakyat miskin kurang mampu
mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akibatjuyang kesenjangan antara
rakyat yang kaya dan yang miskin semakin lebaringgh terhadap Perusahaan
Modal Asing yang memiliki pengaruh terhadap perekoman nasional,
Pemerintah harus melakukan pengambil alihan tepeapsahaan terkait, untuk
kemudian digunakan sebagai salah satu alat noasalk®ondisi perekonomian

yang ada.

Dalam menggunakan argumen ini, Pemerintah nantiayas benar-benar
dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa kondisitipotlan ekonomi

nasional yang ada, memang menghendaki dan menghariPemerintah untuk

120 Sefriani, Hukum Internasional...Op.Cit, hlm 289.
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mengambil kebijakan melakukan nasionalisasi atasis@baan Modal Asing.
argumen ini dapat digunakan, apalagi dengan kesgsjaekonomi Indonesia

yang nyata dan kian lebar.

Telah diketahui bahwa tidak ada jaminan jika sekektor ekonomi yang
penting dikuasai modal asing, mereka akan membdtgmerintah dalam
mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi di dalam nelyeodal asing dinilai tidak
memiliki kepentingan yang kuat terhadap kondisbrekmi dalam negerit**
Selain itu, argumen ini dapat digunakan, khususrtgahadap perusahaan-
Perusahaan Modal Asing yang tidak menunjukkanadikidak baik terhadap
kedaulatan Negara. I'tikad tidak baik disini ditukkan dengan tindakan tidak
mau menghormati dan mematuhi Pemerintah dan paraRerundang-undangan
yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia, sebagaantelah disampaikan pada

bagian nasionalisasi dengan argumen Kedaulatanrdlega

Sebagai contoh adalah penolakan untuk taat kepadaerihtah dan
Undang-undang Indonesia, dengan argumen yang meagigun selalu mengatas
namakan penghormatan atas kontrak karya antararipésheterdahulu dengan
pemilik modal perusahaan modal. Padahal menurufidaD banyak Kontrak
Karya antara Pemerintah Era Orde Baru dengan gemddal Perusahaan Modal

Asing yang Inkonstitusional, dan seharusnya baaiichukum*??

Contoh lainnya adalah tentang Divestasi Perusahdaadal Asing

Newmont, perusahaan ini telah melanggar kontralekgang telah disepakati,

2 Budiman Ginting, Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Indonesia: Suatu

Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi Di Indonesia, Jurnal Equality PDF,
Vol 12 No. 2 Agustus 2007, him 108. Didownload tgl 4 april 2015
122 http://www.rmol.co/, diakses tanggal 21 Januari 2015
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dalam kontrak karya telah disepakati bahwa padantatelima dari operasi
perusahaan ini, pemilik saham akan menawarkan 1&f6sahamnya kepada
Pemerintah atau pemodal domestik, namun pada grakteNewmont hanya
menawarkan 3% saja, kemudian pada tahun ke enalan deontrak karya
disepakati bahwa Newmont pada tahun ke enam daraspakan menawarkan

23% dari sahamnya, namun pada prakteknya hanyaja?s

Selain itu bila melihat kepada struktur kepimilikeetham dari Perusahaan
Modal Asing ini, yang struktukrnyepemilikan saham pasca Divestasi adalah
tujuh % oleh PIP, Newmont menguasai 28,44 % sah&fh, 0,56 % dimiliki
Sumitomo, 20 % milik PT Pukuafu Indah, PT Multi Dale Bersaing (MDB)
menguasai 24 % saham, serta 7 % milik PemerintaatPienurut Pengamat
Ekonomi Ichsanuddin Noorsy, struktur ini menunjukkbahwa ada upaya
Newmont untuk tetap menjadi pemegang saham magatgagan menyerahkan

7% saham kepada Pemerintah Pi&at.

Dari apa yang disampaikan oleh Pengamat Ekonomiasjiadapat
dipahami bahwa meskipun kepemilikan modal Newmataht dikuasai oleh
Indonesia 51%, namun kepemilikan tersebut terbapadla beberapa badan
usaha, sementara pemegang saham mayoritas tetapNe®Mmont, artinya

Newmont tetap memiliki kewenangan lebih dari peksiham yang lainnya.

Kondisi seperti ini tentu dapat menjadi alasan yaaggat tepat untuk
menerapkan argumen Keadaan Memaksa, karena jamgaré@ghormati hukum

dan Pemerintah Indonesia, terhadap kontrak kary@ yaenurut mereka lebih

123 salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi.... Op.Cit, hlm 129

124 http://economy.okezone.com/, diakses tanggal 9 April 2015
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tinggi dari Undang-undang Indonesia sekalipun nmeetelak mau memenuhi dan
melaksanakannya. Kemudian meskipun telah menyemalke%o sahamnya
ternyata masih ada upaya Newmont untuk tetap miemjathegang saham

mayoritas yang dapat mengendalikan kebijakan pkeaasa

Dalam Hukum Internasional Tahun 1980, Keadaan msaaforce
major) ini juga telah diatur dan boleh digunakan olelg&ta-Negara di dunia
ketika hendak melakukan suatu tindakan terhadagkpaising. Dalam salah satu
Pasalnya yang dinyatakan:

Suatu keadaan darurat tidak dapat digunakan oledtisiNegara sebagai

landasan untuk meniadakan kesalahan pada tindaleng yidak sesuai
dengan kewajiban Negara terkait, kecuali apabila:

1. Tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk mdeigi
kepentingan yang esensial dari Negara terkait tddpmbahaya gawat
dan sifatnya mendesafk

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui babwa fmajor memang dapat
digunakan oleh suatu Negara, bila memang keadagardlgzang bersangkutan

tidak memiliki cara lain untuk melindungi kepentampya yang esensial.

Rusaknya lingkungan menjadi salah satu poin pgrtmg menjadi alasan
yang harusnya dapat memaksa Pemerintah untuk nkelakiNasionalisasi
perusahaan modal asing. Ambil contoh kerusakanabakibmbang Freeport
kerusakan lingkungan yang berupa lubang tambamgyaberg dengan diameter
lubang 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 haaddwmggalaman mencapai 800
m2 . Dampak lingkungan ini sangat signifikan, karenengakibatkan rusaknya

bentang alam pegunngan Grasberg dan Ersbeg. Karudimgkungan ini juga

15T May Rudy, Hukum Internasional 1, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), him 85.
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telah mengubah bentang alam seluas 166 km2 didadiran sungai Ajkwa?®
Keberlangsungan kelestarian alam dan lingkungatugemerupakan hal yang

sangat esensial bagi Negara ini.

Sedangkan terkait bahaya gawat dan sifatnya mekdeakta yang telah
dipaparkan sebelumnya memang menjadi salah saitelp&in terjadinya kesen-
jangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang ada siastidah berada pada ting-
kat bahaya. Salah satu faktornya adalah perbedaatapatan. Bila melihat kepa-
da masyarakat yang bekerja di PT Freeport, stangimy dimiliki pekerja
Freeport dari Indonesia sama dengan seluruh karydweeport yang ada di
seluruh dunia akan tetapi gaji yang diterima olekepja dari Indonesia hanya
separuhnyaBangsa Indonesia secara umum membutuhkan danabgaag untuk
me-ngejar ketertinggalan dalam pembangun manusiapuma fasilitas yang
dbutuhkan untuk mendukung pelayanan sosial danndamdorong kemajuan

ekonomi Nasionat?’

Bila perusahaan modal asing datang hanya untuk engkg<ekayaan
alam Indonesia, dan hanya sedikit yang bisa dieasakeh rakyat. Sementara itu
kesenjangan ekonomi makin lebar, tentu hal ini mangm keamanan nasional.
karena dengan lebarnya jarak kesenjangan ekondraiadgan rakyat, maka
kecemburuan sosial juga akan otomatis meningkat pemedaan semakin
meruncing. Akibatnya individu-individu dalam masykat, dapat saja
memberlakukan hukum menurut versinya dan tidak meaggkan hukum

Nasional. Bagian terburuk dari kondisi ini, adafahtutan dari tiap daerah untuk

126

April 2015.
7 1bid

http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/, diakses tanggal 9
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melakukan Separasi dari NKRI. Artinya keutuhan Nagmi akan terancam.
Tentu separasasi dapat dianggap ancaman paling dasapaling serius bagi
Negara kesatuan seperti Indonesia selain sepd@siu sangat berbahaya bagi
pemerintah bila membiarkan Perusahaan Modal Agngstmengeruk kekayaan
Indonesia, sementara rakyat indonesia terus mengdlasenjangan ekonomi
yang kian lebar. Artinya, pemerintah seharusnya loienganggap kondisi ini
sebagai situasi yang sangat mendesak dan perlk segera diantisipasi dan

ditanggulangi.

Oleh karena itu, sebagai antisipasi agar hal dittkek terjadi, maka
nasionalisasi merupakan salah satu opsi solusi lysagdiambil oleh pemeringah.
Dengan begitu Keadaan Memaksa, juga dapat digunsédamgai argumen oleh
Pemerintah ketika melakukan Nasionalisasi PerusaiMadal Asing. Apalagi
Perusahaan Modal Asing yang terlalu mendominadatkun dapat mempengaruhi

perekonomian nasional.

4. Tindakan Negara Yang Sangat Dibutuhkan (Necessity Of State)

Dalam Hukum Internasional, tindakan Negara yanggatmlibutuhkan
adalah argumen yang juga biasa digunakan olehrhletglam rangka rangka
menghindari atau membebaskan diri dari pertanggamgban Internasional.
secara sepintas, argumen ini memiliki kesamaan atergygumen keadaan
memaksa, dan cukup sulit membedakannya, namun a@lyanada perbedaan
yang cukup mendasar. Perbedaannya yang dimakdaethkepada kondisi yang
menjadi latar belakang digunakannya kedua argumenBila argumen force

major dibangun atas dasar ketidak mampuan Negatamdanelakukan
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pencegahan atas sesuatu hal yang merugikan pilmgk aska argumen tindakan
Negara yang dibutuhkan dibangun atas dasar Negsdakn darurat sehingga
tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan suatundakan yang diharapkan
akan meminimalisir kerugian yang akan timbul, g@irada unsur kesengajaan,
atau dapatdiprediksi sebelumnya namun Negara peietap tidak memiliki

pilihan lain'?®

Terkait argumeriNecessity Of Statenenurut penulis, argumen ini juga
dapatdigunakan sebagai argumen ketika Pemerintafakokan tindakan
nasionalisasi. Dalam menggunakan argumen ini, daahaya dengan argumen
force major, Pemerintah juga nantinya harus dapainjekkan dan
membuktikan bahwa kondisi politik dan ekonomi nasicdalam negeri, memang
menghendaki dan mengharuskan Pemerintah untuk mmdagakebijakan
melakukan nasionalisasi atas Perusahaan Modal Adftegkipun sebetulnya

dimungkinkan untuk memilih opsi lain.

Apalagi dengan kondisi Indonesia yang terus dihasi&h krisis ekonomi
semenjak tahun 1997-1998. Menurut subfotdSalah satu penyebab terjadinya
kondisi ini adalah karena ekonomi Indonesia tigak berdasarkan kebersamaan,
tapi dasarnya adalah individualisme yang merupalar dari paham ekonomi
kapitalisme. Paham ini mendorong dunia bisnis ntkngarangkaian upaya
pemilik modal untuk memaksimalkan profit yang kemandhanya dibagikan

dikalangan mereka saja.

128 Sefriani, Hukum Internasional... Op.Cit, hlm 290
129 Subroto, Indonesia Ditanganmu... Op.Cit, hlm 99
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Maka dari itu, tentu menjadi sangat penting bagn&ntah Negara,
sebagai pemangku kekuasaan untuk berbuat sesadh, satunya menjadikan
sektor produksi yang mengusai hajat hidup orangyddarberada langsung
dibawah pengawasan Pemerintah. Atau dengan katauhduk dapat mengatasi
krisis ekonomi ini, meskipun dimungkinkan cara-cli®m untuk mengatasinya,
namun nasionalisasi terhadap seluruh perusahaasgberan yang mengusai hajat
hidup orang banyak, apalagi terhadap PerusahaamalMésing yang
mayoritasnya bergerak dibidang tambang minerbaupadian salah opsi yang

dampaknya akan segera terlihat.

Untuk menekankan betapa perlunya tindakan nasgasalini dilakukan,
dan bagaimana dampaknya terhadap perekomian nhg@mg dapat langsung
terlihat dan dirasakan oleh rakyatnya, penulis raer@l contoh tindakan
nasionalisasi yang dilakukan oleh Bolivia di bavka&pemimpinan Presiden Evo
Morales. Sebelum melakukan nasionalisai terhadapsReaan Modal Asing yan
bergerak disektor migas, Pendapatan migas Bolamy#& 173 juta dollar AS pada
tahun 2002, namun setelah nasionalisasi atas peasamigas modal asing,
pendapatan disektor ini naik dengan sangat sigmfilaitu menjdai 1,57 milyar
dollar AS pada tahun 2007. Dari keuntungan pendaparsebut, sebagian besar
distribusikan oleh Pemerintah untuk meningkatkariumpendidikan, kesehatan,
dan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat Boliden juga digunakan untuk
pembangunan infrastruktur Bolivia. Pada tahun 20€l6h dari separuh (60,6%)

rakyat Bolivia hidup dalam kemiskinan. Setahun kdian, Pemerintah Bolivia
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berhasil menurunkannya menjadi 48,5%. Bahkan rakgat) sangat miskin juga

berkurang, dari 38,2 % menjadi 24,3'%.

Pengalaman Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing géakukan oleh
Bolivia, tentu dapat menjadi suatu contoh yang aarmpik bagi Pemerintah
Indonesia agar mau melakukan tindakan yang sangaiing guna merubah
kondisi perekonomian dalam negeri. Apalagi dengandisi Sumber Daya
Manusia yang sudah mumpuni baik dari segi kualitesipun kwantitasnya.
Maka dari itu, dengan kondisi yang ekonomi yangdetihantui krisis, sementara
Perusahaan Modal Asing begitu banyak mengeruk kaganh tapi hanya sedikit
yang dapatdirasakan oleh rakyat, maka argunezessity of stateangat relevan
untuk dapatdigunakan Pemerintah untuk melakukatoNalésasi atas Perusahaan

Modal Asing yang ada dan mendominasi di Indonesia.

5. Ketertiban Umum

Ketertiban umum dapatdijadikan argumen oleh suatgaka dalam
melakukan segala macam bentuk perbuatan Negaren dalagka menjalankan
perannya. Ketertiban umum yang dalam bahasa beldisdhutopen bare orde
atau ordre public dalam bahasa prancisnya, darbehaltkaliseldalam bahasa
jermannya, merupakan istilah lain dari public pglidalam Negara-Negara
common law'*! Istilah policiy digunakan untuk menunjukkan betapa besar peran

fakator-faktor politis dalam Pemerintah, dalam rbaat kebijakan yang

B39 http://www.berdikarionline.com/, Pengalaman Nasionalisasi Di Bolivia, diakses tgl 6

Januari 2014
131

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, dalam Tineke Luise
Tuegeh Longdong, Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi Newyork 1958, Bandung, PTc citra aditya
bakti, 1998, him 97
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berkaitan dengan publik dan ketertiban umidfriMemang tak dapat dipungkiri
bahwa Policiy memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengdaur
membentuk ketertiban umum di semua sektor dalam Bagara, Khusunya

policiy yang berkaitan dengan hukum.

Meskipun pada dasarnya ketertiban umum ini biasaliganakan untuk
masalah pelaksanaan keputusan dari suatu lembairase Internasional, namun
menurut penulis, ini dapatjuga dikaitkan denganjapgian investasi antara
Pemerintah dengan pemodal asing. Bila isi dariusyerjanjian investasi itu
bertentangan dengah konstitusi dan hukum yang Keenhaaka hal itu dapat
dikategorikan sebagai gangguan terhadap ketertibaum, dan akibatnya tentu

perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Selain itu, penggunaan ketertiban umum sebagah sat alasan untuk
melakukan nasionalisasi, adalah pemikirian hukum eleonomi modern yang
berkembang, sebagaimana telah disinggung padadratajpuluan. Pada bab ini
perlu ditekankan kembali bahwa antara ekonomi daterkban umum ada
korelasi yang tak dapatdipisahkan, dan juga takattepdiri sendiri-sendiri
ketertiban umum akan baik bila ekonominya baik. édar ketertiban umum
merupakan unsur yang ada dalam hukum, sementarekdnomi merupakan
faktor pendukung yang sangat penting. Karena litan@emi suatu bangsa baik,
maka kemungkinan realisasi dari suatu Perundangngah sebagai hukum akan

memiliki peluang lebih besar dan lebih baik.

B2 1pid
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Dengan demikian langkah nasionalisasi dengan anguieeni ketertiban
umum juga dapat diajukan. Selama memang Pemeisidemauan kuat untuk
menunjukkan peran dan fungsinya. Karena pada dasaeran dari Pemerintah
adalah mewujudkan masyarakat yang tercukupi segeeam kebutuhannya,
dengan kata lain rakyatnya harus sejahtera. Oledn&a@Pemerintah berkewajiban
untuk berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan &esepan tersebut. Selain
itu para pendiri bangsa telah merumuskan dann meaiggtkan melalui Undang-
undang dasar 1945, kepada Pemerintah untuk mewanudikyat yang sejahtera

dan berkeadilan sosial, sebagai langkah wujud kel®elesan yang sepenuhnya.

B. Landasan Hukum Nasionalisas Perusahaan M odal Asing

Karena Indonesia dalam UUD 1945 telah menetapkémvddndonesia
merupakan Negara hukum, maka menjadi keharusarmdat@mbuat suatu
kebijakan dan mengambil suatu keputusan, Pemeriht@us melandaskan
kebijakan dan keputusan tersebut kepada hukum gdaglan berlaku, agar tidak

melenceng dari apa yang telah diamanatkan olehikasis

Terkait Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing, Petagr sebenarnya
telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untl&pat mengambil
kebijakan melakukan nasionalisasi. Karena baik hukuasional dan hukum
Internasional telah memberikan telah ada aturamangnbolehnya Pemerintah
melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asinga Reminbahasan ini akan
penulis paparkan aturan hukum nasional dan Intemmalsyang dapat dijadikan
landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukanoh&sasi Perusahaan

Modal Asing.
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1. Hukum Internasional

Pembahasan tentang landasan hukum ini akan dichedgian pembahasan
landasan hukum nasionalisasi dalam hukum internakioAspek hukum
Internasional tidak dapat ditinggalkan, karena treta merupakan bagian dari
tatanan masyarakat dunia, yang berupaya menciptgk@mamaian, dan
kesejahteraan yang adil dan merata bagi rakyatdgh.yang sama juga pasti
berlaku bagi Negara-Negara lainnya. Tentu merupakaatu keharusan bagi
Pemerintah, bahwa dalam mengambil kebijakan daaksahakan suatu tindakan
untuk rakyat dan Negaranya, Pemerintah suatu Nelgaras memperhatikan
hukum Internasional yang ada. Langkah ini dilakukaar dapat menghindari
tindakan Pemerintah suatu Negara yang nantinyat dapaggangu kedaulatan
Negara lain. Gangguan terhadap kedaulatan sebuapardNedapat saja
menimbulkan peluang terjadinya konflik antar Negakl ini tentu tidak
diinginkan oleh Negara manapun. Oleh karena itu pshatikan hukum
Internasional menjadi penting untuk diperhatikaholPemerintah Indonesia

ketika hendak melakukan tindakan nasionalisasifa&ann Modal Asing.

Hukum Internasional yang dapat dijadikan sebagaildaan hukum oleh
Pemerintah dalam melakukan nasionalasasi diantarany

a. The UN General Assembly Resolution 1803 (XVII) orerfanent
Sovereignty over Natural Resources (1962) dan

b. The Charter of Economic Rights and Duties of Sté1834)

Resolusi 1803 (XVII) PBB dikeluarkan pada 14 DesemlB62, resolusi

ini menjadi salah satu resolusi yang menjadi saki referensi dalam hukum
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Internasional, dan kemudian digantikan oleh Res$oRZ31 (XXIX) yang
dikeluarkan 12 Desember 1974, yang menghilangkamuanggantikan referensi
1803 tersebut. Namun saat ini, dunia Internasibaaya menerima Resolusi 1803

(XVII) sebagai penyajian kembali hukum kebiasaaerimasionat>?
Pada Pasal (Part) 1 ayat (1) dari Resolusi 18031)XM dinyatakan:

1. The right of peoples and nations to permanentmgnty over their
natural wealth and resources must be exercisech@imnterest of their
national development and of the well-being of tle®pgbe of the State
concerned.

Dari ayat (1) resolusi PBB diatas dipahami dengtasj bahwa rakyat dan
Negara memiliki hak untuk menggunakan kedaulatamaeen atau absolut atas
kekayaan dan sumber daya alamnya. Selanjutnyatdkayajuga dalam ayat ini,
bahwa hukum Internasional memberikan kewenanggradee Negara untuk
menggunakan kedaulatan tersebut untuk mewujudkpenkiegan pembangunan

nasional dan untuk mensejahterakan rakyat dari fdegang bersangkutan.

Dari sini dapat dipahami bahwa sesungguhnya ket#aulgermanen itu
sejatinya adalah milik setiap Negara, khususnya bdl itu berkaitan dengan
kekayaan dan sumber daya alam. Apalagi bila kettaplermanen ini digunakan
untuk megelola kekayaan sumber daya alam yangnyantikan dipergunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajpgmbangunan nasional.
Dengan begitu Pemerintah berdasarkan Pasal 1 Ayaégolusi ini sebenarnya
memiliki landasan hukum dalam menggunakan kedaulg@rmanen dalam

membangun perekonomian nasional.

33 Franz Xaver Perrez, The Relationship Between “Permanent Sovereignty” And The

Obligation Not To Cause Transboundary Environmental Damage, Doc. Diunduh pada tanggal 6
Januari 2015
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Selanjutnya, tentang nasionalisasi, ayat (4) dasaP 1 resolusi ini

menyatakan:

4. Nationalization, expropriation or requisitioninghall be based on
grounds or reasons of public utility, security betnational interest which
are recognized as overriding purely individual aivate interests, both
domestic and foreign. In such cases the owner $iwlbaid appropriate
compensation, in accordance with the rules in forcehe State taking
such measures in the exercise of its sovereigntlyimraccordance with
international law. In any case where the questibrt@mmpensation gives
rise to a controversy, the national jurisdiction thfe State taking such
measures shall be exhausted. However, upon agreéebyeisovereign
States and other parties concerned, settlemenhefdispute should be
made through arbitration or international adjudidan.

Dari ayat (4) ini, dapat diketahui bahwasannya huklnternasional
melegalkan tindakan nasionalisasi yang dilakukagarke terhadap perusahaan-
Perusahaan Modal Asing. Namun yang harus dipedratdlen Pemerintah
Negara yang akan melakukan tindakan nasionalisidala, alasan atau argumen
dalam melakukan nasionalisasi ini haru demi alasdank kepentingan/keperluan
publik, atau demi alasan keamanan, atau kepentimgesional dan dengan
mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi. @idadi dalam ayat (4)
ini bersifar umum, mencakup keseluruhan pribadik b pribadi domestik

maupun pribadi asing.

Selain itu, dalam melakukan nasionalisasi, resolnsimengharuskan
Pemerintah Negara pelakun nasionalisasi untuk mekalpekompensasi kepada
pemilik Perusahaan Modal Asing, yang disesuaikargae aturan yang berlaku
di Negara yang melakukan tindakan nasionalisaiandalangka melaksanakan

kedaulatannya, dan yang sesuai dengan hukum Istenad
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Oleh karena itu sangat penting bagi Pemerintahusisgara untuk
menegakkan dan menjaga kedaulatannya. Apalagi tatkait kekayan sumber
daya alam. Setiap Negara memiliki kewajiban untugngihormati kedaulatan
Negara lain bila berkaitan dengan kekayaan sumbga élam. sebagaimana

dinyatakan dalam ayat (7) Pasal 1 resolusi ini:

7. Violation of the rights of peoples and natioassbvereignty over their
natural wealth and resources is contrary to therisind principles of the
Charter of the United Nations and hinders the depelent of
international co-operation and the maintenance edqe

Tidak menghormati kedaulatan Negara atas sumber @ayn merupakan
sebuah pelanggaran, dan hal itu sangat bertentadgagan semangat dan
prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-BangSalain itu tindakan
pelanggaran terhadap kedaulatan berpotensi menghhamlengembangan

kerjasama Internasional dan pemeliharaan perdamaian

Ulasan diatas menunjukkan, bahwa Resolusi 1803ll{XMengenali
batasan penting dan mendasar pada konsep kedatgtdéify yaitu, kedaulatan
sebuah Negara atas sumber daya alam adalah swsdrdéari hukum
Internasional. Negara berkembang pada prinsipnyahmmaengkritik resolusi ini,
dan menganggapnya sebagai resolusi yang bersifasekeatif dan kurang
mendalanm®* Sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih langsr debih

mendalam dan tidak konservatif lagi.

Landasan hukum Internasional tentang bolehnya $ebdkgara

melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan ModaigAadalah Resolusi

3% Franz Xaver Perrez, The Relationship Between ....., Ibid
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Majelis Umum PBB 3281 (XXIX). Pada resolusi ini,Saayang secara spesifik
membahas tentang bolehnya suatu Negara melakuksionabsasi terhadap

perusahan modal asing adalah Pasal 2 ayat (2) bué¢dangkan pada Pasal 1
dibahas tentang kedaulatan permanen atas semugakekaan sumber daya
alam, juga atas aktifitas ekonomi yang ada diNegarey bersangkutan. Pasal 1

dan 2 resolusi ini menyatakan sebagai berikut:

Article 2
1. Every State has and shall freely exercise falin@mnent sovereignty,
including possession, use and disposal, over all vitealth, natural
resources and economic activities.

2. Each State has the right:

a. Toregulate and exercise authority over foreigrestment within its
national jurisdiction in accordance with its lawsadregulations and
in conformity with its national objectives and pitees. No State
shall be compelled to grant preferential treatmetot foreign
investment;

b. To regulate and supervise the activities of trarismeal
corporations within its national jurisdiction andike measures to
ensure that such activities comply with its lawsies and
regulations and conform with its economic and slogalicies.
Transnational corporations shall not intervene e internal affairs
of a host State. Every State should, with full rddar its sovereign
rights, cooperate with other States in the exeratehe right set
forth in this subparagraph;

c. To nationalize, expropriate or transfer ownershig toreign
property, in which case appropriate compensatioousth be paid by
the State adopting such measures, taking into awdcis relevant
laws and regulations and all circumstances that $tate considers
pertinent. In any case where the question of cosgt@n gives rise
to a controversy, it shall be settled under the dsiic law of the
nationalizing State and by its tribunals, unlessist freely and
mutually agreed by all States concerned that ofteaceful means
be sought on the basis of the sovereign equalitfstafes and in
accordance with the principle of free choice of nea

Pada huruf ¢ dari Pasal 2 ayat (2) dikatakan “atonalize, expropriate or

transer ownership”, dari kalimat ini dapat dipahdrahwa resolusi PBB 3281,
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juga telah memberikan peluang bagi Pemerintah fNagara untuk melakukan
nasionalisasi. Meskipun harus tetap dengan mendrerkommpensasi yang
pantas. Maka argumen yang mengatakan bahwa nasammn@erusahaan Modal
Asing tidak dapat dilakukan merupakan bentuk argurpeng tidak memiliki

landasan yang jelas. Karena dalam hukum Internalsgakalipun nasionalisasi
Perusahaan Modal Asing oleh Negara penerima mauah dilakukan, selama

tindakan Negara itu sesuai dengan ketentuan huitemhsional yang ada.

Resolusi PBB 3281 (XXIX), sebagaimana telah disakapa pada
paragraf sebelumnya, mengakui bahwa setiap Negarailiki hak kedaulatan
untuk menasionalisasi, sedangkan dalam hal kompegsag memadai harus

ditentukan menurut hukum dan oleh pengadilan Neigassendiri.

Terkait resolusi tersebut Franz Xaver Peftezderkomentar dalam

tulisannya:

The reference to international law, particularly eth field of
nationalization, was an essential factor in the o given by several
Western countries to Resolution 1803 (XVII). TremeefResolution 1803
(XVII) seems “to reflect the state of customary kxisting in this field.”
Conversely, Resolution 3281 (XXIX) (Article 2 & @harter of Economic
Rights and Duties of States) “must be analyzed psléical rather than
as a legal declaration concerned with the ideolagicstrategy of
development and, as such, supported only by nawmstridlized States.”
Today, the international community generally acsefitat Resolution
1803 (XVII) — sometimes referred to as a “carefullyorked out
compromise” — is a “restatement of presentday comtry international
law.” In contrast, Resolution 3281 (XXIX) represeat process of change
and outlines principles that some industrializedtioras perceive as a
“fundamental departure from the traditional rulesf @ontemporary
international law.” However, developing countrieso drecognize
Resolution 3281 (XXIX) as “a legally binding ingtmant imposing rights
and obligations on states.”

33 1pid
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Kedua resolusi PBB ini, Resolusi 1803(XVIIl) dandlesi 3281 (XXIX),
telah merumuskan salah satu hak dan kewajiban BeHak untuk menegakkan
kedaulatan atas sumberdaya alam dan nasionalieasi kepentingan ekonomi
nasional suatu Negara, dan kewajiban untuk mendoerikompensasi bila
melakukan nasionalisasi, juga kewajiban untuk tghgitih dalam menerapkan
nasionalisasi. Kedua resolusi ini merupakan atdrdarnasional yang masih
diakui oleh semua Negara yang ada didunia, baiké&gara maju maupun Negara
berkembang. Meskipun menurut Franz sejatinya wesoini lebih pantas
dipandang sebagai resolusi yang bermuatan poldisnkang sebagai resolusi
yang bermuatan hukum, namun hal ini tentu tidakapédkan bahwa resolusi ini
dapatmenjadi landasan hukum bagi Pemerintah tedbifakan untuk melakukan

nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing.

2. Hukum Nasional

Dalam perjalanan sejarah penanaman modal di Indore® beberapa
undang-undang terkait penanaman modal, yang dimiigla juga terdapat Pasal
yang bicara tentang nasionalisasi. Sebut saja grdiagang Nomor 78 tahun
1958 Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3), dan undadgng Nomor 1 tahun 1967

tentang penanaman modal asing Pasal 21.

Pada undang-undang Nomor 78 tahun 1958 Pasal 18 (ay43)
dinyatakan:
Pasal 13
(1) Kepada perusahaan industri asing dapat diberikamijaan, bahwa

perusahaannya tidak akan dimiliki oleh Negara ataiwbah menjadi
milik nasional dalam jangka waktu paling lama 2@ua.
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(2) Jangka waktu sebagai termaksud pada ayat 1 me@fadahun untuk
perusahaan perkebunan besar asing.

(3) Sesudah jangka waktu jaminan berakhir soal pemiadalmilik
ketangan pengusaha nasional diatur oleh dewan.

Pada ayat-ayat dari Pasal 13 ini, dengan sangat gielpat dipahami telah
diatur dalam undang-undang ini, bahwa Pemerintéhikatidak akan melakukan
nasionalisasi terhadap perusahaan industri asitagndi@angka waktu yang telah
ditentukan, yaitu 20-30 tahun. Setelah melewatighanwaktu yang dijamin
tersebut maka secara mutlak akan berpindah keganilkepada pengusaha
nasional yang nantinya akan diatur oleh anggotaadekala itu. Dan tidak ada

diatur tentang ketentuan untuk memberikan kompemrdéas ganti rugi terhadap

perusahaan industri asing yang akan dikenakankamdaasionalisasi.

Sedangkan pada undang-undang sesudahnya, yaitagsoddang Nomor
1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, jugaPadal-Pasalnya yang
mengatur dan memberikan peluang bagi Pemerintabk udapatmelakukan
nasionalisasi terhadap Perusahaan Modal Asing. d#&asal yang dimaksuda
adalah Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) sampai3yat (

Pasal 21
Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasiomalipencabutan hak
milik secara menyeluruh atas peusahaan-PerusahaadaMAsing atau
tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasaialan mengurus
perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengadang-undang
dinyatakan kepentingan Negara bertindak demikian.
Pasal 22
(1) Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada d@a®l maka
Pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugagy jumlah,
macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedelahbpihak
sesuai dengan asas-asas hukum Internasional yatakbe
(2) Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapaigetujuan mengenai
jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebka akan
diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kecahopihak.
(3) Lembaga arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipi oleh
Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satugralan orang
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ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama olemé&tintah dan
pemilik modal.

Dalam kedua Pasal ini, dapat dilihat perbedaan ywamgat jelas antara
undang-undang ini dengan undang-undang sebelunpeybedaan yang sangat
jelas adalah terkait kompensasi atau ganti ruglapandang-undang 78 tahun
1958 sama sekali tidak disinggung tentang kompemsasmentara pada undang-
undang Nomor 1 tahun 1967 ada diatur tentang kehardiPemerintah untuk
memberikan ganti rugi yang jumlahnya sesuai kesepatra pihak. Bahkan
terkait jJumlah, macam dan cara pembayarannya pah tkatur harus mengikuti
standar hukum Internasional. Namun demikian peraamaa terletak pada
adanya peluang bagi Pemerintah untuk dapatmelakokaionalisasi terhadap

perusahan modal asing.

Pasca reformasi, Pemerintah juga telah membuatngrgladang baru
terkait penanaman modal, yaitu undang-undang Nd2botahun 2007 tentang
penanaman modal, yang menggabungkan aturan tepégagaman modal dalam
negeri dan penanaman modal asing yang sebelummjar diecara terpisah.
Meskipun ada banyak kemiripan antara undang-unaamgngan pendahulunya,
namun ada perbedaan yang cukup jelas antara keddangrundang ini,
khususnya terkait ganti rugi. Dalam Undang-undaogbr 25 tahun 2007 Pasal
7 ayat (1)-(3) dinyatakan:

Pasal 7

(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisatau

pengambilalihan penanam modal, kecuali dengan ugdardang.

(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisatau

pengambil alihan hak kepemilikan hak sebagaimamaaéisud pada

ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasy yamlahnya
ditetapkan berdasarkan harga pasar.
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(3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kedetan tentang
kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksuch paght (2),
penyelesaian dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 7 dari undang-undang ini, meskipun tidakla®jkedua resolusi
PBB yang telah dibahas diatas, tapi tetap memberikeluang untuk
nasionalisasi. Pasal 7 di atas memang terkesaraengtau malu-malu, dengan
kata lain sebenarnya pembuatan undang-undang dak timenginginkan
nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Pasal inukghkinan dibuat hanya untuk
mengakomodir Pasal 33 UUD 1945 yang memang mengkemuNegara turut
campur pada bidang-bidang yang menguasai hajatphidtang banyak,
sebagaimana telah disampaikan pada bab | dan b&teskipun demikian tetap
saja peluang untuk dapat melakukan tindakan Nassasaterhadap Perusahaan

Modal Asing terbuka dengan adanya Pasal 7 ini.

Berdasarkan Pasal 7 ini memang disebutkan bahwartdah tidak akan
melakukan tindakan Nasionalisasi Perusahaan ModalgA Namun bila kondisi
yang ada mengharuskan Pemerintah untuk  melakukesionalisasi atas
Perusahaan Modal Asing yang ada di Indonesia, fRaka@erintah mau tidak mau
harus mengambil kebijakan tersebut, meskipun dala@aksanaan harus

dilakukan dengan membuat undang-undangnya tertizhiblu.

Menurut penulis, Pasal ini merupakan bentuk pemgmtahan dari
paragraf dua preambule , dan Pasal 33 ayat (2)ndpatiabuh UUD 1945.
Meskipun, sekali lagi, terkesan setengah-setendadlam preambule paragraf
kedua, UUD memberikan amanat kepada Pemerintalk unéunjaga kedaulatan

bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat. Olem&atu, bila Pemerintah
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ingin  mensejahterakan rakyat, maka amanat dari|P3®aayat (2), harus
dilaksanakan. Segala macam potensi cabang proglakgi terdapat hidup hajat
rakyat harus dikuasai, digunakan, dan dimanfaatieaara optimal oleh Negara
demi mensejahterakan rakyatnya. Tentu yang dinthkstensi disini adalah
segala potensi, baik itu potensi produki hasil kgkan alam ataupun potensi lain
yang dimiliki oleh seluruh elemen yang ada di negei. Bila sudah
dapatdigunakan dengan optimal maka Indonesia yaregydeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur sepenuhnya akan terwujud

Untuk itu sangat perlu peluang nasionalisasi yeatgh diberikan oleh
Pasal 7 ayat (1) undang-undang 25 tahun 2007, diaddn digunakan
Pemerintah. Terlebih lagi terhadap Perusahaan-&teaas Modal Asing yang
telah mendapatkan begitu banyak keuntungan, dayahmemberikan kontribusi
yang tidak begitu signifikan dalam meningkatkan demperbaiki perekonomian
bangsa ini. Dalam hal menjalankan Perundang-undamgameskipun terkesan
arogan, akan tetapi hal ini perlu dilakukan oleimBentah. Sudah barang tentu,
bahwa pelaksanaan undang-undang ini, selain dalagka menjaga kedaulatan
Negara, tindakan ini juga merupakan langkah untwfaksanakan fungsi dan
peran Pemerintah Negara sebagai garda terdepaksgetakehendak Konstitusi

Negara ini.

Namun meskipung memang harus demikian, tentu tendalasionalisasi
ini, memperhatikan juga ayat (2) dari Pasal ini) flaga Pasal-Pasal lainnya dari
undang-undang 25 tahun 2007. Dalam ayat (2), urdadgng ini diatur, bahwa
dalam melakukan tindakan nasionalisasi ini, Pertatinakan memberikan

kompensasi yang jumlahnya ditetapkan sesuai demg@a pasar. Itu artinya bila
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ingin melakukan tindakan nasionalisasi, Pemerintafa harus mempersiapkan

dana untuk dapatmemberikan kompensasi tersebut.

Dalam penjelasan ayat (2) undang-undang 25 tah@v 2ijelaskan,
bahwa yang dimaksud dengan harga pasar adalala yeang ditentukan menurut
cara penentuan harga yang digunakan secara Interapsdan penentuan harga
tersebut dilakukan oleh penilai independen yangnglik oleh pihak Pemerintah

dan pihak Perusahaan Modal Asing.

Poin penting lainnya dari klausul nasionalisasi gyaterdapat pada
peraturan Perundang-undangan yang dibahas diat@shgperaturan perundang-
undang yang membolehkan nasionalisi terhadapa &weaas Modal Asing,
tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum uraog diakui oleh hukum
Internasional dan dapat diterima oleh Negara manapelain itu tidak ada yang
menyangkal, bahwa sebuah Negara yang berdaulat oh@bekukan nasionalisasi
terahadap Perusahaan Modal Asing dalam rangka geerparekonomiannya,
selama tindakan tersebut dilakukan dengan memesydrat-sayarat tertentu,
seperti untuk kepentingan umum, sesuai dengan &amgrundangan, adanya

kompensasi, dan lain sebagairiy/a.

Poin lainnya dari Pasal ini adalah Ketentuan tepteompensasi. Sangat
jelas bahwa ketentuan kompensasi pada Pasal ak tat)i mengikuti dua teori
utama tentang kompensasi untuk nasionalisasi Yadktrin Calvo atau Calvo
Clause dan Doktrin Hull atau The Hull Formula. Kdala penyelesaian sengketa

yang langsung merujuk pada penyelesaian sengketalumearbitrase tanpa

138 Rusta nto, Hukum Nasionalisasi....Op.Cit, him 168.

108



keharusan untuk mengajukannya terlebih dahulu padgadilan dalam negeri,
artinya Pasal ini telah meninggalkan prinsip exhanf local remedies. Dengan
demikian seharusnya tidak ada lagi alasan untukgatakan bahwa penanam
modal asing dirugikan oleh perlakuan tidak adil detem hukum nasional dalam

hal ini sistem hukum Indonest&’.

C. Langkah-langkah/Tahapan-Tahapan Nasionalisas

Telah disampaikan diawal bab ini, bahwa dalam mdak tindakan
nasionalisasi terhadapa Perusahaan Modal Asinghadgang sangat urgent dan
harus diperhatikan secara teliti dan seksama otgheRntah. Agar tidak ada
kendala dalam melakukan nasionalisasi PerusahaaalMing ini. Hal urgent
yang dimaksud penulis tentu terkait langkah-lang&iu prosedur atau tahapan

yang harus ditempuh dalam melakukan tindakan naksasi ini.

Telah disampaikan juga diawal, dalam tahapan mk&akutindakan
nasionalisasi ini ada tiga tahap utama, yaitu tabemsiaparpra naisonalisasi,
tahap eksekusi/pelaksanaan nasionalisai, dan tapapca pelaksanaan
nasionalisasi. Ketiga Tahapan ini harus diperhatikkan dipersiapkan oleh
Pemerintah dengan matang dan dengan sebaiknya, magésud dari
dilakukannya nasionalisasi nantinya dapat terwujiath memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indon8slbagaiandari tahapan-
tahapan nasionalisasi ini, dalam penyusunannyaijlisanerujuk kepada tindakan
dan langkah yang pernah dilakukan oleh Pemerintadonesia pada saat

melakukan nasionalisasi pada Perusahaan Belartdauti1958.

137 Rusta nto, Nasionalisasi.... Op. Cit, him 2.
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1. Tahap Persiapan Nasionalisasi

Tahap/langkalpertama adalah tahap/langkah persiapan. Pada Tindakan
ini Pemerintah melakukan langkah-langkah persiapasionalisasi, adapun

langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai leriku
a. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia

Langkah mempersiapkan Sumber Daya Manusia ini hdilakukan
dengan sangat hati-hati dan teliti. Karena saltéhlsglemahan dalam pelaksanaan
nasionalisasi pada tahun 1958 adalah kurangnya ritgaile mempersiapkan
Sumber Daya Manusia ifif° Untuk saat ini, dengan Sumber Daya Manusia
Indonesia saat ini sudah banyak yang memiliki kamgresi yang sangat baik
bahkan sempurna. Maka Pemerintah harus dapat niegy&DM-SDM tersebut
seketat-ketatnya untuk dapatmendapatkan SDM yadak thanya memiliki
kompetensi saja, tapi juga memiliki nasionalismadibpekerti, dan semangat
untuk mengabdikan diri sebesar-besarnya untuk kieygam negeri. Meskpun
terkesan terlalu ideal, tapi dapat dipastikan baB®& dengan kriteria ini masih

banyak terdapat diseluruh penjuru negera ini.

Sumber Daya Manusia yang dipersiapkan ini harusaeenar unggul,
karena SDM ini akan menjadi pelaksana utama pataeukannya nasionalisasi
terhadap Perusahaan Modal Asing. Artinya meningtai menurunnya produksi
perusahaan yang telah dinasionalisasi, akan sdmggantung dari peran-peran

SDM yang akan mengelola perusahaan yang dinassasaliSelain itu dari SDM-

138 Edy Ikhsan, Nasionalisasi Perkebunan..... Op. Cit, him 2.
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SDM inilah nantinya akan dibentuk juga tim-tim yasgan melakukan Tindakan

demi Tindakan dalam pelaksanaan nasionalisasi ini.

b. Melakukan Pendataan Dan Pengkajian.

Pada Tindakan ini dengan menggunakan SDM yang Rdmerintah
membentuk suatu tim untuk kemudian melakukan peatdgpendataan terhadap
perusahaan-perusahaan yang akan dinasionalisagelattedata terkumpul
pengkajian data dilakukan agar Pemerintah dapat pedntungkan dampak-
dampak hukum, politik, ekonomi dan sosial, baik asacnasional maupun
Internasional, yang akan timbul sebagai respon tdatakan nasionalisasi yang
dilakukannya. Apabila dampak dapat diperhitungkaakan persiapan untuk

menghadapinya tentu akan lebih mudah.

c. Mempersiapkan Argumen/Alasan.

Pada langkah ini, berdasarkan data-data yang digbeneada langkah
sebelumnya, argumen-argumen untuk dilakukannyaonalsasi ini mulai
dibangun dan disusun agar dapatsaling menguatkdainStu, landasan hukum
baik dalam hukum nasional maupun Internasional heyas sudah dikaji secara
mendalam. Agar tindakan nasionalisasi ini, nantitiggak dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hukum Internasional. Dengaa leén Indonesia tetap
dihormati kedaulatan permanennya oleh bangsa laieskipun melakukan
tindakan nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. dnexn dengan apa saja
argumen yang dapat digunakan ketika melakukan malssasi telah dibahas pada

bagian sebelumnya.
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d. Mempersiapkan Aturan-Aturan Terkait Pelaksanaanddatisasi.

Pemerintah mempersiapkan draft rancangan undargpgnaasionalisasi
yang akan dilaksanakan, beserta draft rancangaatuPan Pemerintah sebagai
Peraturan Pelaksana dari undang-undang nasionaksasbut. Undang-undang
harus dibuat berdasarkan konstitusi dan juga mdmapkan asas-asas dan prinsip
dalam hukum Internasional. Sehingga pada saat woiaak nasionalisasi

peraturan terkait nasionalisasi tinggal diputuskan.

2. Tahap Pelaksanaan Nasionalisas

Setelah langkah persiapan untuk melakukan nassasalini telah siap
sepenuhnya, barulah kemudian Pemerintah denganrutsera yang telah
disiapkan melakukan Tindakdtedua yaitu pelaksanaan nasionalisasi terhadap
Perusahaan Modal Asing. Pada tahap/langkah pela&samasionalisasi ini

Pemerintah melakukan hal-hal berikut:

a. Mengesahkan rancangan Undang-undang tentang nésasngang telah

dipersiapkan pada tahap pertama,

Langkah ini adalah langkah yang dilakukan Pemdrirdalam hal inioleh
anggota dewan atau legislatif. Sebagaimana yantapatilakukan oleh anggota
dewan pada tahun 1958 saat melakukan nasionabsasi perkebunan milik
belanda. Undang-undang nasionalisasi ini harusrslggkan dengan benar,
karena berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahuhP&€al 7 ayat (1) bahwa
Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi kedeagan undang-undang.
Oleh karena itu begitu keputusan Pemerintah unta@takokan nasionalisasi

Perusahaan Modal Asing sudah bulat dan denganasegédhitungannya, maka
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anggota dewan harus sesegera mungkin untuk mergesamdang-undang
tersebut. Jangan samapai terjadi jeda waktu yanta lantara pelaksanaan
nasionalisasi dengan pengesahan undang-undang nalgssi itu sendiri

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Pemerintala gaat melakukan
nasionalisasi pada masa orde lama. Terjadi jedatuwaktara pelaksanaan
nasionalisasi dan penetapan undang-undangnya. gnawlang baru ditetapkan
pada tahun 1958 sementara itu nasionalisasi teldakudlan setahun

sebelumnya®

b. Menerbitkan Peraturan Pemerintah, sebagai PeraRekksana undang-

undang nasionalisasi.

Langkah ini dilakukan oleh eksekutif, dalam hal RFresiden. Agar
undang-undang dapat dilaksanakan tentu dibutuhtui?anaPemerintah sebagai
Peraturan Pelaksana dari undang-undag nasionajiaagi telah disahkan oleh
anggota dewan. Dan rancangan dari PP ini, jugh w@igersiapkan pada tahap

pertama oleh tim yang dibentuk.

Langkah ini juga dilakukan pada saat nasionaligmdahulu. sebagaimana
telah disampaikan di bab Il, Setidaknya ada limeatpean Pemerintah yang
diterbitkan dan kesemuanya merupakan aturan turuden undang-undang
Nasionalisasi N0.86 tahun 1958. Masing-masing R&ebeit memilik cakupan

bidang yang diatur secara terpisah.

c. Atau dapat juga, Presiden mengeluarkan dekrit

3% 1pid, him 4-5

149 pid, him 5
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Ini dapatmenjadi alternatif lain terkait peraturgggda saat melakukan
Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing. Bila merkgada apa yang dilakukan
oleh Pemerintah Bolivia yang Presidennya, dalamirhaPresiden Evo Morales,
mengeluarkan dekrit untuk melakukan nasionali$4sBerkaca pada tindakan
Presiden Evo Morales, maka Presiden Indonesiagelganarnya dapatmelakukan
hal yang sama. Apalagi Dekrit adalah tindakan nesioher diluar hukum dan
konstitusi, keabsahan dari dekrit itu sendiri tatgag dari sejauh mana Presiden
mampu mepertahankan dekrit tersebut. Selama mendagangan maka dari

dewan dan rakyat makas dekrit tersebut dapat difesan-*2
d. Memfungsikan Sumber Daya Manusia

Tahapan ini adalah tahapan dimana Pemerintah, unehentri BUMN,
mengangkat orang-orang terbaik dan terpilih yarghtelipersiapkan, untuk
mengisi posisi-posisi penting dari perusahaan madalg yang dinasionalisasi.
Lalu kemudian memerintahkan SDM tersebut untuk rsegenelakukan
pengelolaan perusahan modal asing yang telah dmalsasi dengan sebaik-
baiknya, agar tujuan dari dilakukannya nasionalisasebut dapattercapai dan

tidak menyimpang dari tujuannya.

Pengangkatan ini juga dilakukan dengan mengelugrkeaturan Presiden
yang mengangkat Sumber Daya Manusia unggul yamd tw@ipersiapkan oleh
Pemerintah. Hal ini akan memberikan landasan hukags SDM-SDM tersebut

untu berbuat di lingkungan perusahaan modal asamy yelah dinasionalisasi.

! Federico Fuentes, Bolivia... http://www.berdikarionline.com/, diakses tanggal 7 April

2015

2 yysril Irza Mahendra, Dekrit Soekarno Dan Gusdur http://www.kompasiana.com

[Yusrilihza Mahendra, diakses tanggal 21 Januari 2015
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Peraturan terkait pengangkatan ini tidak ada pad# [gelaksanaan nasionalisasi

di tahun 195843

3. Tahapan Pasca Pelaksanaan Naionalisasi

Tahap ini adalah tahaparketigg pada tahapan ini Pemerintah
mengaplikasikan langkah-langkah antisipasi yaraghteipersiapkan sebelumnya,
berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukanykimienghadapi segala macam
situasi dan kondisi pasca dilakukannya nasionaliddada Tindakan ini, inti
pembahasannya adalah mengatasi situasi-situasiotalisi-kondisi yang timbul,
sebagai akibat dan/atau respon dari tindakan relgasi Perusahaan Modal
Asing yang dilakukan oleh Pemerintah. Sederhanatiygakan ini adalah
Tindakan eksekusi langkah-langkah antisipasi tegpadampak yang telah
diperhitungkan akan timbul yang telah diprediksindelah dipersiapkan solusi-
solusinya pada tahap pertama dari Tahapan-tahapantglah dipersiapkan oleh

Pemerintah. Tindakan ketiga ini, mencakup hal-leakiot ini:

a. Penentuan Status Pegawai Perusahaan Modal AsingDiaasionalisasi.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Peméringasca
nasionalisasi adalah menentukan status pegawai gdagli Perusahaan Modal
Asing yang dikenakan nasionalisasi. Perkara sfadgswai ini, menurut penulis
sangatlah penting, karena bila setelah melakuksiomalisasi ini kemudian tejadi
pemutusan kerja secara masal, tentu hal itu akajadiestarting poin yang tidak
bagus pasca nasionalisasi. Karena pada dasarnya dsat sekian banyak

kepentingan publik (rakyat) adalah tersedianyarigpa kerja. Dan poin penting

143 Edy Ikhsan, Nasionalisasi Perkebunan..... Loc. Cit.
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dari dilakukkannya nasionalisasi adalah dalam ranggaya Pemerintah untuk
menyediakan lapangan perkerjaan yang seluas-luasi8ghingga roda

perekonomian rakyat terus bergerak.

Bila merujuk kepada definisi nasionalisasi yangaohpaikan pada bab
pendahuluan dan bab dua, maka begitu dilakukanomagasi terhadap
Perusahaan Modal Asing, kemudian perusahaan tersellah beralih menjadi
perusahaan milik Negara. Maka status pegawai yaagdgperusahaan tersebut
otomatis menjadi pegawai negeri sipil. Namun bia &ondisi lain yang juga
telah dipersiapkan oleh Pemerintah, dan itu tidanghilangkan kesempatan
kerja, tentu tidak akan menjadi masalah atau pdéletmagi Pemerintah
dikemudian hari. Intinya adalah, selama Pemerintdapat menjamin
kesinambungan pekerjaan dan penghasilan para pegang ada diperusahaan
tersebut tidak akan menjadi masalah namun bilalikelpa maka hal ini dapat

menjadi bumerang yang balik menyerang Pemerintah.

b. Menugaskan Negosiator, Dan/atau Diplomat, Dan/Bengacara

Pemerintah menunjuk SDM-SDM yang akan berbicasa ama Negara
dan Pemerintah dalam forum-forum manapun, forumgadilan, membela
pemeritah dihadapan lembaga arbitrase Internasidml kemudian terjadi
tuntutan kepada Pemerintah oleh pemiliki modal genaan. forum pertemuan
Internasional, untuk menjelaskan kepada pihak Netmn terkait alasan-alasan
mengapa Pemerintah melakukan nasionalisasi, foouamd ilmiah dan diskusi

yang diadakan oleh pihak dalam dan/atau luar negeri
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Penugasan ini kembali menggunakan Peraturan Pdatertbebagaimana
pernah dilakukan juga pada saat nasionalisasi tath@B8. Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No0.9 tahun 1&%8ng Tugas Kewajiban
Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Pearsaflilik Belanda yang
Dikenakan Nasionalisasi dengan Mengajukan Perrmn@Ganti Kerugian yang

juga dibuat sebagai salah satu dari lima aturamam dari uu nasionalisaéf:

Dalam melakukan nasionalisasi sudah barang teihtak ggemodal asing
tidak akan serta merta dengan sukarela, menyerabketnya begitu saja.
Meskipun telah diatur dalam hukum nasional danrihatgional bahwa bila terjadi
nasionalisasi akan ada kompensasi dari Pemerigaddia pemilik modal, namun
tetap saja peluang untuk terjadinya sengketa lee#ar dari peluang tercapainya

kata sepakat tentang jumlah kompensasi.

Pada dasarnya dalam menentukaskum mana yang harus diberlakukan
itu tergantung pada faktor-faktor yang menentukeanakunya sistem hukum
tertentu, salah satunya adalah Pilihan hukGho{ce Of Lay, merupakan pilihan
hukum mana yang akan digunakan oleh kedua belak pihtuk menyelesaikan
sengketa, dimana dalam hal ini biasanya hal imtaitkan didalam kontrak atau

perjanjian antara kedua belah pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa memang ada cukup bangg&lesaikan
sengketa. Dalam Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undadgagh penanaman modal
sengiri diatur, apabila terjadi sengketa dibidaegpgnaman modal maka untuk

penyelesaian sengketa baik dengan pemodal dommastilpun asing cara yang

% 1pid
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dapat ditempuh ada dua yaitu, penyelesaian seasgawarah mufakat, dan bila
tidak terselesaikan dengan cara musyawarah mufalkia langkah penyelesaian
sengketa yang akan ditempuh adalah sengketa datprdrbitrase Internasional.
dan bila jalan arbitrase ini yang dipilih, maka dnésia pasti akan dihadapkan
kepada lembaga arbitrase Internasional, sepkrtenational Centre For

Settlement Of Investement Disgi@SID), atau Internasional Chambre Of

Commerce Court Of ArbitratigfCC), atau United Nations Commission On

Internasional Trade LaWNCITRAL).*°

Indonesia akan dihadapkan pada majelis arbitraS¢DICHal ini karena
Indonesia telah meratifikasConvention On The Settlement Of Investement
Disputes Between States Dan National Of Other Sttas yang biasa dikenal
dengan konvensi Washington, yang merupakan organysag diprakarsai oleh
bank dunia yang tujuan utamanya menghilangkan HKeddsdala dalam
investasi. Dari konvensi ini lahir suatu lembag@noim yang memfasilitasi
penyelesaian sengketa penanaman modal Internasioelalui konsiliasi dan
arbitrase, yang aturan serta tatacaranya teladdiars selain itu, lembaga ini telah
menyediakan arbitrator yang telah siaga. Sehinggabta perkara arbitrase yang

masuk kepanel ini dapatdiselesaikan dengan séfera.

Menghadapi kondisi ini, tentu Pemerintah harus mgruputera terbaik
bangsa yang mengusai hukum nasional dan Interredsidan juga diakui oleh
dunia Internasional, untuk menjadi kuasa hukum Piemtad didepan majelis

arbitrase. Dan SDM inipun sudah harus ada dan slggan sejak diTindakan

%5 Rusta nto, Hukum Nasionalisasi... Op.Cit, him271

Intenational Centre For Settlement Of Investement Dispute, dalam Rustanto,
Ibidl, him 256
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pertama, sehingga SDM tersebut memabhi betul argtargegmmen terkait tindakan
nasionalisasi oleh Pemerintah. Sehingga pada seahadapi majelis arbitrase
Internasional, pemaparan dan penjelasannya dapddhhmdipahami dan diterima

oleh para arbitrator.

c. Memberikan Kompensasi Yang Telah Disepakati AtapuRiskan Oleh

Lembaga Arbitrase Internasional.

Terkait ganti rugi ataupun kompensasi ini, secardésdiesar, dikenal dua
kelompok besar tentang pemberian kompensasi kepadesahaan Modal Asing
yang terkena nasionalisasi. Kedua kelompok iniladdielompokDoktrin Calvg
dan kelompokDoktrin Hull. Inti dari doktrin calvo adalah perlakuan samaaent
pemodal asing dan domestik, sehingga bila diterapkalam pemberian
kompensasi kepada Perusahaan Modal Asing yangial@disasi, akan sangat
tergantung pada kebijakan Pemerintah untuk mendreakau tidak memberikan
kompensasi terhadap Perusahaan Modal Asing terséalam prakteknya
doktrin ini sering digunakan oleh Negara-Negar&kémbang dalam melakukan
nasionalisasi, karena dianggap lebih mepresentasikapentingan Negara
berkembang. Sedang doktrin hull intinya adalah rdataelakukan nasionalisasi
terhadap Perusahaan Modal Asing maka Pemerintalus hanemberikan
kompensasi yang prompt, adequete, dan effectivpermation. Rumusan ini dari

doktrin hull ini kemudian dikenal dengan formuldlHd’

Dalam melakukan memberikan kompensasi atas tinda&sionalisasi ini,

undang-undang penanaman modal telah mengatur b&omwgpensasi akan

%7 Rusta nto, Hukum Nasionalisasi... Op.Cit, him 169-170
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diberikan sesuai dengan hasil musyawarah mufakatbda tidak selesai maka
akan ditempuh jalan arbitrase. Dari fakta ini, nrehpenulis undang-undang ini
lebih mengarah untuk mengikuti doktri hull. Karerspapun kondisinya
Pemerintah akan tetap memberikan kompensasi, haikassil dari musyawarah
mufakat antara Pemerintah dan pemilik modal asatgupun hasil keputusan
majelis arbitrase. Dan penulis setuju dengan jgéang ditunjukkan oleh undang-
undang ini. Karena dengan diberikannya kompensakansetidaknya ada jalan
tengah yang dapat dicapai, sebagai kondisi ideatji lkedua belah pihak.
Pemerintah tetap dapatmelanjutkan nasionalisasandalangka mewujudkan
kedaulatan ekonominya. Dan pemilik modal asing petap dapatmemiliki

haknya berupa ganti rugi atau kompensasi. Meskggmberian kompensasi ini
tetap dengan memperhatikan i'tikad dari pemilikuBahaan Modal Asing. selain
itu kompensasi ini sudah pasti harus dikeluarkaeh oPemerintah. Karena
memang telah ditetapkan, bila tidak ada kata segakeait jumlah kompensasi
maka jalan arbitarase yang akan ditempuh untuk ntekennya. Maka mau tidak
mau Pemerintah pasti akan mengeluarkan dana unémkberikan kompensasi

atau ganti rugi kepada Perusahaan Modal Asing.

Tentu Pemerintah tidak perlu risau, karena padardga Indonesia ini
adalah Negara yang kekayaannya melimpah. Dari is&imber daya laut saja
potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia adalah USID M = Rp 7.200 T/tahun,
belum lagi disektor tambang, Indonesia adalah Pasigtimah no. 2 di dunia,

selain itu Pengekspor batu bara terbesar no. 3udiadPenghasil tembaga
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terbesar no. 3 di dunia, Dan juga Pengekspor LNGegar no. 3 di dunid®
Artinya Indonesia sangat kaya sehingga seharustgia memiliki kendala berarti
terkait pemberian kompensasi. Tentu lebih baik rekragkan kompensasi untuk
kemudian dapatmenikmati kekayaan alam sendiripdda membiarkan Negara
ini terus dikeruk oleh Perusahaan Modal Asing kekayya sementara rakyat
tetap sengasara. Bila langkah-langkah yang akakukan telah dipersiapkan
dengan sebaik-baiknya, maka hanya peilludancouragedari Pemerintah untuk

mengambil kebijakan dan melakukan Nasionalisasisaéraan Modal Asing ini.

148 Busyro Mugoddas, Kajian Ontologi dan Aksiologi Dari: Fakta, Tafsir, Makna Dasar-

Relasional, Nilai, Konstruksi Nilai dan Teorisasi, Modul perkuliahan disampaikan pada perkuliahan
tanggal 13 Januari 2013.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang Prospek Nasionalisagis&®an Modal
Asing Di Indonesia pada bab-bab sebelumnya, sebagautup penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan nasionalisasi Pemerintahk tigerlu ragu.
Namun perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknyadd®arka uraian pada
bab tiga dapat diketahui bahwa Argumen-argumen yhapmat dibangun
untuk kemudian digunakan oleh Pemerintah sebagaaal untuk dapat
melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal asirayatdin, kedaulatan
Negara, kepentingan umum, keadaan memaksa, tindskgara yang
sangat dibutuhkan, dan ketertiban umum.

2. Berkenaan dengan landasan hukum, dalam hal iniigadadang Nomor
25 tahun 2007, pada Pasal 7 memang tidak setegasegialas resolusi
PBB tentang pengungkapan bolehnya nasionalisasmuNaklausula
nasionalisasi dalam Undang-Undang ini mengakomakes-asas hukum
umum yang telah diterima dalam hukum internasiomahwa
nasionalisasi harus dilakukan dengan undang-undéegtai pemberian
kompensasi. Sedangkan dalam Hukum Internasionablée PBB 1803
(XVI1l) dan resolusi 3281 (XXIX) telah memberikan dda kedaulatan
yang penuh atas kekayaan dan sumber daya alamagangi wilayahnya.

Selain itu melalui kedua relosusi ini, hukum intsioan! telah
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memberikan kebebasan kepada Pemerintah Negaraulzrdatuk dapat
melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan MosdialgAatas nama
Kedaulatan Negara, bila memang tindakan itu dipaggbeeriu.

3. Sedangkan berkaitan tahapan pelaksanaan, setidadsydiga tahapan
yang perlu dilakukan Pemerintah agar nasionalidapat berhasil dan
mampu mencapai tujutan utamanya. Ketiga tahaphersedalah tahap
pra nasionalisasi, tahap pelaksanaan nasionalisksi, tahap pasca
nasionalisasi. Pada tahapan pertama Pemerintah engiagkan argumen-
argumen yang akan digunakan saat pelaksanaan aksacn
mempersiapkan rancangan peraturan, dan mempermsisgkaberdaya
manusia. Tahap kedua, tahap pelaksanaan nasasiabPada tahap ini
Pemerintah seegera mengeluarkan undang-undang naksasi dan
peraturan pelaksananya, kemudian segera menug&dshyang telah
ada untuk mengisi posisi penting dari perusahaanlamasing yang
dinasionalisasi Tahap ketiga, pasca nasioanlispsila tahap ini
Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk meredampak yang
timbul akibat dilakukannya nasionalisasi, sepegngketa, opini-opini
negatif di masyarakat Internasional, dan membagangensasi baik bila
tercapai kata sepakat tentang kompensasi ataulibel@pkan oleh Badan
Arbitrase Internasional.

B. Saran/Rekomendas

Kondisi Indonesia saat ini, baik itu SDM, SDA, deekhnologi, tidak lagi
dapat disamakan dengan kondisi Indonesia pada EmmaDrde Baru. Kekayaan

SDA Negara ini sudah tidak perlu diragukan laggasgkan SDM tentu sudah
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jauh lebih baik, bila ada pendapat yang mengathklmwa SDM Indonesia masih
banyak kelemahan untuk mengelola kekayaan SDA, rhakani tentu menjadi
pekerjaan rumah tersendiri yang harus diselesadtah Pemerintah sesegera

mungkin demi terwujudnya ekonomi kerakyatan yangaira

Dengan kondisi Indonesia saat ini, sudah selaymkPgmerintah harus
berani bertindak, tidak hanya sebatas berfikiruknmnhengambil kebijakan dan
melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Paams&fiodal Asing. terlebih
lagi terhadap perusahaan yang tidak menunjukkakedtuntuk menghormati
Pemerintah dan hukum Republik Indonesia. Bila tedkéa dengan adanya
perjanjian bilateral maupun multilateral dengan &teglain terkait investasi,
maka sudah waktunya Pemerintah melakukan pengkdjeanbali terhadap
perjanjian-perjanjian tersebut. Jika cenderung gikam, dan kerugian

signifaikan, maka sebaiknya Pemerintah segera rkbirgperjanjian tersebut.

Pemerintah juga hendaknya dapatmencontoh kebijgkag memihak
Negara sendiri, seperti kebijakan yang diambil di&gara Bolivia, Venezuella,
dan Kuba, yang berani melakukan Nasionalisasi Bhaa Modal Asing agar
dapatmewujudkan perekonomian yang mandiri. Sudalantasnya Pemerintah
mulai mengambil kebijakan dan melakukan langkalgah yang berani dan
revolusioner, agar dapat memanfaatkan sebesamyas&ekayaan alam dan
Sumber Daya Manusia yang ada, demi kemajuan dasjakésraan rakyat secara

nasional, sesuai dengan apa yang diamanatkan oléénd-Undang Dasar 1945.
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